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L
aporan kinerja Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia Tahun 2024,

disusun sebagai bentuk komitmen atas akuntabilitas pelaksanaan tugas,

fungsi dan kewenangan LSF RI. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009

tentang Perfilman Pasal 58 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan

penyensoran film, dibentuk Lem baga Sensor Film yang bersifat tetap dan

independen serta bertang gung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Laporan ini

menjadi bagian dari prinsip akunta bilitas publik, untuk menciptakan tata kelola

lembaga yang transparan dan akuntabel. 

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimandatkan melalui Undang-

Undang dan Peraturan Peme rintah, Lembaga Sensor Film memiliki dua tanggung jawab

yaitu per lin dungan terhadap masyarakat sebagai penonton, dan perbantuan kepada

pemilik film (industri) untuk menghasilkan film yang bermutu. Sehingga implementasi

tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud, memperhatikan prinsip keseim-

bangan (balance) kedua tanggung jawab tersebut. 

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan perban tuan terhadap industri

dalam menghasilkan film yang bermu tu, dilakukan me lalui proses penyensoran yakni

pene litian dan penilaian atas film, berkaitan dengan tema, gambar, adegan, dia log,

suara dan teks terjemahan sebe lum diedarkan dan/ atau dipertunjukan kepada

khalayak umum; penen tuan kela yakan film dan iklan film untuk diedar kan dan/ atau

diper tun jukan kepada khalayak umum; dan penentuan peng  golongan usia penonton

film, untuk selanjutnya diterbit kan surat tanda lulus sensor (STLS) atas film dan iklan

film tersebut.



Pada 2024, Lembaga Sensor Film telah melakukan pe nyensoran terhadap film

dan iklan, serta menerbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebanyak 42.331

(empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu). Baik film dan iklan film untuk pe-

nayangan layar lebar (bioskop), televisi dan jaringan teknologi informatika maupun

media penayangan lainnya. Film dan iklan film tersebut merupakan produksi dari

industri perfilman nasional dan impor. 

Tahun 2024 menjadi momentum terbaik bagi industri perfilman nasional. Baru

terjadi pada 2024 ini, jumlah produksi film nasional untuk layar lebar (bioskop)

melebihi jumlah film asing yang tayang di dalam negeri, dengan angka sebanyak

285 (dua ratus delapan puluh lima) judul film nasional berbanding dengan 255 (dua

ratus lima puluh lima) judul film asing. Hal itu menjadi kabar baik, bahwa eksosistem

perfilman nasional mengalami kemajuan dan peningkatan dari aspek kuantitas

produksi dan apresiasi terhadap karya film nasional. 

Selain itu, Lembaga Sensor Film berkomitmen membantu masyarakat agar

dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu. Hal ini diupayakan

melalui peningkatan kualitas literasi tontonan masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui pemantauan dan pendekatan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor

Mandiri (GNBSM), Lembaga Sensor Film terus memasyarakatkan penggolongan usia

penonton dan kriteria sensor film. Implementasi sosialisasi Gerakan Nasional Budaya

Sensor Mandiri diwujudkan dengan gerakan bersama yang bersifat kolaboratif

melalui LSF Goes to Campus, LSF Goes to School dan LSF Goes to Community. 
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Tahun 2024 juga telah menjadi era baru bagi Lembaga Sensor Film. Yakni,

paradigma dan semangat baru dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan,

yang mengedepankan prinsip kemudahan dan keterbukaan dalam layanan, prinsip

dialog dalam proses penyensoran, perlindungan terhadap masyarakat, serta

perbantuan kepada industri, untuk dapat menghasilkan film yang bermutu. Era baru

tersebut ditandai dengan penetapan dan pelantikan anggota LSF yang baru, untuk

masa kerja periode 2024-2028. 

Untuk itu, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, LSF senan-

tiasa membutuhkan dukungan, sinergi dan kolaborasi dari pelbagai pihak. Baik DPR,

Pemerintah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Organi -

sasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Pelaku Usaha maupun Pelaku Kegiatan Perfilman

serta Insan Perfilman. Terutama bahu membahu dan bekerjasama dalam upaya pe-

majuan perfilman nasional. 

Sebagai penutup, masukan terhadap kesempurnaan laporan tahunan ini, akan

menjadi pembelajaran bagi kami, untuk terus melakukan perbaikan dan pening kat -

an kualitas kinerja. Atas nama pimpinan LSF RI kami mengucapkan terimakasih

kepada semua pihak, yang telah mendukung kerja baik LSF selama tahun 2024,

sehingga tersusunnya laporan kinerja ini.
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Kinerja 
Lembaga Sensor Film 2024

B
eberapa bulan menjelang masa jabatannya berakhir, Mendikbudristek

Nadiem Makarim melantik Anggota LSF Periode 2024-2028 pada

Rabu 28 Agustus 2024. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun

2024 tentang Pengang kat an Anggota LSF, pagi itu Mas Menteri

melantik 17 Anggota baru LSF yang terdiri dari perwakilan masyarakat

dan dari unsur Pemerintah. Yang mewakili unsur masyarakat adalah Naswardi,

Noorca M. Massardi, Tri Widyastuti Setyaningsih, Ervan Ismail, Hadi Artomo, Widayat

S. Noeswa, Erlan Basri, Gustav Aulia, Titin Setiawati, Zaqia Ramallah, Nusantara

Husnul Khatim Mulkan, dan Hairus Salim. Sedangkan yang mewakili unsur

Pemerintah adalah Kuat Prihatin dan Saptari Novia Stri (Kemendikbudristek), Dewi

Rahmarini (Kemenkominfo), Satya Pratama Kadranyata (Kemenparekraf ), dan Imam

Safe’i (Kemenag).

Usai pelantikan di Gedung A Kemendikbudristek, dalam rapat pleno pertama

di kantor LSF di Gedung F, 17 Anggota baru LSF melaksanakan pemilihan langsung

calon ketua dan calon wakil ketua LSF. Hasil Rapat Pleno tersebut memilih dan mene-

tapkan Dr. Naswardi, MM, ME sebagai Ketua LSF Periode 2024-2028 menggantikan

Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF 2020-2024), dan Noorca M. Massardi sebagai

Wakil Ketua LSF Periode 2024-2028, menggantikan Dr. Ervan Ismail, M.Si (Wakil Ketua

2020-2024).

Kebijakan pertama Dr. Naswardi, MM, ME sebagai Ketua adalah menerbitkan

Surat Keputusan Ketua LSF No. 0744/10/2024 tentang perubahan struktur organisasi

baru LSF 2024-2028. Walau Komisi LSF tetap berjumlah tiga, namun komposisi dan

pembidangannya berubah. Bila sebelumnya Komisi I memiliki anggota dan ketua

subkomisi terbanyak, kini setiap komisi memiliki jumlah anggota yang sama, yakni

masing-masing 4 (empat) ketua subkomisi. Setiap komisi dibantu oleh Tenaga Sen-
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sor yang melekat kepada setiap Anggota. 

Sebagaimana diketahui, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset dan Teknologi Nomor 60/P/2024 tentang Tenaga Sensor Film, Tenaga Sensor

ditugaskan untuk membantu Anggota dalam tugas dan fungsi utama penyensoran

dan pemantauan. Ada 34 Tenaga Sensor yang ditugaskan membantu 17 Anggota

LSF. Sehingga, 17 Anggota LSF masing-masing dibantu oleh 2 (dua) Tenaga Sensor

yang melekat pada setiap Anggota LSF.

Surat Keputusan Ketua LSF No. 0744/10/2024, struktur baru organisasi tata lak-

sana LSF menjadi sebagai berikut:

1. Ketua Lembaga Sensor Film: Dr. Naswardi, MM, ME

2. Wakil Ketua Lembaga Sensor Film: Noorca M. Massardi

3. KOMISI I 

(BIDANG PENYENSORAN, DIALOG, DATA-INFORMASI DAN TEKNOLOGI PENYENSORAN)

Ketua: Tri Widyastuti Setyaningsih M.Sn

Ketua Subkomisi Penyensoran: Hadi Artomo

Ketua Subkomisi Dialog: Widayat S. Noeswa

Ketua Subkomisi Data dan Informasi: Dewi Rahmarini

Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran: Satya Pratama Kadranyata S.T., M.T.

Tenaga Sensor: Dhany Kurniawan, Fatkhurrozaq, Refilia Nur Arafiana, 

Dita Ramayani,  Aniqa Fathina, Suhartini, Noni Marlianingsih, 

Carla Helsi Andina, Irfan Anshori, dan Rizki Indra Sofa

4. KOMISI II 

(BIDANG PEMANTAUAN, HUKUM & ADVOKASI, APRESIASI & PROMOSI, DAN

KERJASAMA ANTAR LEMBAGA)

Ketua: Dr. Ervan Ismail, M.Si

Ketua Subkomisi Pemantauan: Erlan Basri, M.Sn

Ketua Sub Komisi Apresiasi dan Promosi : Gustav Aulia, ST.,M.I.Kom

Ketua Sub Komisi Kerjasama Antar Lembaga : Dr. Imam Safe’i.,M.Pd

Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi: Saptari Novia Stri, SH

Tenaga Sensor: Waroqotul Lukman Ta’im, Nandyto Widyanto, 

Azizul Hakim Muhammad, Febi Christina Siahaan, Ibnatul Wadhiyyah, 

Milla Setiawati, Atika Zahra, Arinda Purbasari Adlina Putri, 

Agung Irfan Rachmadi, M. Iqbal, dan Rudiyanto, Indri Ariefiandi
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5. KOMISI III 

(BIDANG SOSIALISASI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PUBLIKASI, DESA SENSOR

MANDIRI DAN KOMUNITAS)

Ketua: Kuat Prihatin

Ketua Subkomisi Sosialisasi: Titin Setiawati

Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan: Dr. Zaqia Ramallah, S.Pd., M.Sn

Ketua Subkomisi Publikasi: Nusantara Husnul Khatim Mulkan

Ketua Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas: Hairus Salim

Tenaga Sensor: Arafat Riski Rivai, Gilang Ramadan, Wahyu Okta Nahendra, 

Talitha Rahma, Yeni Puspita Sari, Eka Kartika Halim, Niken Larasati, 

Hendri Susanto, Fuadzan Akbar Sailan, dan Tanto Wardoyo

Sebagai informasi, sebelum terjadi pergantian Anggota LSF, pada Februari 2024

Tenaga Sensor sudah mengalami perubahan dan pergantian. Dari 34 Tenaga Sensor

periode 2020-2024, ada 14 Tenaga Sensor petahana yang terpilih kembali, men-

dampingi 20 Tenaga Sensor baru. Sementara dari 17 Anggota LSF periode 2020-2024,

ada 7 Anggota petahana yang terpilih kembali mendampingi 10 Anggota baru.

Meskipun demikian, baik Anggota LSF maupun Tenaga Sensor periode 2020-

2024 dan periode 2024-2028, sepanjang 2024 telah menyelesaikan tugas dan

fungsinya masing-ma sing dengan baik, sesuai target dalam Rencana Strategis (Ren-

stra) LSF 2019-2024.
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Capaian Komisi I
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman,

Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia mendapat amanah untuk melindungi

masyarakat dari dampak negatif film dan iklan film. Oleh sebab itu, setiap film dan

iklan film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib

memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film Republik

Indonesia (LSF-RI). 

Komisi I Bidang Penyensoran merupakan alat kelengkapan dari Lembaga Sensor

Film. Tugas Ketua Komisi I adalah memimpin, mengkomunikasikan, mengkoor -

dinasikan dan memastikan program kerja Komisi I berjalan sesuai target Rencana

Strategi Organisasi dan Standar Pelayanan Minimal. Komisi I terdiri dari Subkomisi

Penyensoran, Subkomisi Dialog, Subkomisi Data dan Informasi, serta Subkomisi

Teknologi Penyensoran. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Komisi I dibantu oleh

10 (sepuluh) Tenaga Sensor (TS). Rincian tugas setiap subkomisi adalah sebagai berikut:

Subkomisi Penyensoran: Memastikan program pelayanan penyensoran berjalan

sesuai target Rencana Strategis Organisasi dan Prosedur Operasional Standar (POS);

Memastikan proses penelitian dan penilaian atas materi sensor sesuai Prosedur

Operasional Standar (POS); Memastikan penetapan penggolongan usia pada materi

sensor sesuai pedoman dan kriteria penyensoran; Memastikan pelaksanaan sensor

ulang (resensor) untuk materi sensor yang membutuhkan; Memastikan pelaksanaan

peninjauan untuk materi sensor yang membutuhkan; Memastikan pelaksanaan

diskusi dan dialog pakar, untuk peningkatan kualitas hasil penyensoran. 

Subkomisi Dialog: Menerima, melakukan kajian dan analisis atas permintaan

penurunan atau kenaikan penggolongan usia pada materi sensor oleh pemilik film dan

iklan film; Memastikan penyelenggaraan dialog bersama pemilik film dan iklan film

berjalan baik sesuai Prosedur Operasional Standar (POS); Memastikan hasil dialog

ditindaklanjuti dan dilaksanakan para pihak sesuai kesepakatan dan berita acara dialog. 

Subkomisi Data dan Informasi: Memastikan ketersediaan data dan informasi

yang mudah diakses publik terkait tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Sensor

Film. Memastikan informasi publik yang dimiliki organisasi tersampaikan kepada

masyarakat melalui kanal-kanal media milik LSF; Memastikan layanan pengaduan

dapat diterima, dilayani dan ditindaklanjuti sesuai prosedur operasional standar. 

Subkomisi Teknologi Penyensoran: Memastikan sistem pelayanan berjalan baik

dan optimal; Menyiapkan naskah kajian, bisnis proses dan studi kelayakan dalam

pemanfaatan kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI) dalam pelayanan

penyensoran; Melakukan peningkatan kualitas sistem pelayanan penyensoran

berbasis digital; Melakukan sosialisasi layanan penyensoran berbasis digital. 
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Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengamanatkan

kepada LSF untuk melakukan penyensoran, dan memberikan Surat Tanda Lulus

Sensor (STLS) setelah melakukan “penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan,

suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan

kepada khalayak umum”. LSF juga diamanatkan untuk menentukan “kelayakan film

dan iklan film untuk diedarkan dan/atau

dipertunjukkan kepada khalayak umum”,

serta menetapkan “penggolongan usia pe-

nonton film”, agar dapat “memberikan

perlin dungan kepada masyarakat dari

pengaruh negatif film dan iklan film”.

Pada Rencana Strategis (Renstra)

LSF 2020-2025, terdapat tiga isu utama

yang ditetapkan, yaitu jumlah film dan

iklan film yang disensor, jumlah film dan

iklan film yang lulus tanpa revisi, dan

sosialisasi tentang mekanisme penyen -

soran. Kinerja LSF pada 2024 ditargetkan

untuk memenuhi capaian jumlah film dan

iklan film yang disensor sebanyak 41.500

judul film dan iklan film. 

Sebagai informasi, pada Januari

2024, Web dan Aplikasi LSF diretas. Dan

ketika pada Juni 2024, Pusat Data Nasional

(PDN) II mengalami peretasan, data layan -

an penyensoran pada Sistem Administrasi

Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS) milik

LSF — sebagai salah satu tenan PDN II — ikut terimbas oleh peretasan tersebut. Aki -

batnya, data 1.374 judul film dan iklan film sempat hilang, dan baru pada akhir

Desember 2024 berhasil dipulihkan kembali, dibantu Pusat Data dan Teknologi

Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek.

Berdasarkan data LSF terbaru dari e-SiAS, pada Januari hingga Desember 2024,

LSF telah melakukan penyensoran dan menerbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)

sebanyak 42.331 judul film dan iklan film. Jumlah tersebut terdiri dari film dan iklan

film yang lulus tanpa revisi sebanyak 42.234 judul (99,77%), dan 97 judul (0,23%)

lulus setelah diperbaiki pemiliknya sesuai rekomendasi LSF, agar mengikuti

pedoman dan kriteria penyensoran. Dengan demikian, kinerja LSF di bidang
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merupakan

pencapaian jumlah

film layar lebar

tertinggi sepanjang

lima tahun terakhir,

yakni 540 judul, yang

terdiri dari film

nasional dan film

impor. 



penyensoran telah melampaui jumlah target Renstra 2024. Pencapaian tersebut

tentu tidak terlepas dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

dalam industri perfilman, Anggota LSF, Tenaga Sensor, serta dukungan dan

kerjasama dengan Sekretariat LSF.

Penggolongan usia, merupakan satu dari tujuh wewenang LSF yang dinyata -

kan dalam Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

(LSF) Pasal 8 yakni: Penggolongan usia ditetapkan setelah dilakukan penyensoran

terhadap materi sensor dengan mengacu

pada pedoman dan kriteria penyensoran.

Ada empat penggolongan usia

penonton yang ditetapkan UU No. 33

Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 7,

dan Peraturan Pemerintah RI No.18

Tahun 2014 ten tang Lembaga Sensor

Film (LSF) Pasal 28 Ayat (1), yakni

penggolongan usia pe non ton Semua

Umur (SU); peng go longan usia 13 tahun

atau lebih (13+); penggolongan usia 17

tahun atau lebih (17+);  dan

penggolongan usia 21 tahun atau lebih

(21+).

Layanan penyensoran 2024 telah

menghasilkan data penggolongan usia

se bagai berikut: Penggolongan usia penonton (SU) sebanyak 9.709 judul (22,9%);

golongan usia (13+) sejumlah 24.613 judul (58,1%); golongan usia (17+) sejumlah

7.691 judul (18,2%); dan golongan usia (21+) sejumlah 318 judul (0,8%). Dari total

42.331 judul yang disensor, sebanyak 23.529 judul (55,6%) merupakan produksi film

dan iklan film nasional, sementara 18.802 judul (44.4%) merupakan program impor.

Merujuk UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 30 Ayat (1), LSF

membagi jenis peruntukan pertunjukan materi sensor dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

Layar Lebar, Penyiaran Televisi, dan Jaringan Teknologi Informatika. LSF kemudian

menerjemahkannya ke dalam 10  (sepuluh) kategori pelayanan penyensoran, yaitu

peruntukan 1) Film Layar Lebar, 2) Penyiaran Televisi, 3) Jaringan Teknologi

Informatika (JTI), 4) Sarana Promosi, 5) Kalangan Terbatas, 6) Festival, 7) Event, 8)

Penjualan dan Persewaan (Palwa), 9) Peninjauan, dan 10) Media Ruang Publik.

Tahun 2024 merupakan pencapaian jumlah film layar lebar tertinggi sepanjang

lima tahun terakhir, yakni 540 judul, yang terdiri dari film nasional dan film impor.
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Bahkan tahun ini untuk pertama kalinya film layar lebar nasional yang berjumlah

285 judul, melampaui jumlah film impor yang 255 judul. Terbanyak adalah yang

mendapatkan penggolongan usia (13+) yaitu 227 judul (42,1%) dan untuk penggo-

longan usia (17+) 192 judul (35.6%). 

Kendati masyarakat umum menganggap film horor mendominasi genre film

nasional, namun data aplikasi e-SiAS mencatat film dengan genre horor hanya

berjumlah 87 judul (30,5%), sementara genre drama berjumlah 141 judul (49,5%).

Dari total 285 judul film nasional tersebut, seluruhnya dihasilkan oleh 140 Rumah

Produksi (PH). Artinya, secara statistik setiap rumah produksi rerata menghasilkan

dua judul film dalam setahun.

Sementara 255 judul film impor yang disensor, berasal dari 17 negara, dengan

pemasok terbesar dari Amerika Serikat yaitu 106 judul film (41.57%), disusul Korea

Selatan dengan 43 judul (16.86%). Untuk film layar lebar impor didominasi genre

laga (action) sebanyak 52 judul (20,4%), dan genre drama 42 judul (16,5%).

Materi sensor berupa program televisi pada 2024 mencapai 35.219 judul de -

ngan penggolongan usia sebagai berikut: Semua Umur (SU) sebanyak 7.885 judul

(21,95%); usia 13+ 20.557 judul (59,68%); usia 17+ sebanyak 6.720 judul (18,33%);

dan usia 21+ sebanyak 37 judul (0 ,04%). Adapun genre program TV terbanyak adalah

drama, disusul kartun/animasi. Sedangkan materi sensor berupa Iklan khusus untuk

penayangan di televisi, tercatat 2.975 judul. Dengan demikian, total jumlah film dan

iklan film peruntukan televisi adalah 38.194 judul. Materi tersebut didaftarkan oleh

16 lembaga penyiaran dan berasal dari 17 negara asal. Tiga negara pemasok terbesar

adalah India, disusul Jepang dan Amerika Serikat.

Data LSF juga mencatat, sepanjang 2024, ada 5 (lima) Lembaga Penyiaran (TV)

yang paling banyak mensensorkan materinya ke LSF. Pertama adalah ANTV, dengan

materi sensor 10.949 judul film yang sebagian besar, sebanyak 6.301 judul, berasal

dari India. Kedua RCTI dengan 3.749 judul materi sensor. Ketiga GTV yang

mensensorkan 3.443 judul. Keempat Trans TV dengan materi sensor 3.417 judul film,

dan kelima adalah lembaga penyiaran baru, Mentari TV, yang menyensorkan 2.288

judul film. Secara umum, meskipun materi impor program TV tergolong tinggi,

namun program nasional masih lebih tinggi yaitu 20.734 judul program (54,29%),

dibandingkan program impor yang 17.460 judul (45,71%).

Materi Palwa yang disensorkan pada 2024 berjumlah 8 (delapan) judul, di

antaranya dari Rusia yaitu, animasi Marsha and The Bear: Tamasya Bersama

(DVD/cakram optik), dengan penggolongan usia penonton Semua Umur (SU). Materi

Palwa terbanyak dari Indonesia yaitu 7 (tujuh) judul, terdiri dari penggolongan usia

(SU) 3 judul, dan penggolongan usia 13+ sebanyak 4 (empat) judul. 
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Film dan iklan film yang disensorkan untuk Jaringan Teknologi Informatika (JTI)

selama 2024 tercatat 710 judul. Dari jumlah tersebut 502 judul merupakan produksi

film nasional, selebihnya 208 judul merupakan film impor dari 47 negara. Antara lain,

dari Amerika Serikat 61 judul, Perancis 47 judul. Republik Rakyat Tiongkok  29 judul,

dan Korea Selatan 28 judul. Dari 710 judul tersebut penggolongan usia terbanyak

adalah usia 13+ yaitu 312 judul (41,4%), usia 17+ sebanyak 225 judul (33,9%), usia

Semua Umur (SU) 134 judul (19,2%), dan usia 21+ sebanyak 39 judul (5,35%). Secara

umum, jumlah film untuk kanal-kanal berbasis JTI yang disensorkan ke LSF masih

sangat kecil dibandingkan dengan total program di JTI. Hal itu merupakan

tantangan bagi LSF ke depan untuk dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha

JTI dalam mensensorkan program-program yang akan diedarkan dan ditayangkan

kepada  khalayak penonton Indonesia. 

Total materi sensor film untuk Kalangan Terbatas pada 2024 tercatat 92 judul

film. Penyensoran Kalangan Terbatas itu didominasi pemilik film dan iklan film dari

jalur lembaga pendidikan. Antara lain, SAE Indonesia, Universitas Bina Nusantara,

dan SMP 8 Batu, Malang. Penggolongan usia terbanyak adalah 13+ yang berjumlah

47 judul (51,1%), dan usia SU sebanyak 30 judul (32,6%). Materi paling banyak

didaftarkan oleh SMP 8 Batu-Malang, untuk acara nonton bersama (Nobar) para

orang tua dan murid. Selanjutnya untuk usia 17+ sebanyak 14 judul (15,2%), dan

usia  21+ hanya satu judul (1.1%).

Adapun materi sensor peruntukan Festival tercatat total 629 judul, dengan

persentase penggolongan usia terbanyak untuk penonton usia 13+ yakni 296 judul.

Lalu untuk usia 17+ sebanyak 158 judul, usia SU sebanyak 126 judul dan usia 21+

sebanyak 49 judul. 

Untuk penyensoran peruntukan Festival, tercatat Jogja-NETPAC Asian Film Fe-

stival paling banyak menyensorkan materinya, yaitu 171 judul film. Disusul Jakarta

World Cinema dengan 113 judul film. Selebihnya, berasal dari festival yang

diselenggarakan reguler setiap tahun, seperti Jakarta Film Week (JFW), Festival Film

Indonesia (FFI), Bali International Film Festival, festival film yang diselenggarakan

kedutaan/pusat kebudayaan asing di Indonesia dan lainnya. Jumlah materi untuk

festival pada 2024 mengalami kenaikan 118 judul, mengingat makin banyaknya pe-

laku kegiatan festival  film di Indonesia. 

Materi sensor peruntukan Event tercatat sebanyak 85 judul materi dari 4

(empat) negara. Sensor terbanyak masih didominasi film dari Indonesia yaitu 81

judul, disusul Amerika Serikat dua judul, dan Taiwan serta Korea Selatan dengan

masing-masing satu judul. Penggolongan usia terbanyak untuk Event adalah

golongan usia 13+ sebanyak 42 judul (49,4%), disusul usia SU sebanyak 27 judul

(31,8%), usia 17+ sebanyak 15 judul (17,6%) dan usia 21+ hanya satu judul (1.2%). 
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Layanan penyensoran peruntukan Peninjauan merupakan wujud perbantuan

LSF kepada pemilik film dan iklan film. Mereka dapat menyensorkan filmnya

sebelum dijadikan format akhir Digital Cinema Package (DCP). Tujuannya agar

pemilik film dapat memperbaiki filmnya sesuai pedoman dan kriteria penyensoran

yang disarankan LSF, sebelum diperbanyak. Mungkin karena sosialisasi layanan

peruntukan peninjauan kepada stakeholder ini masih belum meluas, maka materi

sensor peruntukan Peninjauan pada 2024 hanya tercatat 4 (empat) judul. 

Capaian Komisi II
Komisi II LSF Bidang Pemantauan,

Hukum & Advokasi, Apresiasi & Promosi,

dan Kerjasama Antar Lembaga, memiliki

empat subkomisi dengan pembagian

tugas dan fungsi sebagai berikut:

Subkomisi Pemantauan: Memastikan

program pemantauan berjalan sesuai tar-

get Rencana Strategis organisasi dan

Prosedur Operasional Standar (POS);

Menyiapkan naskah kajian program ino-

vasi dalam pemantauan yang berbasis

pada sistem pemantauan partisipasif;

Melaksanakan visitasi dalam pemantauan;

serta Memastikan data dan pemetaan

rencana tindak lanjut dari hasil peman-

tauan.

Subkomisi Apresiasi dan Promosi:

Memastikan pemberian apresiasi terhadap pemangku kepentingan berjalan baik,

inovatif dan berkelanjutan; Memastikan pelaksanaan Anugerah Lembaga Sensor

Film berjalan secara baik, berkualitas dan berkelanjutan; Memastikan pelaksanaan

promosi Lembaga dalam pelbagai bentuk atau event, berjalan baik dan berkelanjut -

an, baik pameran, talkshow, podcast, dan bentuk lainnya; Memastikan pengelolaan

Media Center, pelayanan wartawan dan aktivitas kehumasan secara baik dan profe-

sional, untuk meningkatkan kualitas informasi publik Lembaga.

Subkomisi Kerjasama Antar Lembaga : Melakukan identifikasi dan pemetaan

efektivitas pelaksanaan serta implementasi kerjasama berbasis (MoU) antara LSF

dengan lembaga mitra yang telah dikerjasamakan; Melakukan identifikasi dan

pemetaan terhadap Lembaga yang berpotensi menjadi mitra kerjasama baru;
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Melakukan penjajakan dan pelaksanaan kerjasama strategis, baik dengan lembaga

di dalam maupun di luar negeri.

Subkomisi Hukum dan Advokasi: Melakukan identifikasi, kajian dan analisis ter-

hadap norma dan regulasi yang membutuhkan pembaharuan berkaitan dengan ke-

pentingan strategis organisasi; Menyiapkan naskah akademik dan atau naskah

konsepsi serta strategi advokasi terkait pembaharuan (revisi) Undang-Undang Per-

filman, Peraturan Presiden Tentang Hak Keuangan Anggota Lembaga Sensor Film,

dan Permendikbud Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran sesuai kebutuhan

organisasi; Melakukan identifikasi, kajian, dan analisis terhadap norma dan regulasi

serta Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan

wewenang. 

Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan Tim Subkomisi Pemantauan LSF, di-

dasarkan pada ketentuan peraturan dan perundangan yang menyatakan film dan

iklan film yang akan ditayangkan ke masyarakat harus memiliki Surat Tanda Lulus

Sensor (STLS). Substansinya menegaskan bahwa film yang beredar harus memenuhi

standar kelayakan dan ketentuan klasifikasi usia penontonnya. Penetapan dan pe -

nerbitan STLS juga merupakan wujud perlindungan hukum terhadap film dan iklan

film yang beredar, serta stakeholder perfilman pada umumnya. Kegiatan peman-

tauan dimaksudkan untuk memastikan semua itu terlaksana di lapangan.

Sasaran pemantauan meliputi pelbagai aspek. Pertama, kepatuhan film maker

atau pemilik film dalam menyensorkan filmnya, dan menayangkannya sesuai hasil

penyensoran. Kedua, kepatuhan eksibitor dalam menayangkan atau mempertun-

jukkan film, sesuai ketentuan yang berlaku. Dan ketiga, kepatuhan penonton dalam

menonton film sesuai klasifikasi usianya. Sementara, dari lokus penayangannya,

pemantauan dilakukan di gedung bioskop, lembaga penyiaran televisi, dan di

jaringan teknologi informatika atau over the top (OTT). Pemantauan juga dilakukan

terhadap penayangan khusus festival film. Dari hasil pemantauan, ditemukan bahwa

kesadaran dan kepatuhan stakeholder perfilman terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sudah cukup tinggi, kendati masih ditemukan beberapa

pelanggaran yang perlu menjadi perhatian.

Sepanjang 2024, total kegiatan pemantauan film dan iklan film dilakukan se-

banyak 10.298 kali, sebagaimana tertuang dalam rincian laporan. Untuk menindak -

lanjuti laporan hasil pemantauan tersebut, khususnya berkaitan dengan masih

adanya pelanggaran, LSF menyelenggarakan Forum Diskusi Terpumpun (FGD) yang

dihadiri para pihak terkait, guna membahas permasalahan yang dihadapi dan me-

rekomendasikan upaya-upaya untuk mengatasi dan mengeliminasinya.

Pemantauan tentang apresiasi masyarakat terhadap film yang beredar juga
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dilakukan dengan dua cara. Pertama, melakukan wawancara dengan penonton, dan

kedua melakukan pengisian angket oleh penonton film di bioskop. Substansi per-

tanyaannya terkait pandangan dan pendapat penonton tentang keberadaan LSF,

serta kelayakan dan ketepatan LSF dalam menetapkan penggolongan usia atas film

dan iklan film yang dilihatnya. Dari pemantauan yang dilakukan di 3 (tiga) kota yang

berbeda misalnya, hasilnya menunjukkan, mayoritas responden memahami kebe-

radaan LSF, dan mayoritas penonton mengetahui dan mengakui bahwa Lembaga

Sensor Film (LSF) sebagai instansi, telah melakukan tugas penyensoran dengan baik,

khususnya dalam penetapan klasifikasi usia penonton.

Terkait bidang Hukum dan Advokasi, kegiatan literasi dan edukasi hukum di-

lakukan untuk memberikan pembekalan terkait hak dan kewajiban, larangan dan

batasan dalam kebebasan berkreasi dan berkarya, sebagaimana diamanatkan Pasal

5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Sasarannya

adalah para mahasiswa Perguruan Tinggi dan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK), khususnya pada Program Studi Perfilman dan Komunikasi, serta para anggota

komunitas film maker. Selama 2024, kegiatan literasi dan edukasi hukum telah di-

laksanakan di 10 (sepuluh) kota. Komisi II juga melaksanakan kegiatan Visitasi Sta-

keholder, untuk mengumpulkan data terkait pelaksanaan ketentuan peraturan

perundangan oleh stakeholder di daerah. Sasaran kegiatan visitasi adalah Pengelola

Bioskop dan Lembaga Penyiaran (Televisi) Daerah. Dalam kesempatan tersebut juga

dilakukan visitasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Subkomisi Apresiasi dan Promosi menyelenggarakan ragam kegiatan untuk

memberikan apresiasi kepada para stakeholder perfilman dan juga mempromosikan

kegiatan dan kinerja lembaga kepada masyarakat luas. Kegiatan pemberrian Anu-

gerah LSF memiberikan penghargaan atau apresiasi atas ketaatan para pemangku

kepentingan dalam melakukan sensor dan mematuhi regulasi, sambil tetap memun-

culkan kreativitas dan kualitas karya yang mumpuni. Anugerah LSF diberikan setiap

dua tahun sekali. Kebetulah pada 2024 tidak diselenggarakan, dan baru pada 2025

akan dilaksanakan. 

Sebagai Lembaga Negara yang terbuka, LSF aktif menyebarluaskan informasi

publik tentang lembaga, kinerja, maupun sumberdaya manusianya dalam menja -

lankan tugas dan fungsi LSF melalui ragam media,  platform digital, event-event

khusus, maupun kegiatan kehumasan.. Promosi dilakukan baik dengan memaksi-

malkan peran media sosial, website, podcast internal lembaga, maupun media eks-

ternal seperti talkshow televisi dan radio, media online, termasuk berkolaborasi

dengan konten kreator di seluruh Indonesia. 

Subkomisi Kerjasama Antar Lembaga menjalankan fungsi membangun dan
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membina relasi melalui kerjasama sosialisasi maupun kampanye bersama saling

menguntungkan atau saling membantu dengan pelbagai lembaga/organisasi untuk

kemajuan bersama. Hal ini terwujud dalam bentuk penandatanganan MoU dengan

Perguruan Tinggi / Instansi / Lembaga / Organisasi yang menjadi stakeholder LSF.

Aktivitas yang telah dijalankan dalam bentuk magang mahasiswa perguruan tinggi

yang telah ada MoU, kajian ilmiah bersama kampus prodi komunikasi / film,  kuliah

tamu, kunjungan pelajar / guru / mahasiswa / dosen ke kantor LSF, maupun aktivitas

lainnya terkait program kolaborasi dan kemitraan LSF bersama KPID dan kampus,

seperti Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) ataupun Literasi dan Edu-

kasi Hukum Perfilman di pelbagai daerah se-

luruh Indonesia.

Capaian Komisi III
KOMISI III LSF Bidang Sosialisasi,

Peneliti an dan Pengembangan, Publikasi,

Desa Sensor Mandiri dan Komunitas memiliki

empat subkomisi yang tugas dan fungsinya

sebagai berikut:

Subkomisi Sosialisasi: Menyiapkan grand

desain dan atau cetak biru (blue-print) Gerak -

an Nasional Budaya Sensor Mandiri; Melaksa-

nakan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya

Sensor Mandiri, secara baik, terukur dan

berkelanjutan; Melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas pe-

laksanaan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya

Sensor Mandiri; Memastikan hak kekayaan in-

telektual (HAKI) atas media sosialisasi baik

dalam bentuk materi, konten, m a s k o t d a n media sosialisasi lainnya telah didaf-

tarkan.

Subkomisi Publikasi: Melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap efek-

tivitas pengelolaan media internal Lembaga Sensor Film; Melakukan pengelolaan,

pembuatan dan penayangan materi untuk laman, media social dan media internal

Lembaga lainnya, secara baik dan berkelanjutan; Memastikan produksi dan pe-

nayangan panduan film secara baik dan berkelanjutan; Memastikan' produksi ma-

jalah sensor secara baik, berkualitas dan berkelanjutan.
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Subkomisi Penelitian dan Pengembangan: Memastikan pelaksanaan penelitian

untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang, secara baik;

Memastikan pelaksanaan program untuk pengembangan dan peningkatan kualitas

sumber daya manusia; Memastikan pelaksanaan dan keberlanjutan program serti-

fikasi untuk tenaga sensor; Memastikan penerimaan dan penyelenggaraan program

untuk mahasiswa magang.

Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas: Melakukan identifikasi, kajian

dan analisis terhadap kualitas dan efektifitas program Desa Sensor Mandiri; Memas-

tikan kualitas dan keberlanjutan program Desa Sensor Mandiri; Melakukan iniasiasi

pembentukan Komunitas dan duta Sahabat Sensor Mandiri; Membangun wadah

berhimpun, medium komunikasi dan interaksi komunitas Sahabat Sensor Mandiri;

Membangun gerakan berbasis komunitas untuk sosialisasi gerakan nasional budaya

sensor mandiri.

Selain melaksanakan penyensoran dan pemantauan, Lembaga Sensor Film

(LSF) juga memiliki tugas memasyarakatkan penggolongan usia penonton dan kri-

teria penyensoran. Masyarakat perlu mengetahui tentang penggolongan usia film

dan kriteria penyensoran agar dapat memilah dan memilih film sesuai dengan usia

penontonnya. Dengan demikian, penonton akan terhindar dari pengaruh negatif

film dan iklan film, yang berpotensi membahayakan apabila ditonton oleh orang

yang tidak sesuai usianya. 

Meliterasi kemampuan masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan, itu

oleh LSF disebut sebagai “Budaya Sensor Mandiri.” Untuk mengoptimalkan pema-

haman masyarakat terhadap budaya sensor mandiri, LSF menginisiasi program Ge-

rakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang dicanangkan secara nasional

pada 2021. Program gerakan nasional tersebut diaplikasikan melalui Catur Aksi Ge-

rakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, yaitu: 1). masifikasi sosialisasi dan publikasi,

2). kerja sama dan kolaborasi, 3). penelitian dan pengembangan, serta 4). pengem-

bangan Desa Sensor Mandiri. 

Dalam memasyarakatkan GNBSM, Lembaga Sensor Film menyelenggarakan

pelbagai model kegiatan sosialisasi yang melibatkan para pemangku kepentingan. 

Pertama, melakukan diskusi terpumpun (FGD) di 40 lokasi di Indonesia, terma-

suk LSF Goes to School dan LSF Goes to Campus. Narasumber pada kegiatan tersebut

adalah para ahli di bidang pendidikan, psikolog, budayawan, dan pemerhati anak.

Juga narasumber dari Kementerian/Lembaga negara yang relevan seperti Kemen-

terian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (sekarang menjadi Kementerian

Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pen-

didikan Tinggi, Sains, Riset, dan Teknologi), Kementerian Komunikasi dan Informatika
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(sekarang Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi), Komisi Penyiaran Indonesia,

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta dari organisasi profesi seperti Persatuan

Guru Republik  Indomesia (PGRI). 

Peserta dari kegiatan tersebut terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat antara

lain, guru, siswa, orang tua siswa, mahasiswa, dosen, dan kelompok masyarakat lain-

nya seperti PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat setempat. Secara total jumlah

peserta dari kegiatan sosialisasi tersebut pada Januari sampai Desember 2024 men-

capai 10.200 orang, melebihi target yang ditetapkan Rencana Strategi (Renstra) 2024

yaitu 10.000 orang. 

Kedua adalah sosialisasi melalui penayangan iklan layanan masyarakat (ILM)

sebelum penayangan film, di gedung-gedung Bioskop bekerja sama dengan Ga-

bungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Melalui model sosialisasi ini

pesan budaya sensor mandiri dapat tersampaikan kepada 80 juta penonton bioskop

(jumlah penonton pada 2024). Tentu angka tersebut bukan merupakan jumlah

orang yang terpapar, mengingat banyak orang yang menonton lebih dari satu kali

dalam setahun. 

Ketiga adalah sosialisasi melalui media massa berupa pemberitaan di media

massa cetak dan elektronik, penerbitan majalah, dan media sosial resmi milik LSF,

antara lain Instagram, Tiktok, Facebook dan podcast. Penanggung jawab model ke-

tiga adalah Subkomisi Publikasi. Subkomisi ini juga bertanggung jawab mengelola

Panduan Film yang merupakan upaya LSF untuk memberikan kemudahan bagi

masyarakat mendapatkan film yang bermutu, dengan memberikan informasi yang

lengkap terhadap setiap film yang akan ditayangkan di bioskop, baik film nasional

maupun film impor. 

Keempat adalah sosialisasi di Gedung Bioskop setempat, bekerjasama dengan 

GPBSI, dan Perusahaan Film nasional. Bila pada model lain sosialisasi dilakukan di hotel,

sekolah, atau kampus, dalam model ini para peserta dihadirkan di dalam gedung bio-

skop, dan acara sosialisi diakhiri dengan nonton bareng (nobar) film nasional terbaru

yang belum pernah ditayangkan sebelumnya. Ada beberapa kelebihan yang didapat-

kan dengan model ini. Antara lain, pertama, peserta dapat lebih fokus menyimak pa-

paran materi GNBSM dari semua nara sumber; kedua, menumbuhkan budaya

menonton film di bioskop (movies going habit) mengingat tempat terbaik menonton

film adalah di dalam ruang gelap di gedung bioskop bukan di depan layar televisi atau

layar gawai; ketiga, membantu mempromosikan film nasional terbaru, 

sambil bertemu dan berdialog langsung dengan yang terlibat dalam produksi film ter-

sebut (aktor/aktris, sutradara, produser, penulis skenario), mengingat “nasib” sebuah

film sangat tergantung pada minat dan reaksi penonton pada tiga hari pertama tayang. 
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Disadari bahwa sejalan dengan perkembangan zaman, pada era digital saat

ini pandangan masyarakat terhadap film dan kontennya juga turut berkembang.

Sehubungan dengan hal tersebut, LSF menyelenggarakan penelitian tentang per-

sepsi masyarakat terhadap golongan usia film film. Tujuan penelitian itu adalah

untuk mendapatkan gambaran bagaimana pandangan masyarakat terhadap peng-

golongan usia penonton film yang saat ini berlaku sesuai peraturan dan perundan-

gan, yaitu Semua Umur (SU), 13 tahun ke atas (13+), 17 tahun ke atas (17+) dan 21

tahun ke atas (21+). Keempat penggolongan usia tersebut dikaji secara mendalam

apakah masih relevan atau perlu ada perubahan mengikuti perkembangan zaman.

Pada era keterbukaan informasi saat ini publikasi kelembagaan menjadi bagian

yang sangat penting. Publikasi diperlukan untuk menyampaikan kepada masyarakat

sekaligus sebagai pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan program dan ke-

giatan Lembaga Sensor Film sebagai lembaga negara yang dibiayai APBN. Publikasi

juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat ter-

hadap keberadaan Lembaga Sensor Film. Pelbagai sarana publikasi yang digunakan

Lembaga Sensor Film antara lain: Situs/laman resmi, pemberitaan di media masa

cetak dan elektronik, penerbitan majalah Sensor Film, dan media sosial (Facebook,

Instagram, podcast, Tiktok, dan WA Bisnis).

Wilayah desa secara geografis mungkin letaknya jauh dari hiruk pikuk perko-

taan dan dari akses ke bioskop. Namun pada era digital saat ini batas antara desa

dan kota sudah tidak ada lagi. Untuk menonton film masyarakat tidak harus datang

ke gedung bioskop, tetapi dapat dilakukan melalui media digital yang bisa diakses

secara personal di ruang pribadi di semua tempat, termasuk di desa terpencil seka-

lipun. Dari fakta tersebut maka pengaruh negatif film dan iklan film sangat mungkin

dapat masuk sampai ke desa-desa. 

Dengan pertimbangan tersebut LSF memandang perlu mengembangkan

suatu desa percontohan yang masyarakatnya memahami dan menerapkan prinsip-

prinsip sensor mandiri yaitu, cerdas dan bijak memilah dan memilih tontonan sesuai

klasifikasi usia. Terkait pengembangan Desa Sensor Mandiri saat ini ada 7 (tujuh)

desa yang telah dikembangkan oleh LSF: Desa Karang di Karang Anyar dan Desa

Candirejo di Klaten (Jawa Tengah), Desa Pakisaji di Malang dan Desa Winongo di Ma-

diun (Jawa Timur), Desa Ambar Ketawang di Sleman (DI Jogjakarta), Desa Tiga He-

rang di Ciamis (Jawa Barat), dan Desa Pupuan di Gianyar (Bali). Penanggung jawab

program pengembangan desa sensor mandiri adalah Ketua Subkomisi Desa Sensor

Mandiri dan Komunitas.
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Capaian Sekretariat LSF
Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) memberikan dukungan administratif serta

teknis pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) LSF, sebagaimana Keputusan Menteri Pen-

didikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Se-

kretariat LSF. Hal itu juga dirinci pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat LSF.

Pada September 2024, Sekretariat LSF dipimpin oleh Sekretaris Titik Umi Kur-

niawati dengan Kasubbag Tata Usaha Ridwan Fahrudin. Untuk mendukung fasilitasi

teknis dan meningkatkan kualitas layanan Penyensoran Film dan Iklan Film, Sekre-

tariat LSF dibagi menjadi 4 (empat) Tim Kerja, yakni: 

Sejak awal 2020 proses layanan pendaftaran sensor film dan iklan film sudah

beralih dari manual menjadi digital, menggunakan layanan berbasis elektronik

berupa aplikasi Sistem Administrasi Sensor berbasis elektronik (e-SiAS). Aplikasi e-

SiAS merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berlandaskan asas keterbukaan

dan akuntabilitas. Hingga saat ini, e-SiAS terus melakukan pengembangan sistem

untuk memudahkan para pemangku kepentingan mengajukan proses penyensoran

film dan iklan film. Salah satunya adalah kemudahan dalam pembayaran dan pe -

ngiriman materi film secara online, dengan langsung mengunggah materi sensor

pada sistem atau melalui link Google Drive.

Untuk mengukur kualitas pelayanan publik, pada 2024 telah dilakukan survei

kepuasan masyarakat terhadap LSF. Survei tersebut dimaksudkan untuk mengkaji

tingkat atau indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan

LSF sepanjang 2024. Tujuan survei itu juga sekaligus menjadi dasar dalam menyusun
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rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di LSF.

Pada 2022 Sekretariat LSF telah mengembangkan aplikasi baru untuk men-

dukung pelaksanaan tusi pemantauan, yang diberi nama Satelit. Satelit dikembangkan

berdasarkan analisis kebutuhan lapangan, di mana pemantauan film dan iklan film di-

lakukan menggunakan basis data pembanding yang ada di database penyensoran LSF.

Karena itu, ketersediaan informasi dan data film mutlak diperlukan Petugas Pantau yang

turun ke lapangan. Integrasi data sensor dan data pemantauan menjadi latar belakang

utama perlunya aplikasi Satelit dikembangkan. Selain untuk kebutuhan pelaporan dan

sajian data, hasil pemantauan pun dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Dalam rangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

serta keterbukaan infomasi publik, telah dilakukan pengembangan laman LSF dan

laman PPID LSF. Laman LSF (https://lsf.go.id/) adalah laman resmi LSF yang mem-

berikan informasi seputar perkembangan kegiatan dan kelembagaan. Sedangkan

laman PPID LSF (https://ppid.lsf.go.id/) merupakan layanan informasi dan data yang

dibutuhkan masyarakat secara cepat dan aktual, sebagai perwujudan amanat Un-

dang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Seleksi dan Pelantikan Tenaga Sensor

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 62 meny-

atakan bahwa Lembaga Sensor Film (LSF) dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Sen-

sor yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran. Menjelang berakhirnya masa

jabatan Tenaga Sensor Periode 2020–2024, pada 20 Februari 2024, dilakukan proses

seleksi Calon Tenaga Sensor Periode 2024–2028 melalui Panitia Seleksi yang diben-

tuk berdasarkan penetapan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Mendikbudristek).

Proses seleksi dimulai pada 21 September 2023 meliputi tahapan seleksi ad-

ministrasi, uji kompetensi, dan wawancara yang seluruhnya dilakukan secara online.

Proses seleksi melibatkan pihak ketiga dalam menilai kemampuan, pengetahuan,

dan komitmen para kandidat. Seleksi yang dilakukan secara ketat, itu bertujuan

memastikan hanya individu dengan kualifikasi terbaik yang terpilih. Hasil akhir se-

leksi diumumkan pada 8 Januari 2024.

Setelah proses seleksi selesai, pelantikan Tenaga Sensor Periode 2024–2028

dilaksanakan pada Kamis, 22 Februari 2024. Pasca pelantikan, para Tenaga Sensor

mengikuti kegiatan pembekalan yang dilaksanakan pada 23 hingga 26 Februari

2024 di Cianjur, Jawa Barat. Pembekalan itu diisi oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua

Komisi, dan seluruh Ketua Subkomisi Lembaga Sensor Film. Kegiatan itu dirancang

untuk memberikan pemahaman mendalam terkait tugas dan tanggung jawab se-
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bagai Tenaga Sensor, agar dapat menjalankan peran mereka dengan kompetensi

yang memadai. Selain itu, pembekalan khusus mengenai pemantauan hasil penyen-

soran dilaksanakan pada 13 Maret 2024.

Seleksi dan Pelantikan Anggota LSF

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota LSF berasal dari pemangku kepentingan

perfilman yang dibentuk dan ditetapkan oleh Mendikbudristek sebagaimana diatur

dalam PP No 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film Pasal 14. Seleksi dimulai

pada 22 Mei 2024 meliputi seleksi administrasi, uji kompetensi, dan wawancara den-

gan Pansel secara online (daring), dan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum den-

gan Komisi I DPR RI secara luring pada 25 -27 Juni 2024. Tahapan itu dilakukan sesuai

amanat UU No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 63 dan 64, serta PP No 18

Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film Pasal 11 sampai 15.  

Setelah proses seleksi selesai, pelantikan Anggota LSF Periode 2024–2028 di-

laksanakan pada Rabu, 28 Agustus 2024. Pasca pelantikan, Anggota LSF mengikuti

kegiatan pembekalan yang dilaksanakan pada Rabu 29 Agustus – 1 September 2024.

Pembekalan itu diisi oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Para Ketua Komisi Periode 2020-

2024 serta Narasumber Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek. Selain itu, pem-

bekalan khusus Anggota LSF dan Tenaga Sensor juga dilaksanakan pada 20 – 22

September 2024 di Bandung. Pembekalan tersebut menghadirkan Narasumber

Muhammad Farhan, S.E (Anggota Komisi I DPR RI).

Peningkatan Standar Layanan

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah

Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan

Pelayanan Publik. Baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemer-

intahan, termasuk yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, dan Badan Hukum milik Negara, serta Badan Swasta atau perseorangan yang

diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran

pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Penilaian itu dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik

pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara peng-

guna layanan, observasi ketampakan fisik dan pembuktian dokumen pendukung stan-

dar pelayanan. Sedangkan waktu penilaian dilakukan pada Mei hingga September

2024.

LAPORAN KINERJA 2024
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

30



LAPORAN KINERJA 2024
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

31

Piagam Penghargaan

Penganugerahan Predikat
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Publik 2024
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Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) di Instansi Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pen-

dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) di Instansi Pemerintah, Sekretariat pun LSF berupaya membangun ZI-WBK.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) adalah predikat yang

diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar program manajemen per -

ubahan, penataan tata laksana, dan penguatan pengawasan. Predikat itu merupakan

komitmen Pemerintah dan menjadi target pelbagai instansi Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

385/P/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penghargaan Internal Zona Integritas

Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani telah ditetapkan

bahwa di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Tahun 2024, Sekretariat LSF termasuk dalam salah satu dari 37 satker yang lulus peni-

laian Tim Penilai Internal (TPI) pada 2024 dalam pembangunan ZI WBK/WBBM di

lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Anugerah ZI WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi (10/12/2024)
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Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Berdasar Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari pelbagai aktivitas, alat, dan

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemer-

intah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemer-

intah. Pada 2024, Sekretariat Lembaga Sensor Film memeroleh Predikat SAKIP A

88,75.

Sekretariat LSF telah mencapai Predikat A dengan nilai 88,75, naik sebanyak

6,15 poin dari predikat tahun 2023, yang mendapat nilai 82,6 dengan Predikat A.

Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada satuan kerja yang mempunyai nilai

SAKIP >80-90, dengan interpretasi bahwa instansi pemerintah/unit kerja tersebut

dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil,

karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Pengawas/ Subkoordi-

nator.

Kearsipan Lembaga Sensor Film

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa

“Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan

terpercaya dan untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan

rakyat”. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan

yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Atas hal tersebutlah

maka perlu dilakukan pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan adalah proses

kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan

dengan penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan melalui identifikasi masalah,

analisis, dan evaluasi bukti data dukung yang dilakukan secara independen, objektif,

dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecer-

matan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Pada tahun 2024, Sekretariat LSF telah berhasil mendapatkan Nilai Entitas 95,72



Satya Pratama Kadranyata, Tri Widyastuti Setyaningsih, 

Widayat S. Noeswa, Dewi Rahmarini, Hadi Artomo
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LAPORAN KINERJA KOMISI I

BIDANG PENYENSORAN, DIALOG, DATA–INFORMASI,

DAN TEKNOLOGI PENYENSORAN



L
embaga Sensor Film (LSF) Republik

Indonesia mendapat amanah dari Negara

untuk melindungi masyarakat dari dampak

negatif film dan iklan film, sesuai ketentuan Un-

dang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Per-

filman. Oleh sebab itu, setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan

dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor

(STLS) dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF-RI). 

Komisi I LSF Bidang Penyensoran merupakan satu dari dua alat kelengkapan

Lembaga, yakni komisi-komisi dan komite etik. Memasuki periode 2024-2028, tugas

baru Ketua Komisi I yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua LSF No.

0744/10/2024 adalah memimpin, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan

memastikan program kerja Komisi I berjalan sesuai target Rencana Strategi

Organisasi dan Standar Pelayanan Minimal. Komisi I terdiri dari Subkomisi

Penyensoran, Subkomisi Dialog, Subkomisi Data dan Informasi, serta Subkomisi

Teknologi Penyensoran. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Komisi I dibantu

oleh 10 (sepuluh) Tenaga Sensor (TS). Rincian tugas setiap subkomisi adalah sebagai

berikut:
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Tri Widyastuti

Setyaningsih

Ketua Komisi I 

Pengantar



Subkomisi Penyensoran: a). Memastikan program pelayanan penyensoran

berjalan sesuai target Rencana Strategis Organisasi dan Prosedur Operasional

Standar (POS); b). Memastikan proses penelitian dan penilaian atas materi sensor

sesuai Prosedur Operasional Standar (POS); c). Memastikan penetapan

penggolongan usia pada materi sensor sesuai pedoman dan kriteria penyensoran;

d). Memastikan pelaksanaan sensor ulang (resensor) untuk materi sensor yang

membutuhkan; e). Memastikan pelaksanaan peninjauan untuk materi sensor yang

membutuhkan; f ) Memastikan pelaksanaan diskusi dan dialog pakar, untuk

peningkatan kualitas hasil penyensoran. 

Subkomisi Dialog: a). Menerima, melakukan kajian dan analisis atas

permintaan penurunan atau kenaikan penggolongan usia pada materi sensor oleh

pemilik film dan iklan film; b). Memastikan penyelenggaraan dialog bersama pemilik

film dan iklan film berjalan baik sesuai Prosedur Operasional Standar (POS); c).

Memastikan hasil dialog ditindaklanjuti dan dilaksanakan para pihak sesuai

kesepakatan dan berita acara dialog. 

Subkomisi Data dan Informasi: a). Memastikan ketersediaan data dan

informasi yang mudah diakses publik terkait tugas, fungsi dan wewenang Lembaga

Sensor Film. b). Memastikan informasi publik yang dimiliki organisasi tersampaikan

kepada masyarakat melalui kanal-kanal media milik LSF; c). Memastikan layanan

pengaduan dapat diterima, dilayani dan ditindaklanjuti sesuai prosedur operasional

standar. 

Subkomisi Teknologi Penyensoran: a). Memastikan sistem pelayanan berjalan

baik dan optimal; b). Menyiapkan naskah kajian, bisnis proses dan studi kelayakan

dalam pemanfaatan kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI) dalam pelayanan

penyensoran; c). Melakukan peningkatan kualitas sistem pelayanan penyensoran

berbasis digital; d). Melakukan sosialisasi layanan penyensoran berbasis digital. 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengamanatkan

kepada LSF untuk melakukan penyensoran, dan memberikan Surat Tanda Lulus

Sensor (STLS) setelah melakukan “penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan,

suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan

kepada khalayak umum”. LSF juga diamanatkan untuk menentukan “kelayakan film

dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum”, serta

menetapkan “penggolongan usia penonton film”, agar dapat “memberikan

perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film”.
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Pada Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek pada 2020-2024,

terdapat tiga isu utama yang ditetapkan, yaitu jumlah film dan iklan film yang

disensor, jumlah film dan iklan film yang lulus tanpa revisi, dan sosialisasi tentang

mekanisme penyensoran. Kinerja LSF pada 2024 ditargetkan untuk memenuhi

capaian jumlah film dan iklan film yang disensor sebanyak 41.500 judul film dan

iklan film. 

Penting untuk dicatat, Web dan Aplikasi LSF pada Januari 2024 diretas, dan

pada Juni 2024, Pusat Data Nasional (PDN) II juga mengalami peretasan. Data

layanan penyensoran pada Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS)

yang dimiliki LSF, termasuk salah satu tenan PDN II yang ikut terimbas peretasan

tersebut, dan mengakibatkan data 1.374 judul film dan iklan film sempat hilang.

Setelah dilakukan rangkaian proses normalisasi, pada akhir Desember 2024 data-

data tersebut berhasil dipulihkan kembali pada proses normalisasi data, dibantu

Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek.

Berdasarkan data LSF terbaru yang bersumber pada aplikasi Sistem

Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS), terhitung sejak Januari hingga

Desember tahun 2024, LSF telah melakukan penyensoran dan menyatakannya

dengan menerbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebanyak 42.331 judul film

dan iklan film. Jumlah tersebut terdiri dari film dan iklan film dengan penetapan

lulus tanpa revisi sebanyak 42.234 judul (99,77%), serta 97 judul (0,23%) merupakan

materi lulus setelah diperbaiki oleh pemilik film sesuai rekomendasi pada pertelaan

LSF untuk disesuaikan dengan pedoman dan kriteria penyensoran. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja LSF pada 2024 di bidang penyensoran

telah melampaui jumlah target Renstra. Pencapaian tersebut tentu tidak terlepas

dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam industri

perfilman, Anggota LSF, Tenaga Sensor, serta dukungan dan kerjasama dengan

Sekretariat LSF.
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P
enggolongan usia, merupakan satu dari tujuh wewenang LSF yang

dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2014 tentang

Lembaga Sensor Film (LSF) Pasal 8 yakni: Penggolongan usia ditetapkan

setelah dilakukan penyensoran terhadap materi sensor dengan mengacu pada

pedoman dan kriteria penyensoran. 

Ada empat penggolongan usia penonton yang ditetapkan UU No. 33 Tahun

2009 tentang Perfilman Pasal 7, dan Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2014

tentang Lembaga Sensor Film (LSF) Pasal 28 Ayat (1), yakni penggolongan usia

penonton Semua Umur (SU); penggolongan usia 13 tahun atau lebih (13+); peng-

golongan usia 17 tahun atau lebih (17+);  dan penggolongan usia 21 tahun atau

lebih (21+).

Layanan penyensoran 2024 telah menghasilkan data penggolongan usia

sebagai berikut: Penggolongan usia penonton (SU) sebanyak 9.709 judul (22,9%);

golongan usia (13+) sejumlah 24.613 judul (58,1%); golongan usia (17+) sejumlah

7.691 judul (18,2%); dan golongan usia (21+) sejumlah 318 judul (0,8%). Dari total

42.331 judul yang disensor, sebanyak 23.529 judul (55,6%) merupakan produksi film

dan iklan film nasional, serta 18.802 judul (44.4%) merupakan program impor.

Merujuk UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 30 Ayat (1), LSF

membagi jenis peruntukan pertunjukan materi sensor dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

Layar Lebar, Penyiaran Televisi, dan Jaringan Teknologi Informatika. LSF kemudian

menerjemahkannya ke dalam 10  (sepuluh) kategori pelayanan penyensoran, yaitu

peruntukan 1) Film Layar Lebar, 2) Penyiaran Televisi, 3) Jaringan Teknologi

Informatika (JTI), 4) Sarana Promosi, 5) Kalangan Terbatas, 6) Festival, 7) Event, 8)

Penjualan dan Persewaan (Palwa), 9) Peninjauan, dan 10) Media Ruang Publik.
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N USIA FILM DAN IKLAN FILM 2024

TABEL REKAPITULASI HASIL SENSOR FILM DAN IKLAN FILM TAHUN 2024
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Pada peruntukan Layar Lebar menunjukkan fenomena menarik. Tahun 2024

merupakan pencapaian jumlah film layar lebar tertinggi sepanjang lima tahun

terakhir, yaitu total berjumlah 540 judul yang terdiri dari film nasional dan film impor.

Bahkan ini pertama kalinya film layar lebar nasional melampaui jumlah film impor

yaitu, 285 judul film nasional dibandingkan 255 judul film impor. Terbanyak adalah

yang mendapatkan penggolongan usia (13+) yaitu 227 judul (42,1%) dan

penggolongan usia (17+) 192 judul (35.6%). 

Kendati masyarakat umum menganggap film horor mendominasi genre film

nasional, namun data aplikasi e-SiAS mencatat film dengan genre horor hanya

berjumlah 87 judul film (30,5%), sementara genre drama total berjumlah 141 judul

(49,5%). Dari total 285 judul film nasional tersebut, tercatat didaftarkan oleh pemilik

film dari 140 Rumah Produksi (PH). 
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Sebanyak 255 judul film impor berasal dari 17 negara, dengan pemasok

terbesar dari Amerika Serikat yaitu 106 judul film (41.57%), disusul Korea Selatan

dengan 43 judul (16.86%). Untuk film layar lebar impor didominasi genre laga (ac-

tion) sebanyak 52 judul (20,4%), dan genre drama 42 judul (16,5%).

Sementara itu, materi sensor berupa program televisi pada 2024 mencapai

35.219 judul dengan penggolongan usia sebagai berikut: Golongan usia penonton

Semua Umur (SU) sebanyak 7.885 judul (21,95%); usia penonton (13+) 20.557 judul

(59,68%); usia penonton (17+) 6.720 judul (18,33%); dan usia penonton (21+) 37

judul (0 ,04%). Adapun genre program TV terbanyak adalah drama, disusul

kartun/animasi. Sedangkan materi sensor berupa Iklan khusus untuk penayangan

di televisi, tercatat 2.975 judul. Dengan demikian, total jumlah film dan iklan film

peruntukan televisi adalah 38.194 judul. Materi tersebut didaftarkan oleh 16

lembaga penyiaran dan berasal dari  17 negara asal. Tiga negara pemasok terbesar

adalah India, disusul Jepang dan Amerika.

Data LSF juga mencatat, ada 5 (lima) Lembaga Penyiaran (TV) yang paling

banyak mensensorkan materinya ke LSF. Pertama adalah ANTV, dengan materi sen-

sor 10.949 judul film.  Lembaga penyiaran ini konsisten mensensorkan film impor

dari negara asal India sejumlah 6.301 judul pada 2024. Kedua adalah RCTI dengan
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3.749 judul materi sensor. Ketiga adalah GTV yang mensensorkan 3.443 judul. Keem-

pat adalah Trans TV dengan materi sensor 3.417 judul film, dan Kelima adalah lem-

baga penyiaran baru, Mentari TV yang menyensorkan 2.288 judul film. Meskipun

materi impor tergolong tinggi, namun program nasional masih lebih tinggi yaitu

20.734 judul program nasional (54,29%), dibandingkan program impor sejumlah

17.460 judul (45,71).
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Materi Palwa yang telah disensorkan pada 2024 berjumlah 8 (delapan) judul,

di antaranya dari Rusia yaitu, animasi Marsha and The Bear: Tamasya Bersama

(DVD/cakram optik), dengan penggolongan usia penonton Semua Umur (SU). Materi

Palwa terbanyak dari Indonesia yaitu 7 (tujuh) judul, terdiri dari penggolongan usia

(SU) 3 judul, dan penggolongan usia (13+) 4 (empat) judul. 

Film dan iklan film yang disensorkan untuk Jaringan Teknologi Informatika

(JTI) selama 2024 sebanyak 710 judul. Dari jumlah tersebut 502 judul merupakan

produksi film nasional, selebihnya 208 judul merupakan film impor dari 47 negara.

Antara lain, Amerika Serikat 61 judul, Perancis 47 judul. Republik Rakyat Tiongkok

29 judul, dan Korea Selatan 28 judul. Dari 710 judul tersebut penggolongan usia

terbanyak adalah (13+) yaitu 312 judul (41,4%), penggolongan usia(17+) 225 judul

(33,9%), penggolongan usia Semua Umur (SU) 134 judul (19,2%), dan penggolongan

usia (21+) 39 judul (5,35%).
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Jumlah film untuk kanal-kanal berbasis JTI yang disensorkan ke LSF masih

sangat kecil dibandingkan dari program di JTI. Hal itu merupakan tantangan bagi

LSF ke depan untuk dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha JTI dalam men-

sensorkan program-program yang akan diedarkan dan ditayangkan kepada

khalayak penonton Indonesia. 

Untuk mempromosikan film digunakan berbagai kanal media. Sepanjang

2024, terdapat 1.471 judul sarana promosi yang disensorkan ke LSF. Dari jumlah

tersebut, Iklan Film (trailer dan teaser) merupakan media promosi paling dominan

yang dibuat pemilik film yaitu 606 judul. Hal itu menunjukkan Iklan Film merupakan



sarana prioritas dalam kampanye promosi film. Sedangkan Poster berada di urutan

kedua dengan jumlah 441 materi. Penggunaan poster sangat populer mungkin

karena merupakan sarana promosi yang hemat biaya dibandingkan Iklan Film. One-

sheet, berjumlah 260 materi menjadi media ketiga yang paling sering digunakan,

terutama untuk tujuan promosi khusus, seperti distribusi informasi lebih terperinci

di lokasi tertentu. Sementara Baliho sebanyak 67 materi, Still Photo sebanyak 53

materi, Cliche (Klise) sebanyak 26 materi, dan Slide sebanyak 18 materi. 
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Total materi sensor film untuk Kalangan Terbatas pada 2024 adalah 92 judul

film. Penyensoran peruntukan Kalangan Terbatas didominasi pemilik film dan iklan

film dari jalur lembaga pendidikan. Antara lain, SAE Indonesia, Universitas Bina Nu-

santara, dan SMP 8 Batu, Malang. Penggolongan usia terbanyak adalah (13+)

sejumlah 47 judul (51,1%) dan penggolongan usia semua umur (SU) 30 judul

(32,6%). Materi paling banyak didaftarkan oleh SMP 8 Batu-Malang, untuk acara non-

ton bersama (Nobar) para orang tua dan murid. Selanjutnya adalah penggolongan

usia (17+) 14 judul (15,2), dan penggolongan usia  (21+) satu judul film (1.1%).
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Materi sensor peruntukan Festival pada 2024 tercatat total 629 judul, dengan

persentase penggolongan usia terbanyak untuk penonton usia (13+) sejumlah 296

judul. Lalu penggolongan usia (17+) 158 judul, penggolongan usia semua umur (SU)

126 judul dan penggolongan usia (21+) 49 judul. 

Penyensoran peruntukan Festival ini, tercatat Jogja-NETPAC Asian Film Festival

paling banyak menyensorkan materinya, yaitu 171 judul film. Disusul Jakarta World

Cinema yang menyensorkan 113 judul film. Selebihnya, berasal dari festival yang

diselenggarakan reguler setiap tahun seperti Jakarta Film Week (JFW), Festival Film

Indonesia (FFI), Bali International Film Festival, festival film yang diselenggarakan

kedutaan/pusat kebudayaan asing di Indonesia dan lainnya. Jumlah materi untuk

festival pada 2024 mengalami kenaikan 118 judul, mengingat makin banyaknya

pelaku kegiatan festival  film di Indonesia. 
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Materi sensor peruntukan Event tercatat sebanyak 85 judul materi dari 4

(empat) negara. Sensor terbanyak masih didominasi film dari Indonesia yaitu 81

judul, disusul Amerika Serikat dua judul, dan Taiwan serta Korea Selatan dengan

masing-masing satu judul. Penggolongan usia terbanyak untuk Event adalah golon-

gan usia (13+) sebanyak 42 judul (49,4%), disusul golongan usia Semua Umur (SU)

27 judul (31,8%), golongan usia (17+) 15 judul (17,6%) dan penonton golongan usia

(21+) satu judul (1.2%). 

Layanan penyensoran peruntukan Peninjauan ini, merupakan wujud

perbantuan LSF kepada pemilik film dan iklan film. Mereka dapat menyensorkan

filmnya sebelum dijadikan format akhir Digital Cinema Package (DCP). Tujuannya

agar pemilik film dapat memperbaiki filmnya sesuai pedoman dan kriteria

penyensoran yang disarankan dalam pertelaan LSF, sebelum diperbanyak. Mungkin

karena sosialisasi layanan peruntukan peninjauan ini kepada stakeholder masih

belum meluas, maka materi sensor peruntukan Peninjauan pada 2024 hanya tercatat

4 (empat) judul. 
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Materi sensor untuk Media Ruang Publik pada 2024 mengalami peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 131 judul. Penggolongan usia terbanyak

adalah untuk (13+) sebanyak 67 judul (51,15%), lalu golongan usia (SU) 54 judul

(41,22%), dan golongan usia (17+) 10 judul  (7,63%).
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S
elain menjalankan fungsi reguler

penyensoran film dan iklan film,

Subkomisi Penyensoran juga bertugas

merespon dan menindaklanjuti permohonan

pemilik film, baik untuk penaikan maupun

penurunan penggolongan usia yang telah

ditetapkan LSF, sertabertugas meningkatkan

kompetensi Kelompok Penyensor (Anggota dan Tenaga Sensor) dalam bentuk

melakukan kegiatan Diskusi Pakar. 

Penyensoran Ulang (Resensor)
Sesuai amanat UU No. 33 tahun 2019 Tentang Perfilman Pasal. 60, Lembaga

Sensor Film (LSF) Republik Indonesia diberi wewenang untuk mengembalikan film

dan iklan film yang tidak sesuai pedoman dan kriteria penyensoran, kepada pemilik

film dan iklan film untuk diperbaiki. Setelah materi film dan iklan film diperbaiki oleh

pemilik, LSF berwenang melakukan Penyensoran Ulang (Resensor). 
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Subkomisi Penyensoran

Hadi Artomo
(Ketua)



Mengacu Peraturan LSF No. 2 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyensoran

LSF mengenai Tata Cara Penggolongan Usia pada Pasal 10, Proses Penyensoran

Ulang (Resensor) dapat dilakukan atas dasar permintaan dari pemilik film dan iklan

film. Pemilik film yang bermaksud melakukan penyesuaian penggolongan usia dari

hasil penetapan yang dikeluarkan LSF pada Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), dapat

mengirim surat permohonan kepada Ketua LSF, untuk ditindaklanjuti sesuai

mekanisme dalam Peraturan LSF.  Sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2024,

Subkomisi Penyensoran telah melaksanakan proses resensor 105 judul film dan iklan

film. Jumlah itu menurun dibandingkan jumlah resensor 2023, yakni sebanyak 125

judul film.
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Dari 105 judul film dan iklan film yang melalui proses resensor sepanjang 2024,

film dan iklan film peruntukan Layar Lebar dan Televisi, masih menjadi penyumbang

resensor terbanyak. Tercatat telah dilakukan 33 proses resensor untuk film layar lebar

dan 37 kali resensor materi peruntukan Televisi. Pada peruntukan Sarana Promosi,

sudah dilaksanakan 21 kali resensor teaser/trailer/poster, sedang peruntukan

Jaringan Teknologi Informasi (JTI) berjumlah 9 materi sensor film dan 5 materi re-

sensor film iklan. 



Hanya ada dua jenis keputusan dalam kegiatan penyensoran ulang, yaitu

menyetujui untuk dikabulkan dan tidak menyetujui untuk permohonan yang tidak

dikabulkan. Dari 105 permintaan resensor sepanjang 2024, Subkomisi Penyensoran

di Komisi I LSF menyatakan menyetujui 83 permohonan (79%) dan tidak menyetujui

sejumlah 22 permohonan (21%). Apabila Kelompok Penyensoran Ulang (Resensor)

belum dapat mengambil keputusan pada saat peninjauan kembali marteri sensor,

atau dirasa perlu mendapatkan informasi dari pihak luar, maka Kelompok Resensor

dapat membuat rekomendasi agar materi film atau iklan film tersebut diajukan ke

Sidang Pleno Anggota LSF. Apabila kelak pemilik film masih belum bisa menerima

hasil keputusan dari hasil Penyensoran Ulang (Resensor), maka pemilik film masih

dapat menempuh tahap selanjutnya yaitu mengirim permohonan untuk melakukan

Dialog dengan LSF.
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Permohonan resensor dari pemilik film mayoritas adalah permohonan

penurunan penggolongan usia (84%). Selebihnya adalah permohonan kenaikan

penggolongan usia, pengajuan peninjauan ke Komisi I LSF, dan pengajuan

dialog/rapat pleno. Tidak semua permohonan penurunan penggolongan usia

disetujui. Dari 88 permohonan penurunan penggolongan usia, 69 permohonan

disetujui. Permohonan penurunan penggolongan usia terbanyak adalah dari peng-

golongan usia (17+) menjadi penggolongan usia (13+) yaitu 31 judul (44%). Disusul

permohonan penurunan penggolongan usia (13+) menjadi penggolongan usia

semua umur (SU) sebanyak 20 judul (29%), dan permintaan penurunan penggolon-

gan usia dari (21+) menjadi penggolongan usia (17+)  sebanyak 19 judul (27%). 
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Permohonan penurunan penggolongan usia yang tidak disetujui didominasi

oleh permintaan penurunan penggolongan usia dari (17+) ke penggolongan usia

(13+) yaitu sebanyak 9 judul (50%). Disusul permohonan penurunan penggolongan

usia (13+) ke Semua Umur (SU) sebanyak 6 judul (33%), dan permohonan penurunan

penggolongan usia (21+) menjadi penggolongan usia(17+) sebanyak 3 judul (17%). 
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Diskusi Pakar
Peningkatan dan pengembangan kompetensi Kelompok Penyensor

(Anggota LSF dan Tenaga Sensor) perlu dilakukan untuk memperkaya wawasan,

rujukan serta memutakhirkan pengetahuan akan perkembangan/pergeseran

teknologi-sosial-budaya yang terjadi pada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk

mempertebal bekal Kelompok Penyensor dalam melakukan kinerja penyensoran

(penelitian dan penilaian) terhadap film dan iklan film. Untuk tujuan tersebut, LSF

melaksanakan kegiatan Diskusi Pakar, dengan mengundang pakar di bidang

keilmuan tertentu, untuk memaparkan dan berdiskusi terkait isu tertentu. Pada 2024,

telah dilaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan Diskusi Pakar. 

Diskusi Pakar Pertama

Diskusi Pakar pertama mengambil tema Membaca Film dari Sudut Pandang

Penulis Skenario Film, Kaidah Sinematografi; Anatomi Film dan Perilaku Konsumen

terhadap Film Iklan.

Judul : Membaca Film dari Sudut Pandang Penulis Skenario Film

Waktu : Kamis, 14 Maret 2024

Tempat : Hotel Century, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat

Narasumber : Lintang Pramudya Wardhani (Penulis Skenario)

Moderator : Tri Widyastuti Setyaningsih (Ketua Subkomisi Penyensoran

2020-2024) dan Joseph Samuel Krishna (Ketua Subkomisi

Apresiasi dan Promosi 2020-2024)

Membaca Film dari Sudut Pandang Penulis Skenario Film - Narasumber: Lintang Pramudya

Wardhani



Melalui diskusi pertama dengan tema Membaca Film dari Sudut Pandang

Penulis Skenario diharapkan Kelompok Penyensor tidak hanya dapat menikmati film

dengan “baik dan benar”, tetapi juga mampu meningkatkan kompetensi dalam

memahami film terutama saat melakukan pelayanan penyensoran (menilai dan

meneliti serta menetapkan penggolongan usia) film dan iklan film. 

Narasumber Diskusi Pakar pertama adalah Lintang Pramudya Wardhani,

seorang profesional penulis skenario film dan televisi. Lintang adalah penulis

skenario sinetron populer Cinta Fitri. Sejak 1999, ia sudah menulis skenario film, si-

netron, skrip film indie, series dan membangun musical production. Ia meraih

penghargaan di Festival Film Bandung (2017) kategori Skenario Terpuji Film Televisi

(Anak-Anak Merah Putih), dan di Festival Film Indonesia (2011) meraih Piala Vidia

untuk Penulis Skenario Terbaik (Bakpao Ping Ping). Dengan pengalamannya di pro-

duction house, ia kemudian membangun rumah produksi bernama “Good Script”,

dan membentuk tim penulis untuk memenuhi permintaan kebutuhan program OTT,

Televisi dan Layar Lebar.

Dalam paparannya Lintang menyampaikan bahwa penulis naskah atau

penulis skenario adalah penulis yang memiliki kemampuan menulis skenario di

media massa seperti film, acara televisi, komik, atau permainan video. Penulis

skenario adalah awal dari sebuah produksi film. Ia juga menjelaskan bahwa Story

telling adalah seni menceritakan pengalaman, peristiwa, atau gagasan melalui teknik

naratif dengan menggunakan pelbagai elemen seperti karakter, plot, setting, dan

konflik untuk menyampaikan pesan atau makna tertentu kepada audiens. Jadi bila

usai menonton penonton tidak mendapatkan insight, tentu ada yang salah dengan

penulis ceritanya. Sebuah film yang baik harus punya feel.

Story-telling menciptakan hubungan emosional antara pencerita dan

audiens, memupuk empati dan pemahaman. Story-telling juga berperan melestari-

kan warisan budaya dan meneruskan tradisi dan nilai-nilai melalui generasi. Selain

itu, story-telling juga dapat menginspirasi dan memotivasi orang dengan memba-

gikan pengalaman, pelajaran, dan aspirasi.

Diskusi Pakar Kedua

Sebulan setelah pelantikan Anggota LSF periode 2024-2028, dilaksanakan

Diskusi Pakar dengan tema Mise-en-Scene dalam film:
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Judul : Kaidah Sinematografi; Anatomi Film

Waktu : Senin, 23 September 2024

Tempat : Grand Wijaya, Hotel Grandhika, Jl. Iskandarsyah Raya,

Jakarta Selatan

Narasumber : Dr. Nurman Hakim, S.Sn., M.Sn. (Sutradara)

Moderator : Hadi Artomo (Anggota LSF/Ketua Subkomisi 

Penyensoran LSF RI)

Dr. Nurman Hakim, S.Sn., M.Sn., adalah seorang sutradara lulusan Fakultas

Film dan Televisi (FFTV) Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Ia mengambil S2 di Institut

Seni Indonesia Surakarta, dan meraih gelar doktor antropologi dari Universitas In-

donesia. Sekarang ia berprofesi sebagai dosen tetap di IKJ. Film pendeknya, A Silent

Wait masuk official selection in competition di Dubai International Film Festival 2009

dan official selection di Busan International Film Festival 2009, Korea Selatan. Film

bioskop pertamanya Pesantren: 3 Wishes 3 Loves (judul Indonesia: 3 Doa 3 Cinta) me-

raih tujuh nominasi di Festival Film Indonesia (FFI) 2008, termasuk nominasi Film Ter-
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baik dan memenangkan Grand Jury Prize dari Vesoul International Film Festival-Pe-

rancis 2008, serta Film Terbaik di Jakarta International Film Festival (Jiffest) 2008. Fil-

mnya Bid’ah Cinta (2017) adalah film layar lebarnya yang masuk nominasi kategori

Skenario Terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 2017.

Dalam paparannya Nurman Hakim menjelaskan bahwa anatomi film sama

dengan anatomi seni yang lain. Harus mengetahui bentuk, isi dan gaya. Bentuk film

adalah seperangkat elemen yang saling terkait dan saling bergantung. Setiap

elemen berfungsi sebagai bagian dari pola keseluruhan yang melibatkan penonton

(Bordwelll & Thomson). Film Form terdiri dari dua: Form (scenario : narrative & non

narrative) dan Style (Mise-en-scene : cinematography, sound, editing, dll). Style akan

memperkuat makna yang ada pada narasi (Form). Skenario akan disebut film saat ia

bertemu dengan sinematografi, sound, editing, dan lain-lain ketika shooting. Bila

skenario buruk bertemu dengan style yang buruk, maka ia akan menjadi film yang

tidak menarik. Namun, jika skenario baik, walau style nya kurang, tetap akan bisa

dinikmati.

Mise-en-scene adalah segala sesuatu yang tampak dalam satu shot, ditempat -

kan untuk tujuan tertentu dan memberikan suatu arti. Semua yang ada di frame

akan dilihat oleh penonton, dan penonton memiliki persepsi saat melihat hal

tersebut. Saat melihat shot, kita melihat figure, expression, lighting, dan lain-lain.

Bagaimana meletakkan semua objek dalam scene dan penonton mencari arti dari

scene tersebut. Satu shot menggambarkan banyak hal. Dan semua hal tersebut

dirancang oleh sutradara.

Untuk memahami konsep mise-en-scene, contohnya adalah film Schindler’s

List (karya Steven Spielberg - 1993). Di layar tampak tokoh anak kecil perempuan

yang mengenakan baju berwarna merah menyala, yang berbeda dengan tokoh

sekitarnya yang berbusana warna suram. Tujuannya adalah agar penonton fokus ke

anak kecil tersebut. Jika warna baju disamakan dengan tokoh lain, maka ia menjadi

tidak bermakna/dilupakan penonton.

Penggambaran tersebut menunjukkan bahwa shot satu tidak bisa dipisahkan

dari shot yang lain. Shot berkorelasi dengan shot sebelum dan setelahnya. Hal itu

disebut sebagai Juxtaposition. Shot tergantung dari shot yang lain. Misalkan pada

awal terdapat scene yang kita anggap tidak penting, ternyata scene di belakang

punya korelasi yang berhubungan dengan scene yang dianggap tidak penting itu.
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Makna juga dibentuk karena korelasi dengan yang lain. Harus ada komparasi

supaya orang dapat memaknai suatu scene. Tapi belum tentu semua film memiliki

komparasi seperti itu. Film yang baik akan berkorelasi. Jika sebuah film tidak memiliki

dan tidak membentuk pola yang baik, maka film tersebut bukan film yang baik.

Diskusi Pakar Ketiga

Diskusi Pakar terakhir, mengambil tema terkait Sarana Promosi periklanan.

Judul : Perilaku Konsumen terhadap Film Iklan

Waktu : Senin, 25 November 2024

Tempat : Grand Wijaya, Hotel Grandhika, Jl. Iskandarsyah Raya, 

Jakarta Selatan

Narasumber : Tulus Abadi (Ketua Lembaga Konsumen Indonesia)

Moderator : Hadi Artomo (Anggota LSF/Ketua Subkomisi Penyensoran

LSF RI)

Tulus Abadi, sebagai narasumber adalah pengurus harian sekaligus Ketua

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dalam paparannya, Tulus

menjelaskan tentang latar belakang YLKI dan jejak historis Gerakan Konsumen di

Indonesia, termasuk proses lahirnya YLKI dan terciptanya beberapa kelembagaan
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perlindungan konsumen yang lain seperti: BPKN (Badan Perlindungan Konsumen

Nasional), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), LPKSM (Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), bahkan ORI (Ombudsman Republik

Indonesia).

Pada survei nasional, Indonesia tercatat berada pada kategori "Mampu"

dalam Indeks Keberdayaan Konsumen, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia

sudah cukup paham tentang aturan dan cara mengajukan keluhan ketika terjadi

masalah. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di tengah-tengah, di bawah

level "Kritis" dan "Berdaya" yang ada di negara-negara maju.

Salah satu tantangan utama saat ini adalah perkembangan era digital yang

menimbulkan paradoks konsumen, dimana masyarakat dengan mudah menyerah -

kan data pribadi dan kurang cermat dalam membaca syarat dan ketentuan, misalnya

dalam transaksi Cash On Delivery (COD). Hal ini seringkali menimbulkan masalah saat

komplain dilakukan, dan terkadang salah sasaran kepada pihak pengantar barang,

bukan kepada pihak yang bertanggung jawab.

Dalam lima tahun terakhir, tren pengaduan konsumen di Indonesia didomi-

nasi masalah terkait public services dan essential services, seperti jasa keuangan, pe-

rumahan, serta energi. Fenomena iklan yang menggeser pemahaman konsumen

juga menjadi masalah, seperti yang terjadi pada produk tembakau yang menggu-

nakan iklan untuk melakukan normalisasi perilaku merokok. Iklan yang berlebihan,

dengan klaim yang tidak dapat dibuktikan secara kuantitatif, dapat merugikan kon-

sumen dan menimbulkan sengketa, sehingga pengawasan terhadap iklan perlu

diperketat.

YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) berperan aktif dalam mem-

berikan kritik dan masukan terkait iklan yang berlebihan, termasuk kepada BPOM

dan lembaga penyiaran. Sejak 2010, YLKI telah melakukan gugatan terhadap pelang-

garan iklan yang merugikan konsumen, seperti iklan rokok yang melibatkan anak-

anak. Hasilnya, beberapa gugatan tersebut berhasil dihentikan, dan aturan terkait

jam tayang iklan rokok diperketat, yakni hanya diperbolehkan antara pukul 22.00

hingga 05.00. Selain itu, terdapat pula larangan total untuk iklan rokok di media digi -

tal dan media sosial.

Tantangan lain muncul dari iklan produk makanan olahan tinggi Gula, Garam,

Lemak (GGL), yang berkontribusi pada meningkatnya penyakit tidak menular di

Indonesia. Oleh karena itu, iklan produk-produk tersebut, khususnya yang
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melibatkan anak-anak, harus lebih berhati-hati. Permasalahan berikutnya muncul

pada iklan produk properti, seperti klaim bebas banjir yang kemudian ternyata

terdampak banjir (over claim). Termasuk berikutnya pengaduan iklan di bioskop,

berdasarkan keluhan konsumen: film iklan produk yang durasi atau slot terlalu lama

waktunya. Selain itu, ada tayangan iklan rokok yang tidak etis dan melanggar

regulasi. 

Mengingat pentingnya kegiatan Diskusi Pakar yang menjadi bagian kinerja

Subkomisi Penyensoran dalam usaha memperkaya wawasan dan pemutakhiran

pengetahuan serta mempertebal pemahaman utama pada perfilman bagi

Kelompok Penyensor, maka pada 2025, frekuensi kegiatan Diskusi Pakar dirancang

untuk ditingkatkan.
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S
ubkomisi Dialog bertugas melaksanakan

amanat UU No. 33 tahun 2019 Tentang

Perfilman Pasal 60 Ayat (2) dan Peraturan

Pemerintah no 18 tahun 2014 Pasal 25, yaitu

mengedepankan prinsip dialogis dalam proses

penyensoran film dan iklan film sebelum Surat

Tanda Lulus Sensor (STLS) diterbitkan Lembaga

Sensor Film (LSF). 

Apabila dalam proses penyensoran ditemukan materi yang belum sesuai

dengan pedoman dan kriteria penyensoran, dapat dilakukan Dialog dua arah antara

Anggota LSF dan pemilik film atau iklan film. Terutama untuk mendiskusikan

sejumlah catatan revisi yang diberikan Kelompok Penyensor (Anggota dan Tenaga

Sensor) atas film atau iklan film yang tengah disensor. Baik pemilik film, maupun

Anggota LSF, akan saling memberikan informasi yang diperlukan disertai

penjelasan/informasi/alasan yang lebih komprehensif. 

Pada forum dialog pemilik film atau iklan film bisa memberikan argumentasi

mengenai alasan dan latar belakang munculnya tema, judul, adegan, gambar, suara

atau teks terjemahan yang dinilai tidak sesuai/melanggar panduan dan kriteria
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penyensoran. Tujuan dialog adalah untuk mendapatkan solusi dan titik temu, antara

kedua pihak. Pemilik Film dan iklan film dapat memahami elemen sensitif apa dan

bagaimana dalam film dan iklan film yang tengah disensor, yang memengaruhi

penetapan penggolongan usia film atau iklan film oleh LSF. 

Setelah mendengarkan, memerhatikan argumentasi dan mencapai kesepa -

haman bersama, LSF akan mengambil keputusan final dalam penetapan peng -

golongan usia atas film atau iklan film yang tengah disensor tersebut. Keputusan

kegiatan Dialog dituangkan dalam Berita Acara (BA), yang harus dilaksanakan

sebelum STLS diterbitkan. Terutama apabila pemilik film / iklan film tersebut harus

melakukan perbaikan sesuai kesepakatan dalam Dialog. 

Sepanjang 2024, Subkomisi Dialog telah menggelar 10 kali kegiatan Dialog

dengan pemilik film atau iklan film yang tengah disensor. Secara garis besar, dapat

disimpulkan bahwa munculnya Dialog menyangkut tema, judul, adegan, gambar,

suara atau teks terjemahan, adalah karena di dalam materi film atau iklan film yang

tengah disensor, terkandung unsur-unsur yang dinilai belum sesuai dengan
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peraturan perundang-undangan, serta panduan dan kriteria penyensoran. 

Hal itu terjadi terutama disebabkan beberapa hal: Pertama, pemilik film atau

iklan film kurang memahami mengenai peraturan perundang-undangan dalam

perfilman khususnya pada produksi film. Kedua, pemilik film atau iklan film ingin

mengekspresikan gagasannya ke dalam karya film sehingga merasa leluasa untuk

berekspresi, agar pesannya bisa tersampaikan secara utuh dalam karyanya. Ketiga,

para pemilik film atau iklan film, sejak awal kurang merencanakan dengan baik dan

jelas, target market atau target audience yang ingin dicapai, sehingga penggolongan

usia penonton tidak menjadi rujukan dalam proses pembuatannya. Hal itu terlihat

dari film dan iklan film yang seharusnya ditonton oleh orang dewasa, baik untuk

penggolongan usia 17+ maupun penggolongan usia 21+, namun pemilik film dan

iklan film menginginkan penggolongan usia film atau iklan filmnya untuk penggo-

longan usia  13+ atau bahkan semua umur ( SU).  
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Pemilik film atau iklan film juga kurang mengetahui dan memahami

penerapan pedoman dan kriteria yang harus dipenuhi dalam membuat karya

berdasarkan penggolongan usia, sebagaimana diamanatkan peraturan dan

perundang-undangan. Sehingga, unsur-unsur yang ada di dalam film atau iklan film

yang dimunculkan dalam karya mereka, justru mengandung hal-hal yang tidak

sesuai dengan penggolongan usia yang diinginkan oleh pemilik film atau iklan film

itu sendiri. Dari sisi ini, Dialog dapat sekaligus berfungsi sebagai ruang literasi kepada

pemilik film atau iklan film. 

Sepanjang 2024, LSF telah melaksanakan 10 kali Dialog dengan pemilik film

dan iklan film atas 14 judul film dan iklan film. Dalam satu kali dialog, umumnya

pemilik film atau iklan film hanya mengajukan satu judul film, namun ada pula yang

sekaligus memohon Dialog untuk  5 judul/episode. Sebagian besar atau sekitar 70%

adalah menyangkut film nasional yang akan ditayangkan di bioskop. Sementara,

sekitar 30% lainnya terkait film atau iklan film yang akan ditayangkan di media

televisi, yang sebelumnya sudah ditayangkan pada layanan streaming berbayar atau

over the top (OTT). 

Sebagian besar Dialog digelar atas permintaan pemilik film dan iklan film,

yang merasa berkeberatan atas keputusan LSF dalam menetapkan penggolongan
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usia, dan pelaksanaan revisi atas catatan pertelaan yang disampaikan LSF. Dari 10

kali, 6 (enam) kegiatan Dialog di antaranya menginginkan penurunan penggolong -

an usia, sementara 4 (empat) Dialog diadakan karena pemilik film dan iklan film

berkonsultasi atas catatan pertelaan materi film dan iklan filmnya. 
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S
ubkomisi Data dan Informasi merupa -

kan struktur baru pada kepengurusan

LSF periode 2024-2028. Data dan In -

for masi adalah elemen sangat penting bagi

lembaga, dan masyarakat dalam mem bantu

memilah dan menikmati film yang bermutu,

serta memahami pengaruh film dan iklan

film, sebagaimana diamanat kan pasal 61

(ayat 2) Undang-Undang No. 33 Ta hun 2009

tentang Perfilman. Data dan Informasi untuk masyarakat tertuang dalam amanah

Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 2024 tentang Lembaga Sensor Film pasal 7

(d): bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, LSF memiliki fungsi

pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertun jukkan

film dan iklan film yang bermutu, serta memahami pengaruh film dan iklan film. 

Menindaklanjuti tugas berdasarkan hasil keputusan Rapat Komisi I dengan

agenda Rapat Koordinasi Komisi I, 06 September 2024, Subkomisi Data dan Informasi

LSF-RI selama periode 2024-2028 melaksanakan tugas sebagai berikut: 
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1.  Pembangunan Data Center LSF.

Yaitu pengumpulan data dan informasi terkait program kerja yang telah

dilakukan LSF dalam satu portal internal. Data Center itu diharapkan dapat diakses oleh

seluruh pegawai yaitu Anggota LSF, Tenaga Sensor dan Sekretariat dalam menunjang

kinerjanya. Bentuk data yang akan ditampilkan antara lain berupa galeri foto, video,

materi sosialisasi, siaran pers, dokumen perundangan dan kebijakan, dokumen

administrasi dan hasil notulensi rapat internal LSF dan eksternal bersama stakeholder.

Pembangunan Data Center (e-Office internal LSF) dimulai dengan menyusun

rancangan pengumpulan data internal LSF pada akhir 2024. Penyusunan dilakukan

tim Subkomisi Data dan Informasi, bekerjasama dengan Sekretariat, Komisi II dan

Komisi III (lintas komisi) LSF. Kinerja pengembangan Data Center itu akan berlanjut

ke tahun 2025, dengan melakukan Assembling data processing center, rapat-rapat

koordinasi inventaris awal kebutuhan Data Center (e-Office internal LSF). Setelah itu

melakukan penentuan Process Business pengelolaan e-Office, dilanjutkan dengan

rapat penyampaian dummy mock-up Data Center. Implementing dan Testing Data

Center dan Running the e-office.

2.  Data Base Film Indonesia.

Yaitu membangun Data Base perfilman yang berbasis pada data-data

penyensoran dari Aplikasi e-SiAS (Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik).

Tujuan pembangunan Data Base adalah menyediakan data valid dan update kepada

masyarakat umum untuk mendapatkan data dan informasi terkait perfilman dan

penyensoran di Indonesia.

Sebagai satu-satunya lembaga yang diberi amanat untuk melakukan

penyensoran, dan adanya kewajiban bagi pelaku kegiatan perfilman maupun pelaku

usaha perfilman untuk mendaftarkan dan mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor

dari LSF, sebelum mengedarkan dan mempertunjukkan filmnya ke khalayak umum

(UU. NO 33 Pasal 57), maka LSF memiliki data hulu terlengkap dan ter-update ihwal

film-film yang akan beredar dan dipertunjukkan di Indonesia. Sejak digunakannya

Aplikasi e-SiAS pada 2022,  data hulu perfilman Indonesia tersebut tersimpan dalam

bentuk digital.

Pada periode 2024-2028 ini, Komisi I LSF-RI menginisiasi pengembangan

pengelolaan data hulu perfilman Indonesia, dengan membangun Pusat Data Film

Indonesia. Diharapkan, ketersediaan data dan informasi dari LSF melalui Pusat Data
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Film Indonesia, itu dapat memgembangkan kebermanfaatan dan peran LSF dalam

ekosistem perfilman Indonesia. Terutama membantu memenuhi keperluan

masyarakat yang membutuhkan akses informasi terkait perkembangan film dan

iklan film di Indonesia. Antara lain, bagi para pembuat kebijakan baik dari sektor

pemerintah, pengajar/dosen/akademisi, pelaku industri, asosiasi, pelajar/mahasiswa,

LSM, maupun jurnalis, dalam mendapatkan data dukung akurat untuk kebutuhan

penyusunan pelbagai kajian, literatur dan tren.

Pada tahap awal, Data base dirancang menjadi informasi yang sifatnya

terbuka untuk diakses. Bentuk Data informasi yang ditampilkan, antara lain:

a. Rekapitulasi Data film berdasarkan klasifikasi/penggolongan usia yaitu

(Semua Umur (SU), 13+, 17+ dan 21+)

b.   Rekapitulasi Data film dan iklan film yang disensorkan selama periode

setahun, berdasarkan genre dan Media Penayangan (bioskop, televisi, OTT

dan lain-lain)

c.    Data Perusahaan Film (Production House), Lembaga Penyiaran/Televisi,

Over The Top (OTT), Penyelenggara Festival, Komunitas Film, Lembaga

Pendidikan Film/TV/Broadcast/Audio Visual dan stakeholder lainnya

d.   Data iklan film yang telah disensor dan ditayangkan di televisi, bioskop dan

media luar ruang.

Tampilan Pusat Data Perfilman Indonesia oleh LSF itu akan dimunculkan

pada website  dan seluruh platform media sosial LSF, yang dalam rencana akan

diluncurkan pada peringatan Hari Film Nasional, 30 Maret 2025.

3. Corporate Brand Making

Subkomisi Data dan Informasi juga memiliki tugas membangun Corporate

Brand.

Ada dua produk utama yang dirancang, yaitu :

- Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

ILM ini dibuat selain untuk memperkenalkan Lembaga Sensor Film, juga

menampilkan citra dan kinerja LSF agar masyarakat dapat mengetahui peran

dan fungsi LSF. Utamanya sebagai materi pendidikan dalam upaya membantu

masyarakat mencerna pengaruh pertunjukan film dan iklan film. ILM tersebut

rencana ditayangkan di beberapa media pertunjukan film (bioskop, TV, JTI) dan

media sosial LSF. 
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Iklan Layanan Masyarakat (ILM) telah dibuat dan

diunggah pada Instagram Lembaga Sensor Film (LSF)

@lsf_ri pada 3 Desember 2024 dan sudah direspon

sebanyak 234.000 views, 1.700 Likes, 16 Comment, 43

Shares dan 42 orang telah menyimpan reels tersebut. 

Berikut link Instagram

https://www.instagram.com/reel/DDGYq3VS5Tf/?igsh=

MWNpOHFhMm9pdzlzZg==.

- Telop

Telop memuat amanah UU No. 33 Tahun 2009

tentang Perfilman khususnya pasal 61 (1) bahwa Lembaga

Sensor Film memasyarakatkan penggolongan usia

penonton film dan kriteria sensor film. Telop juga

merupakan persyaratan wajib bagi pelaku pertunjukan film

untuk menampilkan informasi penggolongan usia
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sebelum penayangan film, sesuai amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) No. 14 Tahun 2029 tentang

Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan

film dan iklan film dari Peredaran. Serta pasal 27 (1) dan (2), tentang pelaku

pertunjukan film wajib menampilkan telop bagi setiap film yang telah lulus sensor

ketika dipertunjukkan. Pelaku usaha penjualan dan penyewaan film juga wajib

membuat telop dan mencantumkan penggolongan usia penonton pada materi

publikasi dan sampul kemasan. 

Untuk melaksanakan amanah tersebut, pada penjelasan Pasal 61 UU. No 33

ayat (2),  LSF diharuskan menyediakan Telop, untuk membantu pemilik film dalam

memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat

memilih dan menikmati film yang bermutu. Telop yang sudah tersedia selama ini,

baru mencakup telop dalam peruntukan penayangan film di bioskop. Maka menjadi

tugas LSF periode 2024-2028 untuk melengkapi ketersediaan Telop pada

peruntukan : Televisi, Jaringan Teknologi Informasi, Festival Film, Event, Penjualan

dan Penyewaan (PALWA), serta Materi Promosi dan Media Ruang Publik. Pembuatan

telop mulai dirancang pada akhir 20024, dan akan direalisasikan pada tahun

anggaran 2025.  
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4. Laporan Penanganan Pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (SP4N-LAPOR!) LSF

2024

Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

(LAPOR!) yang merupakan layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan

masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan. Lembaga pengelola

SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf

Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman

Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan

sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.

SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan 34 Kementerian, 96 Lembaga, dan 493

Pemerintah daerah di Indonesia.

SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy”

yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari mana pun dan jenis apa pun

akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang

menanganinya dengan tujuan agar:

- Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara

sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;

- Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam

menyampaikan pengaduan; dan

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan

Aspirasi dan Pengaduan Online (SP4N-LAPOR!) Lembaga Sensor Film (LSF)

merupakan salah satu bentuk pelayanan masyarakat yang diharapkan dapat

bermanfaat bagi Lembaga Sensor Film sebagai rujukan, dan menjadi bahan evaluasi

dalam peningkatan kualitas layanan LSF pada masa datang.

Sosialisasi dan Publikasi Layanan SP4N-LAPOR! LSF RI

Tim Pengelola SP4N-LAPOR! melakukan publikasi pemanfaatan SP4N-LAPOR!

melalui beberapa media dan kanal informasi yaitu:

1. Media Sosial (Instragram) dan platform publikasi lain yang akan dilakukan

melalui fasilitas SMS Bulk milik LSF dan Email Blasting.

2. Melalui flyer yang dibagikan kepada peserta saat kegiatan sosialisasi LSF

ke daerah-daerah
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Informasi terkait aduan layanan publik dalam flyer sosialisasi

3. Subdomain SP4N-LAPOR! LSF

LSF sudah memiliki subdomain sendiri yaitu lsf.lapor.go.id agar

masyarakat dapat melaporkan langsung aduannya ke kanal LAPOR! milik LSF

dan tidak perlu menunggu disposisi dari Admin Nasional. Dengan demikian,

Admin LSF sudah dapat menindaklanjuti laporan yang masuk secara

langsung.



Rekapitulasi Laporan SP4N LAPOR

Berdasarkan jumlah dan sumber laporan yang masuk dalam kurun waktu

Januari s.d Juli 2024 yang diperoleh dari beberapa kanal, total pengaduan ada 6

(enam) laporan yang diunggah dari SP4N LAPOR, Instagram, Whatsapp e-SiAS.

Laporan tersebut, antara lain menanyakan tentang kriteria pemberian penggolon-

gan usia pada film dan poster, dan aduan layanan e-SiAS yang tidak dapat diakses.

Keseluruan pelaporan tersebut telah ditangani oleh tim melalui jawaban dan tindak

lanjut penyelesaian.
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P
ermendikbud No. 14 Tahun

2019 Pasal 26, mengatur

bahwa pelaksanaan penyen -

soran LSF dilakukan dengan penuh

tanggung jawab dan memperha -

tikan kemajuan teknologi serta

perkembangan tata nilai di dalam

masyarakat. Perkembangan tekno -

logi mekanik, elektronik dan

analog ke teknologi digital, telah

meleburkan pelbagai jenis media

yang kemudian menggeser cara

masyarakat berinteraksi dengan media, termasuk: cara dan bagaimana menda -

patkan tontonan, waktu dan tempat menonton, bagaimana membuat-mengisi dan

menyebarkan tontonan. Pada era digital, semua serba mudah, simple/privat dan

sangat cepat. Perkembangan teknologi dan perkembangan sosial tersebut

menuntut LSF untuk memanfaatkan, meningkatkan dan mengembangkan

pelayanan penyensoran berbasis teknologi digital, dalam menjawab tantangan yang

dihadapi era digital.
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Ada dua hal yang menjadi fokus Subkomisi Teknologi Penyensoran, yaitu :

Pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Pemanfaatan Aplikasi berbasis

elektronik:

1. Implementasi Artificial Intelligence (AI) pada Proses Pelayanan Penyensoran

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah ilmu yang bertujuan

menciptakan sistem atau mesin yang memiliki perilaku dan meniru kecerdasan

seperti manusia. Dengan keadaan ini, AI mampu untuk a). mempermudah aktivitas

manusia dengan adanya automasi; b). meningkatkan efisiensi dan akurasi pekerjaan;

c). memberikan solusi inovatif untuk pelbagai bidang. Lebih lanjut, AI memiliki

beberapa ciri utama agar sistem ini dapat bekerja secara optimal. Ciri-ciri utama

tersebut ada pada Tabel I-1.

Saat ini, beberapa negara baik maju maupun berkembang sudah mulai

mengembangkan AI dalam klasifikasi konten dan film. Contoh negara yang sudah

menerapkan AI untuk klasifikasi film dan konten adalah Bangladesh. Di Bangladesh,

produksi dan layanan streaming bersifat video (meliputi film layar lebar, acara televisi,

animasi, dan konten audio visual) yang sudah sangat berkembang, menyebabkan

penentuan klasifikasi manual membutuhkan sumber daya yang besar. Keadaan ini

menumbuhkan ide menerapkan teknologi AI untuk otomatisasi sehingga

menciptakan ranah penelitian lanjutan yaitu Automated Film Censorship and Rating

(AFCR).

Pusat Artificial Intelligence (AI) Institut Teknologi Bandung (ITB)

Institut Teknologi Bandung (ITB) sudah melakukan penelitian AI selama 30

(tiga puluh) tahun. Penelitian-penelitian itu melibatkan pelbagai fakultas internal,

universitas / lembaga pendidikan lain, pemerintahan, maupun industri. Pengalaman

penelitian yang lama itu menjadi dasar untuk Pusat AI ITB secara resmi dibentuk

pada 16 Agustus 2019. Visi dari Pusat AI ITB adalah menjadi pusat pengembangan

bidang Artificial Intelligence yang terkemuka di level nasional dan internasional, serta

mampu menghasilkan produk penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi

kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Sensor Film (LSF) sebetulnya sudah melakukan inisiasi

pengembangan teknologi AI dalam menentukan penggolongan usia film dan iklan

film sejak periode 2020-2024. Namun, rencana pengembangan itu terkendala karena

adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung dari 2020. Pandemik itu menyebabkan

adanya perubahan prioritas program dan anggaran termasuk implementasi

pengembangan teknologi AI ini.

Berdasarkan target dan realisasi materi penyensoran yang selalu bertambah

dari tahun ke tahun, LSF merasa perlu menghidupkan kembali ide pengembangan

teknologi AI bagi penentuan penggolongan usia film dan iklan film. Pada 2024,

LAPORAN KINERJA 2024
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

86

Bab I



materi penyensoran film dan iklan film mencapai lebih dari 41.000 judul materi.

Untuk menyiapkan diri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya ledakan

penambahan materi penyensoran, antara lain film dan iklan film dari platform Over

The Top (OTT), maka menjadi keharusan bagi LSF kini untuk mengantisipasi

kemungkinan adanya penambahan materi penyensoran film dan iklan film pada

tahun-tahun yang akan datang.

Langkah awal implementasi pengembangan AI untuk klasifikasi film dan

iklan film adalah melakukan kajian akademik atas pemanfaatan teknologi AI pada

pelayanan penyensoran, yang dimulai dengan kunjungan ke instansi akademis yang

memiliki pengalaman dalam penelitian dan pengembangan sistem berbasis AI.

Pilihan pertama kunjungan adalah ke Pusat AI ITB di Bandung pada 5 Desember

2024, yang terdokumentasi dalam Gambar I.1. Pada kunjungan ini Ketua Subkomisi

Teknologi Penyensoran LSF bertemu dengan 3 (tiga) orang perwakilan dari Pusat AI
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ITB yaitu Nugraha Priya Utama (Ketua Pusat AI ITB), Ayu Purwarianti dan Windy

Gambetta.

Pada pertemuan itu Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran LSF, Satya

Pratama Kadranyata menjelaskan tantangan dan beban kerja LSF dalam melakukan

penyensoran manual, bagaimana mekanisme melakukan penyensoran secara
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manual, siapa saja yang terlibat dalam penyensoran secara manual dan lain

sebagainya. Pusat AI ITB menyampaikan ketertarikan yang besar karena selama

pertemuan tersebut secara aktif mulai mengidentifikasi masalah yang ada disertai

kemungkinan-kemungkinan solusinya. Ketertarikan tersebut menjadi sangat besar

karena keberhasilan dari kerjasama ini akan memberikan dampak yang sangat baik

dan sangat luas untuk masyarakat Indonesia. Pada akhir acara LSF menyampaikan

kebutuhan yang mungkin dapat dibantu oleh Pusat AI ITB yaitu a). Kajian akademik

sebagai dasar untuk penganggaran program; b). Penyusunan rencana

induk/masterplan dan analisis implementasi terhadap teknologi, infrastruktur, jadwal

implementasi selama 4 (empat) tahun dan perkiraan anggaran; c). Pembentukan

tim untuk implementasi sistem ini.

Hasil kunjungan itu merupakan potensi yang dapat ditindaklanjuti menjadi

usulan kegiatan dan program tahun 2025 yaitu: a). penyusunan dan

penandatanganan nota kesepahaman / MoU antara LSF dan ITB; b). Penyusunan

naskah akademik; dan c). Rapat pembahasan untuk masukan dan perbaikan naskah

akademik.

2. Sistem Elektronik di Lembaga Sensor Film

Masih dalam rangka peningkatan pelayanan penyensoran berbasis

teknologi, Lembaga Sensor Film (LSF) berusaha meningkatkan layanan dan

kinerjanya dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE). Saat ini ada 2 (dua) sistem yang telah dikembangkan LSF yaitu Sistem

Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS) dan e-Pemantauan bernama Satelit.

e-SiAS adalah sistem elektronik yang berkaitan dengan layanan sensor, sementara

Satelit adalah sistem elektronik untuk keperluan pemantauan terhadap materi hasil

sensor. LSF memiliki rencana untuk meningkatkan pemanfaatan fungsi dan kinerja

dari aplikasi  e-SiAS dan Satelit.

Untuk dapat mengakses layanan-layanan di e-SiAS, setiap pengguna harus

melakukan registrasi ke sistem. Pengguna harus menyiapkan pelbagai dokumen

internal saat registrasi. Pengguna juga memerlukan dokumen yang dikeluarkan

Direktorat Perfilman, Musik, dan Media (PMM) pada saat registrasi. Jika seluruh

dokumen sudah lengkap, pengguna sudah siap melakukan registrasi melalui

halaman seperti di Gambar II-2.

e-SiAS

LSF mengembangkan aplikasi Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik

(e-SiAS) untuk menguatkan tugas fungsi wewenang LSF dalam melakukan

penyensoran film dan iklan film. e-SiAS merupakan sistem layanan administrasi

penyensoran berbasis elektronik, mulai dari pendaftaran, pengajuan, analisis,

pembayaran, penyusunan Berita Acara Penyensoran (BAP) hingga penerbitan STLS.

Melalui sistem ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi para pemangku



kepentingan perfilman dalam mendaftarkan penyensoran film dan iklan film dengan

cepat, efektif dan efisien. Pengembangan e-SiAS ini juga bermanfaat bagi petugas

pemberi pelayanan dalam melakukan pengelolaan data pengajuan sensor film

secara terpusat di dalam sistem. 

e-SiAS memiliki 2 (dua) bagian utama (disebut dengan modul), yaitu modul

yang dapat diakses oleh pengguna, dan modul yang dapat diakses oleh entitas internal

Lembaga Sensor Film sesuai pembagian tugas dan perjalanan proses bis nisnya.

Pengguna e-SiAS dapat mengakses sistem dengan menggunakan browser (contohya

Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, dll) pada link

http://sensor.kemdikbud.go.id. Gambar II-1 adalah tampilan Halaman Login dari e-SIAS.

Sejak beroperasinya e-SiAS pada 2020, sistem ini telah melayani sekitar 1.045

pengguna. Gambar II-3 menjelaskan perkembangan jumlah pengguna e-SiAS sejak

2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan grafik di Gambar II-3, terlihat bahwa

pengguna baru yang melakukan registrasi mengalami kenaikan dan penurunan

dalam periode 2020-2024. Jumlah pengguna baru yang melakukan registrasi

tertinggi tercatat pada 2020 dengan jumlah 256 orang. Hal ini sangat wajar karena

LSF baru meluncurkan sistem elektronik itu kepada pemangku kepentingan

(stakeholder) perfilman di Indonesia pada Februari 2020. Registrasi pengguna baru

e-SiAS pada 2024 mengalami jumlah terendah selama periode 2020 – 2024 dengan
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jumlah 117 orang. Hal ini berbanding terbalik dengan terus meningkatnya materi

sensor yang masuk ke e-SiAS. 

Tim Subkomisi Teknologi Penyensoran melakukan analisis lebih dalam

terhadap pertumbuhan pengguna baru e-SiAS pada 2024. Gambar II-4 menun -

jukkan jumlah pengguna baru yang melakukan registrasi setiap bulan pada 2024.

Berdasarkan grafik, pengguna baru yang mendaftar ke e-SiAS mengalami jumlah

yang rendah pada periode Februari – Juli dan Desember. Penambahan pengguna

baru juga mengalami jumlah terendah pada Juni dan Desember dengan jumlah 2

orang. Penambahan jumlah pengguna baru mengalami kenaikan signifikan pada

periode Agustus – November. Bulan

dengan penambahan pengguna baru e-

SiAS adalah pada Oktober dengan

jumlah 29 orang. Hal ini terkait dengan

banyaknya materi sensor peruntukan

festival film dan materi film untuk akhir

tahun.

3. Infrastruktur Teknologi Informasi

Lembaga Sensor Film

Serangan siber memiliki banyak

jenis, dan salah satunya adalah ran-

somware. Ransomware adalah serangan

malware (Malicious Software) yang

dikirim peretas untuk mengunci dan

mengenkripsi perangkat komputer milik

korban. Lalu, peretas akan meminta

uang tebusan untuk memulihkan akses -

nya. Ancaman ini telah menjadi salah

satu isu keamanan siber paling signifi -

kan di dunia, dengan pelbagai serangan

terkenal yang menargetkan individu,

perusahaan, dan bahkan infrastruktur

milik pemerintah.

Peretasan web layanan sensor

LSF pada Januari 2024, dan peretasan

tingkat nasional pada Juni 2024, ber -

dampak langsung pada jumlah penggu -

na layanan e-SiAS. Tidak hanya pada

kuantitas, juga berdampak pada berku -

rang nya kepercayaan pengguna atas

pelayanan berbasis aplikasi yang dimiliki

LSF. Hal tersebut disampaikan berupa
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masukan/rekomendasi dari para pemangku kepentingan (stakeholder) pada

Rakornas yang diadakan LSF pada 23 Desember 2024. LSF diharapkan lebih serius

dalam memperbaiki layanan e-SiAS, dan terutama pada perlindungan keamanan

terhadap materi yang disensorkan.

4. Sosialisasi Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film

Merupakan mandat Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009

tentang Perfilman bahwa LSF harus mensosialisasikan secara intensif pedoman dan

kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar menghasilkan film dan iklan

film yang bermutu. Sosialisasi ini, selain diterjemahkan menjadi kegiatan berupa

literasi hukum (konsentrasi dilaksanakan di bawah koordinasi Komisi II LSF RI), dan

sosialisasi pelayanan penyensoran dengan Sistem Administrasi Sensor Berbasis

Elektronik (e-SiAS). 

Sosialisasi Layananan Penyensoran film dan iklan film pada 2024 dilaksana -

kan di 3 (tiga) lokasi yaitu Kupang, Cirebon, dan Medan. Kegiatan sosialisasi ini

memilik 2 (dua) tujuan yaitu a). Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

perfilman, khususnya tentang LSF dan kebijakan dalam layanan penyensoran film

dan iklan film; dan b). Meningkatkan kualitas dan kuantitas proses penyensoran dan

pelayanan administrasi penyensoran film dan iklan film Lembaga Sensor Film. LSF

menetapkan sasaran sosialisasi kepada pemangku kepentingan perfilman di

pelbagai daerah yang terdiri dari komunitas perfilman, rumah produksi, satuan

pendidikan perfilman, pegiat film, budayawan, dan instansi pemerintah terkait.

Gambar IV-1 Sosialisasi Layanan Penyensoan Film dan Iklan Film 2024 di Cirebon



Jumlah peserta di setiap kegiatannya adalah 100 (seratus) orang. Gambar IV-1,

Gambar IV-2, dan Gambar IV-3 adalah dokumentasi kegiatan yang telah

dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Cirebon, Medan dan Kupang.

Indikator keberhasilan pada kegiatan ini adalah nilai rata-rata kuis yang diisi

peserta selama kegiatan. Kuis ini berisi materi yang disampaikan narasumber baik

narasumber dari LSF ataupun narasumber lokal. Kuis ini juga menilai pemahaman

peserta terhadap layanan penyensoran film dan iklan film LSF. Nilai rata-rata

termasuk baik jika lebih besar dari 80. Tabel IV.1 menunjukan hasil pelaksanaan

sosialisasi ini di 3 (tiga) lokasi.

5. Proyeksi Program dan Kegiatan Tahun 2025

Subkomisi Teknologi Penyensoran LSF-RI Tahun 2025 memproyeksikan

program dan kegiatan sebagai berikut:

1.   Menganalisis Teknologi dan Keamanan Aplikasi e-SiAS, dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memulihkan infrastruktur DNS dan aplikasi ke kondisi aman.

b.  Menguatkan sistem terhadap serangan berulang.

c. Meningkatkan kepercayaan pengguna dengan memastikan

langkah pemulihan dilakukan secara transparan dan efektif.

2.   Menganalisis Teknologi dan Keamanan Sistem Pemantauan LSF

(Satelit), melalui langkah sebagai berikut:
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a. Meng-upgrade Teknologi meliputi:

1)  Memindahkan back-end ke PHP 8.x atau menggu-

nakan framework modern seperti Laravel.

2)  Mengganti database ke PostgreSQL atau tambahan op-

timasi untuk MariaDB.

b.  Memperbaiki Keamanan meliputi:

1)  Implementasi MFA,

2)  Penggunaan DNSSEC untuk proteksi tambahan,

3)  Menerapkan standar OWASP untuk memitigasi

ancaman.

c.   Modernisasi Front-end yaitu membangun ulang antarmuka

menggunakan Vue.js untuk pengalaman pengguna yang

lebih baik.

d.  Migrasi ke Cloud yaitu memindahkan hosting ke layanan

cloud seperti AWS atau Google Cloud untuk meningkatkan

skalabilitas dan ketersediaan.

3.   Menganalisi Teknologi dan Keamanan Situs LSF, dengan melakukan

langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah serangan serupa

di masa depan:

a. memperkuat Infrastruktur dan Aplikasi

b.   Keamanan Login
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c.   Pengamanan Konten dan File

d.   Peningkatan Pengawasan

e. Peningkatan Keamanan DNS

4.   Mengedukasi Pengguna layanan e-SiAS, dengan melakukan langkah-

langkah yang bisa diambil untuk mencegah serangan serupa pada

masa depan:

a. Peningkatan Kesadaran Keamanan

b.  Pengaturan Kebijakan Kata Sandi

Komisi I LSF, berusaha memberikan pelayanan Prima (Profesional, Ramah,

Interaktif, Mudah dan Akuntabel) di bidang penyensoran sehingga tercapai

pelayanan tuntas, cepat dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan profesionalitas dan integritas para Kelompok Sensor akan terus dilan-

jut-kembangkan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. 

Kajian pada pemanfaatan teknologi AI akan dilanjutkan pada 2025. Perlu

peningkatan dukungan fasilitas pelayanan berbasis elektronik/aplikasi baik untuk

mewujudkan inovasi pelayanan publik, maupun untuk menjamin keamanan data

penyensoran. Pembangunan database (data hulu) perfilman sebagai

pengembangan dari fungsi pelayanan aplikasi e-SiAS, akan diwujudkan pada 2025

guna meningkatkan kebermanfaatan lembaga yang berdampak pada masyarakat. 
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Dhany Kurniawan, Fatkhurrozaq, Refilia Nur Arafiana, Dita Ramayani, 

Aniqa Fathina, Suhartini, Noni Marlianingsih, Carla Helsi Andina, Irfan Anshori, 
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LAPORAN KINERJA KOMISI II

BIDANG PEMANTAUAN, HUKUM & ADVOKASI, APRESIASI

& PROMOSI, DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Ervan Ismail - Erlan Basri - Saptari Novia Stri - Imam Safe’i - Gustav Aulia



S
ebagai bagian dari piranti pelaksana program Lem-

baga Sensor Film (LSF), Komisi II LSF bertanggung

jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Peman-

tauan, Apresiasi dan Promosi, Kerjasama Antar Lembaga,

dan Hukum dan Advokasi. Kegiatan pemantauan yang di-

laksanakan Tim Subkomisi Pemantauan LSF, didasarkan

pada ketentuan peraturan dan perundangan yang meny-

atakan film dan iklan film yang akan ditayangkan ke ma-

syarakat harus memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Substansinya menegaskan

bahwa film yang beredar harus memenuhi standar kelayakan dan ketentuan klasi-

fikasi usia penontonnya. Penetapan dan penerbitan STLS juga merupakan wujud

perlindungan hukum terhadap film dan iklan film yang beredar, serta stakeholder

perfilman pada umumnya. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk memastikan

semua itu terlaksana di lapangan.

Sasaran pemantauan meliputi pelbagai aspek. Pertama, kepatuhan film

maker atau pemilik film dalam menyensorkan filmnya, dan menayangkannya sesuai

hasil penyensoran. Kedua, kepatuhan eksibitor dalam menayangkan atau memper-

tunjukkan film, sesuai ketentuan yang berlaku. Dan ketiga, kepatuhan penonton

dalam menonton film sesuai klasifikasi usianya. Sementara, dari lokus penayangan-

nya, pemantauan dilakukan di gedung bioskop, lembaga penyiaran televisi, dan di

jaringan teknologi informatika atau over the top (OTT). Pemantauan juga dilakukan

terhadap penayangan khusus festival film. Dari hasil pemantauan, ditemukan bahwa
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kesadaran dan kepatuhan stakeholder perfilman terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sudah cukup tinggi, kendati masih ditemukan beberapa

pelanggaran yang perlu menjadi perhatian.  

Sepanjang 2024, total kegiatan pemantauan film dan iklan film dilakukan se-

banyak 10.298 kali, sebagaimana tertuang dalam rincian laporan. Untuk meninda-

klanjuti laporan hasil pemantauan tersebut, khususnya berkaitan dengan masih

adanya pelanggaran, LSF menyelenggarakan Forum Diskusi Terpumpun (FGD) yang

dihadiri para pihak terkait, guna membahas permasalahan yang dihadapi dan me-

rekomendasikan upaya-upaya untuk mengatasi dan mengeliminasinya.

Dalam perkembangannya, sepanjang 2024, Komisi II juga telah melakukan

pemantauan tentang apresiasi masyarakat terhadap film yang beredar. Pemantauan

apresiasi dilakukan dengan dua cara yaitu, melakukan wawancara dengan penon-

ton, dan pengisian angket oleh penonton film di bioskop. Substansi pertanyaannya

terkait pandangan dan pendapat penonton tentang keberadaan LSF, serta kelayakan

dan ketepatan LSF dalam menetapkan penggolongan usia atas film dan iklan film

yang dilihatnya. Dari pemantauan yang dilakukan di 3 (tiga) kota yang berbeda mis-

alnya, hasilnya menunjukkan, mayoritas responden memahami keberadaan LSF, dan

mayoritas penonton mengetahui dan mengakui bahwa Lembaga Sensor Film (LSF)

sebagai instansi, telah melakukan tugas penyensoran dengan baik, khususnya dalam

penetapan klasifikasi usia penonton.

Sejalan dengan tugas pemantauan, terkait bidang Hukum dan Advokasi,

Subkomisi Hukum dan Advokasi juga melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi

hukum. Kegiatan itu bertujuan memberikan pembekalan terkait hak dan kewajiban,

larangan dan batasan dalam kebebasan berkreasi dan berkarya, sebagaimana dia-

manatkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Per-

filman. 

Adapun sasarannya adalah para mahasiswa Perguruan Tinggi dan pelajar Se-

kolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya pada Program Studi Perfilman dan Ko-

munikasi, serta para anggota komunitas film maker. Selama 2024, kegiatan literasi

dan edukasi hukum telah dilaksanakan di 10 (sepuluh) kota. Sejalan dengan itu, Ko-

misi II juga melaksanakan kegiatan Visitasi Stakeholder, untuk mengumpulkan data

terkait pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan oleh stakeholder di daerah.

Sasaran kegiatan visitasi adalah Pengelola Bioskop dan Lembaga Penyiaran (Televisi)

Daerah. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan visitasi kepada Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah (KPID).

Subkomisi Apresiasi dan Promosi menyelenggarakan ragam kegiatan yang

bertujuan memberikan apresiasi kepada para stakeholder perfilman dan juga mem-

promosikan kegiatan dan kinerja lembaga kepada masyarakat luas. Kegiatan Malam

Anugerah LSF memiberikan penghargaan atau apresiasi atas ketaatannya melaku-

kan sensor dan kesediaanya mematuhi regulasi yang berlaku di negara Indonesia,

namun tetap memunculkan kreativitas dan kualitas karya yang mumpuni. Malam
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anugerah LSF diberikan setiap dua tahun sekali. Kebetulah pada 2024 tidak diseleng-

garakan, dan baru pada 2025 akan dilaksanakan. Sementara sebagai Lembaga Ne-

gara yang terbuka, LSF aktif menyebarluaskan informasi publik tentang lembaga,

kinerja, maupun sumberdaya manusianya dalam menjalankan tugas dan fungsi LSF

melalui ragam media,  platform digital, event-event khusus, maupun kegiatan ke-

humasan.. Promosi dilakukan baik dengan memaksimalkan peran media sosial, web-

site, podcast internal lembaga, maupun media eksternal seperti talkshow televisi

dan radio, media online, termasuk berkolaborasi dengan konten kreator di seluruh

Indonesia. 

Subkomisi Kerjasama Antar Lembaga menjalankan fungsi membangun dan

membina relasi melalui kerjasama sosialisasi maupun kampanye bersama saling

menguntungkan ataupun saling membantu dengan pelbagai lembaga/organisasi

untuk kemajuan bersama. Hal ini terwujud dalam bentuk penandatanganan MoU

dengan Perguruan Tinggi / Instansi / Lembaga / Organisasi yang menjadi stakehol-

der LSF. Aktivitas yang telah dijalankan dalam bentuk magang mahasiswa perguruan

tinggi yang telah ada MoU, kajian ilmiah bersama kampus prodi komunikasi / film,

kuliah tamu, kunjungan pelajar / guru / mahasiswa / dosen ke kantor LSF, maupun

aktivitas lainnya terkait program kolaborasi dan kemitraan LSF bersama KPID dan

kampus, seperti Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ataupun Literasi dan Edu-

kasi Hukum Perfilman di pelbagai daerah seluruh Indonesia. 
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K
egiatan pemantauan dilakukan terhadap seluruh film

dan iklan film yang telah memiliki Surat Tanda Lulus

Sensor (STLS), dengan melihat, memeriksa, dan me-

mastikan kesesuaian data hasil penyensoran di pangkalan

data (e-SiAS) LSF, dengan film dan iklan film yang ditayang-

kan. Tujuannya untuk memastikan kepatuhan media pertun-

jukan dalam menayangkan film dan iklan film yang telah

memiliki STLS. Sasaran kegiatan pemantauan film dan iklan

film meliputi: 1). Pemantauan di Bioskop, 2). Pemantauan di

Televisi, 3). Pemantauan di Jaringan Teknologi Informatika

(Video Streaming / OTT), dan 4). Pemantauan Khusus Festival. 

Dalam pelaksanaannya, setiap pemantauan terhadap

satu tayangan film atau iklan film akan diperoleh hasil lebih

dari satu temuan, sehingga jumlah temuan tidak sama den-

gan jumlah materi yang dipantau. Bahkan sering lebih besar

temuan dibanding jumlah film dan iklan film yang

dipantau. Sepanjang 2024, total kegiatan pemantauan film

dan iklan film dilakukan sebanyak 10.298 kali, dengan rincian

sebagai berikut.

1. Pemantauan di Bioskop

Pemantauan di bioskop dilaksanakan pada Mart hing -

ga Desember 2024, di Wilayah Jabodetabek dan di 12 (dua

belas) kota. Yakni, Semarang, Surabaya, Bandung, Cirebon,

Medan, Pekanbaru, Lampung, Manado, Bengkulu, Padang, Sa-

marinda dan Jogjakarta. Pemantauan meliputi poster film

yang tidak memiliki STLS, iklan dan trailer yang tidak sesuai,

telop yang tidak ditampilkan, nomor STLS yang tidak sesuai,

klasifikasi usia yang tidak sesuai, terdapat sulih suara, revisi

yang tidak sesuai, dan temuan nihil. Adapun hasil peman-

tauan di bioskop dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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DIAGRAM PERSENTASI PEMANTAUAN BIOSKOP TAHUN 2024

Sesuai data tersebut di atas diketahui bahwa dari 329 obyek pemantauan,

terdapat 95 temuan dengan rincian: 56 poster film tanpa STLS, 20 tayangan iklan

dan trailer tidak sesuai klasifikasi usia, 4 tayangan tidak menampilkan telop, 12 tay-

angan tidak sesuai nomor STLS, 2 tayangan tidak sesuai klasifikasi usia dan 1 tayan-

gan tidak melaksanakan revisi sesuai rekomendasi LSF. 

REKAP HASIL PEMANTAUAN BIOSKOP  MARET - DESEMBER



2. Pemantauan di Televisi

Pemantauan di Lembaga Penyiaran Televisi dilaksanakan terhadap 17 stasiun

televisi yaitu ANTV, RCTI, SCTV, INDOSIAR, NET TV, TRANS TV, TRANS 7, GTV, RTV,

MNC TV, TVRI, DAAI TV, I NEWS, MENTARI TV, MOJI TV, BTV, dan INDONESIANA TV. 

Regulasi pada unsur pelanggaran (temuan) :

Telop mengacu pada Permendikbud No. 14 Tahun 2019 Pasal 27 (1) tentang

pedoman dan kriteria penyensoran, penggolongan usia penonton, dan penarikan

film dan iklan film dari peredaran yang berbunyi : “Pelaku pertunjukan film wajib men-

ampilkan telop bagi setiap film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan.”

Revisi mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2009 tentang Perfilman Pasal 60 (3) yang berbunyi : “Lembaga Sensor Film mengem-

balikan film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan

yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada pemilik film yang disensor untuk diperbaiki.”

Sulih suara mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 43 yang berbunyi: “Pelaku usaha perfilman di-

larang melakukan sulih suara film impor ke dalam bahasa Indonesia, kecuali film impor

untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian.”

Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan masa berlakunya (kedaluwarsa) men-

gacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Per-

filman Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap film dan iklan film yang akan

diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor.”

Penggolongan usia mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 7: “Film yang menjadi unsur pokok ke-

giatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia pe-

nonton film yang meliputi film:

a. untuk penonton semua umur;

b. untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;

c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan

d. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.”

Penilaian Judul mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 6 (b): LSF “melakukan penelitian dan penilaian

judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang

akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.”

Sepanjang 2024, telah dilakukan sebanyak 6.612 kali pemantauan di Televisi,

dengan total temuan 4.487 kasus. Dari data tersebut, terdapat 2.114 tayangan film

yang tidak menayangkan telop (data STLS), sebanyak 1.285 film asing ditayangkan

dengan sulih suara (dubbing), 992 film berbeda dengan data film yang didaftarkan

untuk disensor, 85 film ditayangkan dengan STLS yang sudah tidak berlaku atau ke-

daluwarsa, dan 43 film ditayangkan tanpa revisi sesuai rekomendasi hasil sensor LSF.

Rekapitulasi data pemantauan tersebut dapat dilihat pada Tabel.
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3. Pemantauan di Jaringan Teknologi Informatika

Pemantauan di Jaringan Teknologi Informatika pada 2024 dilaksanakan ter-

hadap 9 (sembilan) layanan Over The Top (OTT) yakni, Disney+hotstar, Netflix, Max-

stream, KlikFilm, MolaTV, WeTV, VIU, Prime Video dan Vidio. Jumlah itu meningkat

dari tahun sebelumnya yang 7 (tujuh) layanan OTT.

Dari pemantauan terhadap 3.348 tayangan di jaringan OTT diperoleh data

sebanyak 4.132 temuan, dengan rincian: 2.633 tayangan tidak menampilkan

telop/STLS, 914 tayangan belum melalui penyensoran, 657 tayangan menampilkan

STLS tidak sesuai peruntukan (bukan untuk penayangan pada Jaringan Teknologi

Informatika), dan 99 tayangan menampilkan klasifikasi usia berbeda. Temuan terse-

but dapat dilihat pada Tabel. 

Menindaklanjuti Laporan Pemantauan Hasil Penyensoran pada Jaringan Te-

knologi Informatika, LSF RI telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Ra-

kornas) yang dihadiri pihak OTT terkait. Hasil pertemuan tersebut antara lain, berupa

masukan dari pihak AVISI (Asosiasi Video Streaming Indonesia). Hafil Nauval yang

mewakili AVISI, menyampaikan harapan agar kerja sama antara pihaknya dan pel-
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bagai pemangku kepentingan dapat terus berlanjut, khususnya dalam bidang pe-

nelitian, sosialisasi, serta peningkatan literasi film di masyarakat. 

Kerja sama itu dinilai penting untuk membangun pemahaman publik terha-

dap industri film dan aturan-aturan yang berlaku. Selain itu, Hafil Nauval juga men-

gangkat isu terkait banyaknya koleksi film yang dimiliki pelbagai platform Video on

Demand (VoD). Saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut sudah menerapkan per-

syaratan yang cukup ketat terkait akses menonton, untuk memastikan konten hanya

dikonsumsi oleh kelompok usia yang sesuai. Namun, mengingat ada puluhan ribu

judul film di katalog masing-masing platform, muncul pertanyaan sejauh mana ke-

mampuan dan daya dukung Lembaga Sensor Film (LSF) dalam melakukan penyen-

soran terhadap seluruh konten tersebut.

4. Pemantauan Khusus Festival

Pemantauan khusus Festival 2024 dilaksanakan di Jogjakarta dalam rangka

Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) ke-19. Berdasarkan hasil pemantauan, mayo-

ritas penayangan film tidak menampilkan telop STLS. Selain itu, data terkait poster

film tidak tersedia dalam sistem e-SiAs LSF. Pada penayangan film yang menampil-

kan telop, ditemukan perbedaan nomor STLS yang tercantum. Salah satunya adalah

film Goodbye, Farewell (Sampai Jumpa, Selamat Tinggal) karya Adriyanto Dewo. Klasi-

fikasi usia yang ditampilkan di dalam studio, tidak sesuai dengan klasifikasi usia pada

telop dan STLS di e-SiAs LSF. Meskipun demikian, informasi penggolongan usia yang
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ditetapkan LSF tetap ditampilkan pada

papan informasi di pintu masuk studio.

Terkait film Viet And Nam (karya

Tr±¡ng Minh Quý - 2024) dari Vietnam,

diberlakukan aturan khusus. Tiket hanya

bisa dibeli melalui tautan Google Form,

dengan syarat penonton wajib berusia

21 tahun ke atas (21+). Sebagai verifi-

kasi, penonton diwajibkan mengung-

gah KTP saat pembelian tiket. Di

samping itu, pihak penyelenggara me-

wajibkan penonton berusia 21 tahun ke

atas (21+) menunjukkan kartu identitas

sebelum memasuki ruang bioskop. Se-

lama pemutaran film, Phone Rules diter-

apkan, di mana ponsel penonton

disimpan dalam amplop khusus. Jika

ada yang merekam atau mengambil

gambar, panitia akan memeriksa ponsel

tersebut setelah pemutaran selesai. Se-

mentara itu, untuk klasifikasi usia lain-

nya, penonton cukup menunjukkan tiket sebagai syarat masuk. Temuan tersebut

dapat dilihat pada tabel 6.
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Sesuai data tersebut di atas diketahui bahwa dari 9 (sembilan) obyek pem-

antauan, terdapat 27 temuan dengan rincian: 9 poster film tanpa STLS, 8 tayangan

tidak menampilkan telop, 9 tayangan tidak sesuai nomor STLS, dan 1 tayangan tidak

sesuai klasifikasi usia.
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Pemantauan Berbasis Elektronik
Pemantauan film dan iklan film merupakan salah satu tugas dan fungsi

utama LSF selain pelaksanaan penyensoran yang diamanatkan di dalam peraturan

perundangan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan film dan iklan film yang di-

tayangkan di berbagai media pertunjukkan telah dilaksanakan sesuai keputusan

sensor yang ditetapkan LSF. LSF telah menyiapkan aplikasi pemantauan yaitu “SA-

TELIT” yang di dalamnya digunakan untuk internal Pemantau dan pihak eksternal

(Stakeholder). 

Pada periode 2024 aplikasi SATELIT masih dalam proses evaluasi dan uji coba.

Namun dikarenakan aplikasi ini memberatkan system E-sias yang merupakan ap-

likasi utama untuk pendaftaran sensor secara online, maka belum dapat dioptimal-

isasi. Rencana ke depan di periode 2025, aplikasi SATELIT ini akan dioptimalisasi,

agar dapat menunjang fungsi pemantauan baik yang dilakukan oleh LSF maupun

peran serta masyarakat. 
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Visitasi Stakeholder

Kegiatan visitasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) dilakukan

untuk mengumpulkan data terkait pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan

oleh stakeholder di daerah. Sasaran kegiatan visitasi adalah Pengelola Bioskop dan

Lembaga Penyiaran (Televisi) Daerah. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan

visitasi ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Pelaksanaan visitasi ke bioskop dilakukan melalui diskusi dengan para pen-

gelola bioskop tentang pelbagai hal terkait pemantauan hasil penyensoran, dan ke-

taatan penonton pada klasifikasi usia yang ditetapkan LSF. Visitasi ke Lembaga

Penyiaran lokal dilakukan dengan membuka dialog terkait pemahaman tentang

pentingnya penayangan STLS pada setiap film dan iklan film yang ditayangkan di

TV lokal tersebut. Sedang visitasi ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di-

laksanakan dengan berdiskusi untuk membangun komunikasi dan sinergi pelaksa-

naan fungsi pemantauan dan pengawasan.

Pada 2024, Visitasi Stakeholder dilaksanakan di 3 (tiga) daerah yaitu di Sema-

rang, Bali, dan Papua dengan hasil sebagai berikut.
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Pelaksanaan Visitasi Stakeholder di Semarang

1. Pengelola bioskop menyatakan semua film yang ditayangkan diusahakan

selalu mengikuti ketentuan, antara lain dengan menayangkan STLS.

2. Pengelola Bioskop telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan

bahwa penonton yang masuk telah sesuai dengan penggolongan usia.

3. Lembaga Penyiaran Daerah memandang penting kehadiran LSF ke LP dae-

rah sebagai bentuk kerjasama tugas pengawasan dan/atau pemantauan

tayangan-tayangan sesuai ketentuan peraturan yang ada.

4. KPID mendukung dan memandang perlu adanya kerjasama kegiatan lite-

rasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.
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Pelaksanaan Visitasi Stakeholder di Bali



Bab II

LAPORAN KINERJA 2024

LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

116

Pelaksanaan Visitasi Stakeholder di Papua
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D
alam bidang hukum dan advokasi ada dua

kegiatan yang dilaksanakan yaitu, Literasi

dan Edukasi Hukum, serta pelibatan dalam

penyusunan regulasi sesuai kebutuhan dan per-

kembangan. 

A. Literasi dan Edukasi Hukum

Kegiatan literasi dan edukasi hukum bertujuan memberikan pembekalan

terkait hak dan kewajiban, larangan dan batasan, dalam kebebasan berkreasi dan

berkarya, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Sasaran pelaksanaan kegiatan adalah para maha-

siswa perguruan tinggi dan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya

pada Program Studi Perfilman dan Komunikasi, serta para anggota komunitas pegiat

dan pelaku perfilman (film maker). 

Pada 2024, kegiatan literasi dan edukasi hukum telah dilaksanakan kepada

500 orang peserta di 10 (sepuluh) kota, yaitu: Palembang, Medan, Palu, Gorontalo,

Kendari, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Mojokerto. Masing-masing pelaksanaan

dilakukan berkolaborasi dengan Satuan Pendidikan setempat, baik sebagai naras-

umber maupun moderator. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Literasi dan Edukasi Hukum di Pangkalpinang, Bangka Belitung, berkola-

borasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pangkalpinang,

Bangka Belitung (15 Mei 2024).
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2. Literasi dan Edukasi Hukum di Riau, berkolaborasi dengan Universitas Mu-

hammadiyah Riau (21 Mei 2024).

3. Literasi dan Edukasi Hukum di Serang, Banten, berkolaborasi dengan UIN

Sultan Maulana Hasanuddin (20 Juni 2024).

4. Literasi dan Edukasi Hukum di Ambon, Maluku berkolaborasi dengan Uni-

versitas Pattimura (23 Juli 2024).

5. Literasi dan Edukasi Hukum di Gorontalo, berkolaborasi dengan SMKN 1

Gorontalo (1 Agustus 2024).

6. Literasi dan Edukasi Hukum di Kupang, Nusa Tenggara Timur berkolabo-

rasi dengan SMKN 2 Kupang (15 Agustus 2024).

7. Literasi dan Edukasi Hukum di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berkola-

borasi dengan SMKN 1 Tanjung Pinang (21 Agustus 2024).

8. Literasi dan Edukasi Hukum di Jambi, berkolaborasi dengan Balai Pelesta-

rian Kebudayaan Wilayah V (2 Oktober 2024).

9. Literasi dan Edukasi Hukum di Banjarmasin, Kalimantan Selatan berkola-

borasi dengan KPID Provinsi Kalimantan Selatan (3 Oktober 2024).

10. Literasi dan Edukasi Hukum di Jember, Jawa Timur berkolaborasi dengan

Universitas Negeri Jember (20 November 2024).
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Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Pangkalpinang, Bangka Belitung.
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Pelaksanaan Literasi dan Edukasi di Serang, Banten.

Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Riau.
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Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Ambon, Maluku.
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Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Gorontalo.

Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
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Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
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Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Jambi.
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Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
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Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Jember, Jawa Timur.
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B. Penyusunan Regulasi 

Sepanjang 2024, penyusunan regulasi difokuskan pada rencana perubahan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sebagaimana arahan dari

Dirjen Kebudayaan. Dengan demikian, Revisi Permendikbud No 14 Tahun 2019 dan

RPP No 18 Tahun 2014 kelak akan menyesuaikan dengan hasil revisi UU tersebut. 

Kegiatan NSPK diawali dengan pembahasan Revisi Undang-Undang No. 33

Tahun 2009 tentang Perfilman, di The 101 Darmawangsa Hotel, pada 27-29 Septem-

ber 2024. Kemudian disusul kegiatan NSPK Proses Bisnis, di Hotel Mercure Simatu-

pang, pada 16-18 Desember 2024. Pembahasan itu dilakukan untuk memberikan

usulan perubahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Fokus uta-

manya adalah peran strategis film sebagai karya seni budaya, pentingnya regulasi

yang mendukung industri perfilman, serta kebutuhan untuk menyempurnakan re-

gulasi agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. 

Penegakan hukum terhadap pelanggaran bidang penyensoran belum dapat

dilakukan karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur sanksi adminis-

tratif perfilman. RPP Sanksi sudah disusun dan diajukan sejak 2018, namun belum

juga disahkan. Berikut kronologi penyusunan dan pengajuan RPP Sanksi Adminis-

tratif Perfilman :

1. Tanggal 15 Mei 2018

i. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengajukan RPP

ke Presiden melalui surat Nomor 26892/MPK.A/HK/2018 setelah draft dipa-

raf oleh Mendikbud (Muhadjir Effendi).

ii. Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) meminta paraf Menko PMK me-

lalui 

surat Nomor B-389/M.Sesneg/D-1/HK.02.01/05/2018.

2. Tanggal 22 Januari 2019

Menko PMK mengadakan rapat dengan Kemendikbud, Setneg, dan Ke-

menkumham. Keputusan rapat menyatakan bahwa proses RPP akan  dilan-

jutkan setelah semua Peraturan Menteri (Permen) terkait pelaksanaan UU

No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman selesai.

3. Tanggal 25 Februari 2019

Menko PMK mengembalikan draft RPP melalui surat Nomor

B/243/SES/PMK/II/2019. Surat ini menyebutkan bahwa penetapan RPP

harus menunggu selesainya 5 (lima) Permendikbud yang menjadi pende-

legasian dari UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

4. Tanggal 13 Maret 2019

Mensetneg melalui surat Nomor B-341/M.Sesneg/D-1/HK.O2.01/03/2019

meminta Kemendikbud mempercepat penyelesaian kelima Permendikbud

terkait.

5. Tahun 2017–2019

Kemendikbud menyelesaikan lima Permendikbud berikut:



i. Permendikbud No.39 Tahun 2017: Pendaftaran usaha dan izin usaha

perfilman.

ii. Permendikbud No.48 Tahun 2018: Izin lokasi pembuatan film asing.

iii. Permendikbud No.14 Tahun 2019: Kriteria sensor dan penggolongan

usia penonton.

iv. Permendikbud No.30 Tahun 2019: Pengutamaan film Indonesia dan

sumber daya lokal.

v. Permendikbud No.34 Tahun 2019: Tata edar, pertunjukan, ekspor, dan

impor film.

6. Tanggal 7 Februari 2020

Setelah kelima Permendikbud selesai, Kemendikbud mengajukan kembali

RPP ke Presiden melalui surat Nomor 23950/MPK.A/HK/2020.

7. Tanggal 17 April 2020

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Setneg meminta paraf

Menko PMK terhadap draft RPP.

8. Tanggal 15 Mei 2020

Sekretaris Kemenko PMK melalui surat Nomor B.509/SES/ROHIP/KUM.00/ -

V/2020 menyatakan masih belum dapat memaraf RPP. Draft dianggap

belum sesuai kesepakatan rapat sebelumnya (10 September 2018, 6 No-

vember 2018, 8 Januari 2019, dan 22 Januari 2019) terkait urgensi pembe-

rian sanksi administratif secara bertingkat.

Kemendikbud telah menyelesaikan Permendikbud sesuai delegasi dari UU

No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan mengajukan kembali RPP ke Pre-

siden, namun proses ini tertunda karena perlunya penyelarasan isi RPP de -

ngan kesepakatan rapat sebelumnya, terutama mengenai urgensi dan

prosedur penerapan sanksi administratif. Tahun 2024 dilaksanakan review

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Sanksi Administrasi Perfilman

bersama Biro Hukum Kemendikbudristek.
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Pelaksanaan Kegiatan NSPK Revisi UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
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Pelaksanaan Kegiatan NSPK Proses Bisnis, Revisi Undang-Undang Perfilman, dan Review RPP

Sanksi Administratif Perfilman.



C. Advokasi Hukum

1. Poster Film Kiblat

Iklan film berjudul Kiblat yang telah mendapatkan Surat Tanda Lolos Sen-

sor (STLS) dari LSF, sempat menjadi perbincangan di media sosial. Pema-

haman dan anggapan masyarakat soal batasan dalam film yang

berpotensi menjadi polemik, semakin berkembang. Ketua MUI Bidang

Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis melalui akun pribadi instagramnya

menyampaikan pendapatnya tentang film Kiblat hanya berdasarkan

poster film itu. LSF menilai bahwa dinamika di masyarakat soal batasan

dalam film terus berubah. Hal itu harus diperhatikan juga oleh para pem-

buat film atau film maker dan rumah produksi. Untuk mengakhiri kontro-

versi, poster film Kiblat kemudian ditarik sendiri oleh Pemilik Film dari

semua akun media sosial tempat mereka berpromosi dan kemudian

mengganti judulnya menjadi Thaghut. Sementara LSF sendiri tetap

berpegang pada putusan sesuai STLS yang telah dikeluarkan untuk

poster tersebut.
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Debat tentang  kontroversi film Vina Sebelum 7 Hari
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       2. Film Vina Sebelum 7 Hari

Perwakilan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) mendatangi kantor

LSF terkait Film Vina Sebelum 7 Hari yang setelah tayang di bioskop me-

nimbulkan kontroversi di sebagian masyarakat. Pihak ALMI menyampai-

kan pengaduan ihwal film Vina Sebelum 7 Hari, dan menuntut penarikan

film dari peredaran di bioskop. Dalam laporan, terdapat dua aspek utama.

Pertama, terkait konten film yang dianggap melanggar undang-undang

tentang pornografi, termasuk adegan kekerasan dan pemerkosaan.

Kedua, terkait dengan pasca penayangan yang dinyatakan telah menim-

bulkan kegaduhan di masyarakat. 

Menanggapi pengaduan dan tuntutan pihak ALMI, Ketua LSF Rommy

Fibri Hardiyanto menyampaikan bahwa LSF telah bertemu dan mende -

ngar kegelisahan dari pihak ALMI. Rommy menegaskan tidak ada yang

salah dari tayangan film Vina: Sebelum 7 Hari, karena sudah lulus sensor

untuk usia 17 tahun ke atas (17+).

Asosiasi Lawyer Muslim Seluruh Indonesia  (ALMI) Beraudiensi dengan LSF



T
ugas Subkomisi Apresiasi dan Promosi

adalah 1). Memastikan pemberian apre-

siasi terhadap pemangku kepentingan

berjalan baik, inovatif dan berkelanjutan. 2). Me-

mastikan pelaksanaan Anugerah Lembaga Sen-

sor Film berjalan secara baik, berkualitas dan berkelanjutan. 3). Memastikan

pelaksanaan promosi Lembaga dalam berbagai bentuk atau event, berjalan baik

dan berkelanjutan, baik pameran, talkshow, podcast, dan bentuk lainnya ; 4). Me-

mastikan pengelolaan Media Center, pelayanan wartawan dan aktifitas kehumasan,

secara baik dan profesional, untuk meningkatkan kualitas informasi publik Lembaga.

Selama Januari sampai dengan Desember 2024, Subkomisi Apresiasi dan Pro-

mosi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

A. Talkshow
Talkshow Lembaga Sensor Film adalah sebuah program diskusi interaktif

yang bekerjasama dengan TV atau radio di seluruh Indonesia dan bertujuan men-

genalkan program kerja LSF, serta menjawab isu seputar sensor dan dunia perfilman.

Pada 2024 LSF telah melaksanakan talkshow di 16 lembaga penyiaran dan media

massa di pelbagai daerah yakni, Radio Kotaperak Yogyakarta, iNews TV Pontianak,

DC Four Radio Jayapura, Radio Evella Palangkaraya, Radio Suara Sikka Maumere,
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iNews TV Mataram, Garuda TV Jakarta, Radio Tribun Pekanbaru, Inspira TV Bandung,

RTV Jakarta, iNews TV Makassar, iNews TV Aceh, iNews TV Medan, Kompas TV Lam-

pung, Kompas TV Gorontalo, dan BALI TV

RADIO KOTAPERAK YOGYAKARTA

Talkshow dengan tema Ngobrol Full Sen-

sor di Radio Kotaperak Yogyakarta dengan na-

rasumber Rommy Fibri Haryanto (Ketua LSF

2020-2024) dan Nasrullah (Ketua Komisi I LSF

2020- 2024), 28 Februari 2024

INEWS TV PONTIANAK

Talkshow dengan tema Fenomena Film

Nasional di Mata LSF di iNews TV Pontianak,

Kalimantan Barat dengan narasumber Noorca

M. Massardi (Ketua Subkomisi Dialog LSF

2020-2024) dan Nasrullah (Ketua Komisi I LSF

2020-2024), 16 Maret 2024

DC FOUR RADIO JAYAPURA

Talkshow dengan

tema Fenomena Film Nasio-

nal di Mata LSF di DC Four

Radio Jayapura, Papua den-

gan narasumber Joseph Sa-

muel Khrisna (Ketua

Sub ko misi Apresiasi LSF

2020-2024) dan Andi Mu -

slim (Ketua Subkomisi

Media Baru LSF 2020-2024),

16 Maret 2024
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RADIO EVELLA PALANGKARAYA

Talkshow dengan tema “Fenomena Film

Nasional di Mata LSF” di Radio Evella Palangka-

raya, Kalimantan Tengah dengan narasumber Dr.

Ahmad Yani Basuki,M.Si (Ketua Komisi II LSF

tahun 2020-2024) dan Saptari Novia Stri (Ketua

Subkomisi Hukum dan Advokasi LSF tahun

2020-2024), 21 Maret 2024

RADIO SUARA SIKKA MAUMERE

Talkshow dengan tema Fenomena Film

Nasional di Mata LSF di Radio Suara Sikka,

Maumere, Nusa Tenggara Timur dengan nara-

sumber Tri Widyastuti Setyaningsih (Ketua Sub-

komisi Penyensoran LSF 2020-2024) dan Joseph

Samuel Khrisna (Ketua Subkomisi Apresiasi LSF

2020-2024), 25 Maret 2024

INEWS TV PONTIANAK

Talkshow dengan tema “Fenomena Film

Nasional di Mata LSF” di iNews TV Mataram, Nusa

Tenggara Barat dengan narasumber Andi Mu-

slim (Ketua Subkomisi Media Baru LSF tahun

2020-2024) dan Kuat Prihatin (Ketua Subkomisi

Penelitian dan Pengkajian LSF tahun 2020-

2024), 28 Maret 2024
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GARUDA TV

Talkshow dengan tema

Fenomena Film Nasional di

Mata LSF di Garuda TV, Jakarta

dengan narasumber Dr. Na-

swardi (Ketua Komisi III LSF

2020- 2024) dan Hafidhah (Se-

kretaris Komisi I LSF 2020-

2024), 30 Maret 2024

TRIBUN PEKANBARU

Talkshow dengan tema Kinerja dan Dinamika

LSF Selama Tahun 2024 di Tribun Pekanbaru, Riau den-

gan narasumber Andi Muslim (Ketua Subkomisi Media

Baru LSF 2020- 2024) dan Dr. Ervan Ismail

(Wakil Ketua LSF 2020- 2024), 13 Juni 2024

PODCAST INSPIRA

Talkshow dengan

tema LSF: per tahun lebih

dari 40.000 judul diny-

atakan lulus sensor di In-

spira TV, Bandung, Jawa

Barat dengan narasumber

Tri Widyastuti Setyan-

ingsih (Ketua Komisi I LSF

2024-2028) dan Erlan

Basri (Ketua Subkomisi

Pemantauan LSF 2024-

2028), 8 Oktober 2024
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MTLB GO - RTV

Talkshow dengan tema Tontonlah Film

Sesuai Usia  di Program MTLB GO - RTV dengan

narasumber Dr.Naswardi (Ketua LSF 2024-2028)

dan Gustav Aulia (Ketua Subkomisi Apresiasi dan

Promosi LSF 2024- 2028), 12 Oktober 2024

INEWS TV MAKASSAR

Talkshow de -

ngan tema Budaya Sen-

sor Mandiri di Program

PAOTERE - Panggung

Obrolan Terkini di

iNews TV Makassar, Su-

lawesi Selatan dengan

narasumber Kuat Pri-

hatin (Ketua Komisi III

LSF 2024-2028) dan

Gus tav Aulia (Ketua

Subkomisi Apresiasi

dan Promosi LSF 2024-

2028), 12 Oktober 2024
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INEW TV ACEH

Talkshow den-

gan tema “Budaya Sen-

sor Mandiri” di Program

Peuneugah Aceh - iNews

TV Aceh dengan nara-

sumber Hadi Artomo

(Ketua Subkomisi Pe -

nyen soran LSF 2024-

2028) dan Gustav Aulia

(Ketua Subkomisi Apre-

siasi dan Promosi LSF

2024-2028), 6 November

2024

INEWS TV MEDAN

Talkshow den-

gan tema “Budaya Sen-

sor Mandiri” di

Program Dialog Khusus

iNews TV Medan, Su-

matera Utara dengan

narasumber Tri Widyas-

tuti Setyaningsih

(Ketua Komisi I LSF

2024-2028) dan Saptari

Novia Stri (Ketua Sub-

komisi Hukum dan Ad-

vokasi LSF 2024-2028),

12 November 2024
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KOMPAS TV LAMPUNG

Talkshow de ngan tema

“Menonton Sesuai Klasifikasi

Usia” di Program SAPA LAM-

PUNG - KompasTV Lampung

dengan nara sum ber Noorca M.

Massardi (Wakil Ketua LSF

2024-2028) dan Dewi Rach-

marini (Ketua Subkomisi Data

dan Informasi LSF 2024-2028),

13 November 2024

KOMPAS TV - GORONTALO

Talkshow dengan tema “Menon-

ton Sesuai Klasifikasi Usia” di Program

SAPA GORONTALO

- KompasTV Gorontalo dengan

narasumber Dr. Ervan Ismail (Ketua

Komisi II LSF 2024-2028) dan Satya

Pratama Kradanyata (Ketua Subkomisi

Teknologi Penyensoran LSF 2024- 2028),

21 November 2024

DIALOG - BALI TV

Talkshow dengan tema

Menonton Sesuai Klasifikasi Usia

di BALI TV dengan narasumber

Widayat S. Noeswa (Ketua Sub-

komisi Dialog LSF 2024-2028)

dan Hairus Salim (Ketua Sub-

komisi Desa Sensor Mandiri dan

Komunitas LSF tahun 2024-

2028), 26 November 2024
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Kegiatan hasil pengembangan kerjasama dengan KPID Kalimantan Selatan

berupa talkshow seputar perkembangan !lm di Indonesia dengan menjadi nara-

sumber di acara Sapa Kalsel di Kompas TV Banjarmasin serta dengan KPID Bali

berupa talkshow sebagai narasumber di program dialog interaktif bersama KPAD

Bali di Radio RRI Pro 4 Denpasar Bali.
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JAFF Market 2024

Lembaga Sensor Film turut berpartisipasi pada Jogja-Netpac Asian Film Fes-

tival (JAFF Market) 2024, yang mengusung tema Metanoia. Pameran ini berlangsung

pada:

Tanggal          : 3, 4, dan 5 Desember 2024

Lokasi             : Jogja Expo Center (JEC)

                       Jl. Raya Janti, Wonocatur, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, 

                         Yogyakarta 55198

Sebagai lembaga negara \independen, kehadiran Lembaga Sensor Film di

tengah ekosistem perfilman, tentu sangat diperlukan. Selain memudahkan para pe-

laku perfilman untuk mendaftarkan materi sensor, di gerai LSF ini masyarakat juga

dapat berinteraksi langsung dan mengenal LSF lebih dekat.

JAFF Market 2024 adalah pasar dan pameran film terbesar dan pertama di

Indonesia, yang diperuntukan bagi para pelaku industri perfilman dan pemangku

kepentingan dalam ekosistem perfilman. JAFF sendiri sudah lama menjadi hub bagi

para sineas baru dan para profesional untuk berkolaborasi. Pada JAFF ke 19 dengan

tema Metanoia, itu JAFF Market hadir dengan visi memperkuat industri perfilman

di Indonesia. Para peserta JAFF Market adalah perusahaan-perusahaan di bidang

produksi dan distribusi film, bidang televisi dan penyiaran, bidang kekayaan intelek-

tual dan konten, sektor peralatan, fasilitas dan layanan produksi film, serta lembaga-

lembaga terkait dari pemerintah, dunia pendidikan, asosiasi dan lain sebagainya.

Dengan luas lokasi 10.000 m2, kegiatan ini diikuti oleh 151 gerai, 164 jurnalis, dan

seluruhnya berasal dari 19 negara (Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand,

Vietnam, Kamboja, Myanmar, Korea, Taiwan, Hongkong, Jepang, Belanda, Prancis,

Inggris, Norwegia, Lithuania, Malta, dan Australia).

- Gerai Lembaga Sensor Film
Partisipasi LSF di JAFF Market pertama ini, bukan hanya untuk lebih mem-

perkenalkan LSF ke seluruh masyarakat dalam ekosistem perfilman, juga menje-

laskan ihwal pelbagai peraturan dan/atau undang-undang yang menjadi acuan

utama Lembaga Sensor Film, serta memberi gambaran mengenai penggolongan

usia penonton (klasifikasi), serta jenis dan peruntukan tayangan film dan iklan film.

Konsep ini juga merupakan upaya LSF untuk terus menggaungkan Gerakan

Nasional Budaya Sensor Mandiri, agar literasi tentang bagaimana memilah dan me-

milih tontonan dapat lebih mudah diterapkan masyarakat dalam keseharian. Ada

pula tampilan alur pendaftaran layanan dan tarif sensor, sehingga para sineas, dapat

langsung mendaftarkan hasil karya mereka di tempat.

Keikutsertaan Lembaga Sensor Film pada JAFF Market 2024 ini mendapatkan
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apresiasi positif dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yang dikunjungi

Menteri Kebudayaan, Wakil Menteri Kebudayaan, dan Sekretariat Jenderal Kemen-

terian Kebudayaan. 

- Public Presentation IV: LSF

Tidak hanya menyediakan

gerai yang berisi edukasi terkait pe-

nyensoran, LSF juga turut berparti-

sipasi dalam public presentation. 

Ketua Komisi I LSF 2024-2028

Tri Widyastuti Setyaningsih dan

Ketua Subkomisi Apre siasi dan Pro-

mosi LSF 2024-2028 Gustav Aulia, se-

bagai pihak tuan rumah, hadir

berdiskusi dengan pelbagai komuni-

tas film dari seluruh Indonesia men-

genai imple mentasi Budaya Sensor

Mandiri.
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- Eksibitor dari Berbagai Sektor

Denah & Pengunjung Gerai Lembaga Sensor Film RI
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Instalasi seni ini tak hanya bertujuan untuk menjelaskan gambaran klasi!kasi usia penonton,

tetapi juga untuk area berfoto, mengabadikan momen dan memberikan pengalaman yang

berkesan bagi para pengunjung gerai LSF.



Gerai LSF mendapat kunjungan dari masyarakat beragam lini. Mulai dari pu-

blik figur, mahasiswa, sineas nusantara hingga sineas mancanegara. Berikut total

jumlah pengunjung Gerai LSF setiap hari:

3 Desember 2024 : 49 Pengunjung

4 Desember 2024 : 94 Pengunjung

5 Desember 2024 : 140 Pengunjung

Selain para pelaku perfilman, gerai LSF juga dikunjungi masyarakat umum

dan mahasiswa. Antara lain, dari MMTC, ISI Jogja, ISI Surakarta, ISI Denpasar, UNPAD,

UGM, UII, UMY, Univ Telkom, UMM, UNS, ISBI Bandung, dan Universitas Jember. Juga

dikunjungi beberapa tamu dari Belanda, Yunani, Austria, Prancis, Singapura, Taiwan,

China, Malaysia, Korea Selatan dan Belgia.
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Arinda Putri (Tenaga Sensor

LSF) bersama Penulis dan Inti-

macy Coordinator IDC, Mia

Krejci

Arinda Putri (Tenaga Sensor LSF) bersama Produser Film Per-

ancis, Louise Bellicaud dan Gaspard Perelman (Kedutaan

Prancis)

Wiwid Setya dan Raam Punjabi (MVP Pictures)

Bersama Dian Sastro
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Bersama Bayu Skak (Aktor, Sutradara)

Bersama Joint President of NETPAC

dan Director of the Asia Paci!c

Screenlab, Anne Demy Geroe

Founder Busan International

Film Festival, KIM Dong-Ho

Bersama sineas Taiwan Djan

Bersama Fajar Nugros

Sineas Mancanegara Disambut Wiwid Setya dan 

Gustav Aulia di Gerai LSF



Aktivitas Pengunjung Gerai LSF

Para pengunjung berdiskusi santai dengan Anggota LSF dan Tenaga Sensor

LSF terkait proses penyensoran, penggolongan (klasifikasi) usia, analisis materi sensor,

keterkaitan LSF dengan stakeholder dan lain sebagainya. Selain itu, para pe ngunjung

yang juga merupakan sineas, pelaku perfilman dan komunitas, didampingi Sekretariat

LSF terkait alur pendaftaran sensor dan tarif dasar materi sensor.
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Bersama Panos Kotzathanasis

(Kritikus Film YUNANI), Wa-

mendikbud Giring Ganesha

Bersama Produser Film asal BEL-

GIA, Sanders Verdonk

Bersama perwakilan dari Finas Malaysia,

Raja Khairul Azman



Literasi GNBSM

Diskusi kasual mengenai literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri di-

lakukan terhadap para pengunjung Gerai LSF.
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Podcast (Siniar) 
Pada 2024, podcast atau siniar LSF mengalami rebranding yaitu, perubaha

nama podcast. Rebranding itu dilakukan pada Oktober 2024 dengan mengubah

nama podcast yang semula Action! Nihil... menjadi CLASSINEMA. Berikut ini adalah

episode Podcast LSF pada periode Januari s.d Desember 2024.
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Kenali Sutradara yang Katanya Bikin Gaduh

(Part 2), 23 Juli 2024

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF

Periode 2020-2024) membahas tentang per-

jalanan karir dan karya-karya Anggi Umbara.

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=mYEYkc-

Scz88

Kenali Sutradara yang Katanya Bikin Gaduh

(Part 3), 29 Juli 2024

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF

Periode 2020-2024) membahas tentang per-

jalanan karir dan karya-karya Anggi Umbara.

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=TDLKkN-

Hrkg

Dokumenter Tidak Lulus Sensor, Tapi Diakui

di Festival Internasional (Part 1), 2 Agustus

2024

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF

Periode 2020-2024) membahas tentang karya

documenter khususnya karya Daniel Rudi

Haryanto

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=-7un-

tqYJCfY
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Dokumenter Tidak Lulus Sensor, Tapi Diakui

di Festival Internasional (Part 2), 7 Agustus

2024

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF

Periode 2020-2024) membahas tentang karya

documenter khususnya karya Daniel Rudi

Haryanto

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=_Z1f0Al-

hJRw

Dokumenter Tidak Lulus Sensor, Tapi Diakui

di Festival Internasional (Part 3), 12 Agustus

2024

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF

Periode 2020-2024) membahas tentang karya

dokumenter khususnya karya Daniel Rudi

Haryanto

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=6ozrg-

boCFws

Je T'aime Paris, Romantisme Penyair dan Kri-

tikus Film, 1 April 2024

Bersama pewara Arturo GP (Anggota LSF Peri-

ode 2020-2024) membahas perjalanan Noorca

sebagai penulis dan kritikus !lm.

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=_0pS2p60

ulw
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Serdadu dan Ramadhan, 9 April 2024

Bersama pewara Noorca M. Massardi (Anggota

LSF Periode 2020-2024) menghadirkan nara-

sumber Ahmad Yani Basuki membahas hal

seru mengenai hari !lm Nasional dan kisah

perjalanan karir beliau.

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=atD5wfcU

T9M

Kenali Sutradara yang Katanya Bikin Gaduh

(Part 1), 16 Juli 2024

Bersama pewara Joseph Samuel Krishna

(Anggota LSF Periode 2020-2024) membahas

tentang perjalanan karir dan karya-karya

Anggy Umbara.

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=Z-

Tm5qosvPc

Dokumenter Tidak Lulus Sensor, Tapi Diakui

di Festival Internasional (Part 3), 12 Agustus

2024

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF

Periode 2020-2024) membahas tentang karya

dokumenter khususnya karya Daniel Rudi

Haryanto

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=6ozrg-

boCFws
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Urusan Televisi, Negara Bisa Apa? (Part 1 - 20

Agustus 2024 - Part 2 - 23 Agustus 2024)

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF

Periode 2020-2024) membahas tentang ke-

hadiran KPI di dunia pertelevisian bersama

Anggota KPI Pusat, Amin Shabana.

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=Qh8J4g3

prIw

[Classinema] Jerome Kurnia - Mencuri Perhat-

ian Lewat Horor yang Unik, 

11 Oktober 2024

Pada episode perdana ini Jerome Kurnia

menceritakan pengalamannya saat baru per-

tama kali menjajaki dunia akting. Selain itu ia

juga berbagi cerita tentang pendalaman karak-

ter pada !lm terbarunya yang terbilang menan-

tang dan cenderung sensitif.

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=7ehiOvYiKl

Y

[Classinema] Noorca M. Massardi - Wakil Bicara:

Inovasi di Balik Layar, 1 November 2024

Pada siniar ini Noorca M. Massardi menginfor-

masikan tentang salah satu langkah baru LSF yaitu

“Movie Going Habit”.

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=YFwcp4C4tko
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[Classinema] Emilka Chaidir - Jadi Produser

Film Horor, Latah atau Celah?, 14 Oktober

2024

Produser !lm ini menceritakan berbagai hal

menarik, kon"ik yang terjadi di lapangan, serta

berbagai pertimbangan awal untuk melihat

naskah yang berpotensi dari sisi bisnis.

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=CVrKB-

Syih8

[Classinema] Lukman Sardi - Aktor Seribu

Karakter, 18 Oktober 2024

Di episode ini Lukman Sardi hadir dan mencer-

itakan perjalanan awal terjunnya ke dunia seni

peran. Selain itu juga menceritakan peran di

!lm terbarunya.

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=ZBjYR_5Z

6SE

[Classinema] Naswardi - Era Baru Lembaga

Sensor Film Republik Indonesia, 25 Oktober

2024

Pada episode ini, Ketua Lembaga Sensor Film

RI, Naswardi menyampaikan berbagai tugas,

wewenang dan fungsi Lembaga Sensor Film,

baik bagi internal kelembagaan, maupun tang-

gung jawab LSF untuk mengawal tayangan-

tayangan yang bermutu bagi masyarakat

sebagai representasi hadirnya pemerintah.

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=QPzqe-

QOo284



D.  Diskusi Bersama Pemimpin Redaksi Media
Salah satu ruang lingkup tugas Subkomisi Apresiasi dan Promosi adalah relasi

media. Sebagai implementasi tugas membangun relasi media, pada 9 Desember

2024, LSF telah melaksanakan diskusi bertajuk Dua Arah-LSF: Diskusi Bersama

Pemimpin Redaksi Media di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan. Diskusi mendalam an-

tara Lembaga Sensor Film dengan para Pemimpin Redaksi media arus utama, itu

bertujuan meningkatkan hubungan baik antara kedua belah pihak yang sudah lama

terjalin. Pada kesempatan itu LSF juga memberikan gambaran tentang program

kerja dan capaian LSF selama 2024

Dalam sambutannya, Ketua LSF, Dr. Naswardi menyampaikan bahwa perte-

muan ini merupakan yang pertama kali setelah anggota LSF periode 2024-2028 di-

lantik. Agar hubungan yang telah terjalin baik bisa berdampak pada kinerja LSF ke

depan, diskusi berjalan interaktif. LSF terbuka pada pelbagai pertanyaan maupun

masukan yang disampaikan para Pemimpin Redaksi. Tiga Ketua Komisi di LSF juga

mendapat kesempatan memberikan paparan tentang kinerja tahun 2024, sekaligus

mengajak para pemimpin redaksi untuk memberikan kritik dan saran demi kema-

juan LSF.

Pertemuan dihadiri per-

wakilan dari 30 media arus utama.

Antara lain, TVRI; RCTI; MNCTV;

Inews; Garuda TV; Metro TV; ANTV;

SCTV/Indosiar; CNN TV/cnnindo-

nesia.com; Kom pas.com; Rakyat

Merdeka; ANTARA; Jurnas.com;

VOI; LPP RRI; Elshinta;

Liputan6.com; Detik.com; Kompas

TV; Jawa Pos Multimedia; Oke-

zone.com; Sindonews.com; Repu-

blika; Koran Kompas; Narasi.TV;

Tribun news.com; Kumparan; RTV;

AMSI; dan JMSI. 
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Pada akhir acara, Ketua LSF kembali menga-

jak para Pemimpin Redaksi untuk mendukung pro-

gram kerja LSF ke depan. Dr. Naswardi juga

me nyam paikan bahwa LSF merupakan satu-satunya

lembaga di Indonesia yang memiliki data tentang

film terlengkap, sehingga LSF terbuka kepada media

apabila membutuhkan data-data tersebut untuk ke-

pentingan publikasi.

E. Kolaborasi dengan Content Creator
Penyebarluasan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri juga dilakukan

dengan menggandeng content creator. Kolaborasi dengan akun influencer diharap-

kan dapat menjangkau lebih banyak audiens dengan demografi spesifik. Untuk itu

LSF RI bekerja sama dengan @udario untuk membuat konten media sosial bertema

Budaya Sensor Mandiri di bioskop. @udario adalah pemengaruh asal Sumatera Barat

yang followers-nya mencapai 225.000 dengan isi konten berbahasa Minang. Untuk

itu LSF RI menghadirkan Ketua LSF RI Dr. Naswardi dan Ketua Subkomisi Penelitian

Dr. Zaqia Ramallah, yang berlatar belakang serta mahir berbahasa Minang. Syuting

BSM dengan @udario dilakukan di Bisokop Cinema XXI Padang, Sumatera Barat pada

23 Oktober 2024.
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A. Kerjasama Antarlembaga

T
ahun 2024 LSF masih mengelola tindak lanjut

kerja sama menjadi program-program yang

baik untuk kedua belah pihak. Terutama pro-

gram kelanjutan MoU dengan beberapa perguruan

tinggi, pemerintah kabupaten, dan pemerintahan tingkat desa, khususnya dalam

program Desa Sensor Mandiri. Kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi harus

diimplementasikan dengan program yang lebih berdaya guna, untuk memaksi-

malkan program besar Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Potensi kampus

bisa dikembangkan menjadi program bersama, seperti penelitian, kuliah umum

yang lebih masif tentang literasi film / media dan Budaya Sensor Mandiri, serta

ruang-ruang Kuliah Kerja Nyata di beberapa Desa Sensor Mandiri yang sudah dibina

LSF. Termasuk ruang-ruang magang untuk mahasiswa di kantor Lembaga Sensor

Film. 

Untuk pelaku kegiatan perfilman, selain sosialisasi BSM pada organisasi film

dan asosiasi film, LSF juga menjadi sumber data perfilman yang cukup lengkap. Pada

2025 nanti semoga catatan di atas menjadi agenda program yang lebih progresif

untuk Lembaga Sensor Film dan bagi perfilman Indonesia pada umumnya.

Selain itu, LSF juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU)

dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi dan satu instansi, dengan rincian sebagai

berikut:
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Laporan Subkomisi 
Kerjasama Antarlembaga

Dr. Imam Safe’i., M.Pd
(Ketua)



Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

2. Universitas Muhammadiyah Bandung

3. Universitas Muhammadiyah Surakarta

4. Universitas Muhammadiyah Cirebon

5. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

6. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

7. Universitas Nias Raya

8. Universitas Nusa Cendana

Asosiasi/ Organisasi

1. Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah

‘Aisyiyah

B. Kunjungan Antarlembaga

Pada 2024, LSF melakukan dan menerima sejumlah kunjungan, dengan rin-

cian sebagai berikut:

Kunjungan KPID

Bali ke LSF (21 Maret 2024)

KPID Bali berkun-

jung ke LSF dan diterima

oleh Ervan Ismail (Wakil

Ketua LSF 2020-2024),

Kuat Prihatin (Anggota

LSF 2020-2024), dan

Fetrtimen (Anggota LSF

2020-2024). Pada kunjun-

gan tersebut perwakilan

LSF menjelaskan tugas

dan fungsi komisi II, serta

mengajak KPID Bali meli-

hat fasilitas yang ada di

lingkungan LSF.
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Kunjungan Mahasiswa USM Semarang

(29 Mei 2024)

Kunjungan mahasiswa Universitas Se-

marang (USM) diterima oleh Andi Muslim (Ketua

Komisi Media Baru LSF 2020-2024), Joseph

Samuel Krishna (Ketua Subkomisi Apresiasi dan

Promosi LSF 2020-2024), dan Hafidha (Sekretaris

Komisi I LSF 2020-2024). Dalam sambutannya

perwakilan LSF menjelaskan perihal Sejarah

Lembaga Sensor Film dan proses penyensoran

di LSF.

Kunjungan Divisi Humas Polri Ke LSF (11

Juni 2024)

LSF diwakili Ervan Ismail (Wakil Ketua

LSF 2020-2024), menerima kunjungan Divisi

Humas Polri dalam rangka menjalin Kerjasama

dan nota kesepahaman antara LSF dan POLRI,

terkait tugas dan fungsi masing-masing lem-

baga. 
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Kunjungan Mahasiswa Universitas Pan-

casila (12 Juni 2024)

LSF menerima kunjungan Universitas

Pancasila, dalam rangka menambah wawasan

dan pengetahuan mahasiswa Universitas Pan-

casila terkait proses dan mekanisme penyenso-

ran film di Lembaga Sensor Film.

Kunjungan Mahasiswa Universitas Se-

marang (USM) Ke LSF (10 September 2024)

Kunjungan mahasiswa USM ke LSF

merupakan kunjungan yang kedua kalinya.

Pada kunjungan kali ini mahasiswa USM diajak

berkeliling melihat fasilitas di LSF termasuk

ruang penyensoran LSF.
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Kunjungan LSF ke GPBSI (18 September 2024)

LSF melakukan kunjungan ke Gabungan Pen-

gusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) untuk

menjalin sinergitas, serta mensosialisasikan sekaligus

mengkampanyekan Gerakan Nasional Budaya Sensor

Mandiri (GN BSM). Sosialisasi GN BSM dimaksudkan

untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya

memilah memilih tontonan sesuai klasifikasi usia yang

telah ditentukan oleh LSF.

Kunjungan SD Muhammadiyah Payakumbuh

(25 September 2024)

Dalam kunjungan SD Muhammadiyah

Payakumbuh, LSF menjelaskan pentingnya memilah

dan memilih tontonan berdasarkan klasifikasi usia

terutama film untuk anak-anak.
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Kunjungan BEM Fakultas Ilmu Budaya UI

(8 Oktober 2024)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indone-

sia (UI) melakukan audiensi dengan Lembaga

Sensor Film terkait kebijakan penyensoran dan

tata kerja di lingkungan LSF. BEM FIB UI juga

ingin mempererat kerjasama dalam bidang in-

dustri kreatif. Rombongan BEM FIB UI diterima

Noorca M. Massardi (Wakil Ketua LSF 2024-

2028), dan Dewi Rahmarini (Ketua Subkomisi

Data dan Informasi LSF 2024-2028)).

Kunjungan Mahasiwa ISBI Bandung (30

Oktober 2024)

LSF menerima kunjungan Mahasiswa

IBI Bandung dan menjelaskan program mag-

ang di LSF. Perwakilan LSF juga menjelaskan

pentingnya sadar sensor dalam hal ini memi-

lah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi

usia, serta ihwal konten-konten sensitif dalam

film dan iklan film, berikut penjelasan tentang

klasifikasi usia yang dikeluarkan LSF.
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Kunjungan Mahasiswa Politeknik Negeri

Media Kreatif (5 Desember 2024)

Kunjungan Mahasiswa Politeknik Negeri

Media Kreatif ke LSF bertujuan untuk menam-

bah pengetahuan dan wawasan perihal

mekanisme penyensoran yang dilakukan LSF.

Perwakilan LSF menjelaskan ihwal tugas dan

fungsi LSF. Salah satunya adalah melakukan

penyensoran film dan iklan film untuk diberikan

Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dengan klasi-

fikasi usia tertentu, sebelum film atau iklan film

tersebut dapat diedarkan atau ditayangkan ke

khalayak umum.

C. Kunjungan LSF ke Lembaga Sensor Thailand, 

Vietnam, dan Filipina

Dewasa ini teknologi media dan kreativitas kreator film berkembang begitu

pesat sehingga kita dihadapkan pada karya dan kreasi konvergensi film dengan jum-

lah tak terbendung. Dalam Rencana Strategis Lembaga Sensor Film, ditetapkan tar-

get sebanyak 40.000 judul film dan iklan film yang disensorkan dalam kurun waktu

satu tahun. Jumlah tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah riil produksi film dan

iklan film, baik dari industri perfilman nasional maupun impor. Angka produksi terse-

but akan terus naik sesuai tren perkembangan teknologi dan industri kreatif secara

nasional dan internasional.

Menghadapi kondisi tersebut, sangat sulit bagi Lembaga Sensor Film untuk

melakukan penyensoran film dan iklan film dengan semata-mata mengandalkan

metode konvensional saat ini. Inovasi pengembangan teknologi pengolahan data
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dan informasi di pelbagai bidang saat ini menghasilkan aplikasi kecerdasan buatan

atau yang dikenal dengan istilah Artificial Intelligence (AI). Aplikasi artificial intelli-

gence (AI) tersebut merupakan algoritma yang mengumpulkan sebanyak mungkin

data dari proses operasional yang berulang, dan menghasilkan inputan data yang

akan digunakan sebagai dasar bagi perangkat teknologi untuk mengenali suatu

kondisi khusus, yang kemudian menciptakan kecerdasan otomasi buatan.
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Di Kedutaan Bsar Republik Indone-

sia di Bangkok, Thailand

Diskusi terkait perkembangan Industri Film dengan

perwakilan Ministry of Culture, Sport and Tourism

Thailand

Kunjungan ke Departeman of Cultural Promotion,

Ministry of Culture, Thailand

Bersama Perwakilan Kantana Post Production Studio Thailand
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Bersama Perwakilan Ministry of Culture, Sports and

Tourism Vietnam

Bersama Duta Besar RI untuk Vietnam

Bersama Duta Besar RI untuk Filipina



Dalam proses penyensoran film dan media, pelbagai instansi berwenang di

negara lain sudah menggunakan teknologi pengolahan gambar secara khusus, yang

mampu mendeteksi sebuah kondisi pada gambar atau video bergerak, yang

mengindikasikan pelanggaran. Seperti misalnya adegan kekerasan atau pornografi.

Teknologi tersebut menggunakan artificial intelligence (AI) yang menciptakan kecer-

dasan buatan pada mesin pengolah gambar, untuk mendeteksi adegan yang diang-

gap melanggar.

Untuk menunjang proses penyensoran film dan iklan film yang akurat dan

cepat, Lembaga Sensor Film saat ini tengah berusaha mengadopsi penggunaan

teknologi artificial interlligence (AI), dan Anggota Lembaga Sensor Film perlu

diperkuat kompetensinya di bidang penggunaan teknologi tersebut. Sehubungan
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Bersama Perwakilan

Movie and Tlevision Re-

view and Clasi!cation

Board of Philipines

Berdiskusi dan bertukar

pengetahuan terkait

perkembangan per -

!lman di Indonesia dan

Filipina



dengan hal itu Lembaga Sensor Film telah menjalin kerja sama dengan lembaga se-

jenis di beberapa negara, di antaranya adalah:

1. Thailand (Film and Video Screening Office, Department of Cultural Promotion,

Ministry of Culture, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Thailand)

2. Vietnam, (Cinema Department-Ministry culture, Sports, And, Tourism, dan Ke-

dutaan Besar Republik Indonesia di Vietnam)

3. Filipina (Movie and Television Review and Clasification Board, GMA Pictures,

dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina) 

Maksud dari kunjungan tersebut adalah untuk mengadakan diskusi penyen-

soran film dan iklan film berbasis teknologi terbarukan, untuk meningkatkan kom-

petensi penyensoran film dan iklan film berbasis teknologi Artificial Inteligence (AI).

Sehingga proses penyensoran dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat, serta

meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan informasi relevan terkait digitalisasi kon-

ten film.

D. Rapat Koordinasi Nasional LSF

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Sensor Film Republik Indone-

sia (LSF RI) diadakan setiap tahun dengan sejumlah tujuan yang ingin dicapai. Uta-

manya adalah meningkatkan koordinasi dengan stakeholders. Rakornas memberikan

kesempatan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perfilman, baik pe-

merintah, industri maupun masyarakat untuk bertemu, saling berkoordinasi,

bertukar informasi, dan menyatukan visi serta tujuan. Hal ini penting untuk memas-

tikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama dengan cara yang

terkoordinasi.

Rakornas LSF RI 2024 juga menjadi forum untuk membahas isu, tantangan,

maupun masalah strategis yang dihadapi LSF maupun bangsa Indonesia, terkait

tugas pokok dan fungsi kehadiran LSF sebagaimana diamanahkan Undang-Undang

No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Peserta dapat merumuskan solusi dan

rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk diambil ke depan. Kehadiran para

undangan dalam merumuskan pelbagai pertimbangan tersebut nantinya dapat

memudahkan LSF mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait. Dengan

demikian, maka implementasi kebijakan dan program LSF dapat dicapai lebih efektif,

lebih efisien, berkat adanya kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan

dalam ekosistem perfilman. 

Dengan saling memahami tugas, fungsi dan peran masing-masing, serta se-

lalu berbagi informasi, maka dapat dipastikan kebijakan dan program kerja yang

ditetapkan dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan konsisten. Rakornas LSF RI
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2024 atau National Coordination Meeting Film Censorship Institution of the Republic of
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Indonesia 2024 mengambil tema “Shaping the Future Together” dengan maksud men-

jalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan perfilman dalam menen-

tukan pelbagai bentuk kerja sama dan kolaborasi. 

Rakornas LSF RI 2024 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada 22 sampai den-

gan 24 November 2024, di Aryaduta Menteng Hotel, Jakarta Pusat. Kegiatan itu meli-

batkan 300 pemangku kepentingan perfilman Indonesia, baik dari pemerintah,

industri, maupun masyarakat perfilman. Selain itu, turut hadir tamu dari Thailand

yakni Ms. Pranisa Teopipithporn (Expert on Cultural Network and Community), dan

Mr. Glos Sawangwan (Director of International Film and Video Affairs Group, Depart-

ment of Cultural Promotion, Ministry of Culture of Thailand). Acara dibuka oleh

Menteri Kebudayaan DR. H. Fadli Zon, M.Sc. dan ditutup oleh Menteri Pendidikan

Dasar dan Menengah Prof. DR. Abdul Mu’ti, M. Ed.
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E. Relasi Antarlembaga
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Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat, 11 September 2024  di  Hotel Trans Studio Ban-

dung
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Ketua Komisi II LSF Ervan Ismail, menghadiri Anugerah

Penyiaran KPID Bali, 6 Desember 2024 di Gedung 

Kesenian Gde Manik, Buleleng Bali.
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LSF sebagai Narasumber Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa KPI Pusat di Jogjakarta
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LSF Sebagai Narasumber Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa

KPI Pusat di Purbalingga

LSF Sebagai Narasumber Gerakan Literasi Sejuta

Pemirsa KPI Pusat di Purwokerto

LSF sebagai Narasumber Gugus Tugas Penanggulangan Pornografi
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TENAGA SENSOR KOMISI II

M. Iqbal – Febi Cristine Siahaan – Agung Irfan Rachmadi – Ibnatul Wadhiyyah – 

Nurrohman Efendi – Milla Setiawati – Waroqotul Lukman Taim – Atika Zahra – 

Azizul Hakim Muhammad – Arinda Purbasari Adlinaputri – Rudiyanto – 

Putri Octaviani  –  Nandyto Widyanto  – Indri Ariefiandi
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LAPORAN KINERJA KOMISI III

BIDANG SOSIALISASI, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN, PUBLIKASI, DAN DESA SENSOR

MANDIRI DAN KOMUNITAS

Nusantara Husnul Khatim Mulkan, Zaqia Ramallah, Titin Setiawati, 

Kuat Prihatin, Hairus Salim



S
elain melaksanakan pe-

nyensoran dan peman-

tauan, Tugas Lembaga

Sensor Film (LSF), juga

memasyarakatkan peng-

golongan usia penonton dan krite-

ria penyensoran. Masyarakat perlu

mengetahui tentang penggolongan

usia penonton film dan kriteria pe-

nyensoran supaya dapat memilah

dan memilih film sesuai klasifikasi

usia. Dengan demikian, penonton

akan terhindar dari pengaruh nega-

tif film dan iklan film. 

Kemampuan masyarakat un -

tuk memilah dan memilih tontonan

disebut sebagai “Budaya Sensor

Mandiri.” Untuk mengoptimalkan

pemahaman masyarakat terhadap

budaya sensor mandiri, LSF meng -
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Pengantar

Kuat Prihatin

Ketua Komisi III



inisiasi program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang dicanang-

kan pada 2021. Program tersebut diaplikasikan melalui Catur Aksi Gerakan Nasional

Budaya Sensor Mandiri, yaitu: 1). Masifikasi sosialisasi dan publikasi; 2). kerjasama

dan kolaborasi; 3). penelitian dan pengembangan; serta 4). pengembangan Desa

Sensor Mandiri dan Komunitas. 

Implementasi program GNBSM tersebut selaras dengan tugas dan fungsi Ko-

misi III LSF yang tercermin dalam beberapa Subkomisi di dalamnya yakni: Subkomisi

Sosialisasi, Subkomisi Penelitian dan Pengembangan, Subkomisi Publikasi, dan Sub-

komisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas. Adapun rincian tugas setiap subkomisi

tersebut adalah sebagai berikut:

Subkomisi Sosialisasi: 1). Menyiapkan grand desain atau cetak biru Gerakan Na-

sional Budaya Sensor Mandiri. 2). Melaksanakan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya

Sensor Mandiri secara baik, terukur dan berkelanjutan. 3). Melakukan monitoring

dan evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas pelaksanaan Gerakan Nasional Budaya

Sensor Mandiri, dan 4). Memastikan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) media so-

sialisasi LSF baik dalam bentuk materi konten, maskot dan media sosialisasi lainnya

telah didaftarkan.

Subkomisi Penelitian dan Pengembangan: 1). Memastikan pelaksanaan peneli-

tian untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang secara

baik. 2). Memastikan pelaksanaan program untuk pengembangan dan peningkatan

kualitas sumber daya manusia. 3). Memastikan pelaksanaan dan keberlanjutan pro-

gram sertifikasi untuk tenaga sensor. 4). Memastikan penerimaan dan penyeleng-

garaan program untuk mahasiswa magang.

Subkomisi Publikasi: 1). Melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap

efektivitas pengelolaan media internal Lembaga Sensor Film. 2). Melakukan penge-

lolaan, pembuatan dan penayangan materi untuk laman, media sosial dan media

internal lembaga lainnya secara baik dan berkelanjutan. 3). Memastikan produksi

dan penayangan Panduan Film secara baik dan berkelanjutan. 4). Memastikan pro-

duksi majalah Sensor Film secara baik, berkualitas dan berkelanjutan,

Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas: 1). Melakukan identifikasi, kajian

dan analisis terhadap kualitas dan efektivitas program Desa Sensor Mandiri. 2). Me-

mastikan kualitas dan keberlanjutan program  Desa Sensor Mandiri. 3). Melakukan

inisiasi pembentukan komunitas dan Duta Sahabat Sensor Mandiri. 4). Membangun

wadah berhimpun, medium komunikasi dan interaksi komunitas Sahabat Sensor

Mandiri. 5). Membangun gerakan berbasis komunitas untuk sosialisasi Gerakan Na-

sional Budaya Sensor Mandiri.

Dalam memasyarakatkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM),

LSF menyelenggarakan beberapa model kegiatan sosialisasi yang melibatkan para

pemangku kepentingan. Model pertama adalah diskusi terpumpun di 45 lokasi di
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wilayah di Indonesia, termasuk LSF Goes to School dan LSF Goes to Campus. Naras-

umber pada kegiatan tersebut terdiri dari para ahli pelbagai bidang, seperti ahli pen-

didikan, psikolog, budayawan, dan pemerhati anak. Selain itu, narasumber juga

berasal dari Kementerian/Lembaga negara yang relevan seperti Kementerian Pen-

didikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (sekarang Kementerian Pendidikan Dasar

dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi,

Sains, Riset, dan Teknologi), Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Ke-

menterian Komunikasi dan Digitalisasi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi profesi seperti Persatuan Guru

Republik Indonesia (PGRI), Badan Perfilman Indonesia (BPI), dan lain-lain. 

Para peserta kegiatan tersebut terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat antara

lain, guru, siswa, orang tua siswa, mahasiswa, dosen, dan kelompok masyarakat lain-

nya seperti PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat setempat. Secara total jumlah

peserta kegiatan sosialisasi sepanjang 2024 mencapai 10.200 orang, melebihi target

yang ditetapkan Rencana Strategi (Renstra) LSF 2019-2024 yaitu 10.000 orang. 

Model kedua adalah sosialisasi melalui penayangan iklan layanan masyarakat

(ILM) sebelum penayangan film, di gedung-gedung Bioskop, bekerjasama dengan

Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Melalui model sosialisasi

ini pesan budaya sensor mandiri dapat tersampaikan kepada sekitar 80 juta penon-

ton bioskop (menurut data jumlah penonton bioskop pada 2024). Tentu angka ter-

sebut bukan merupakan jumlah orang yang terpapar, mengingat banyak penonton

yang menonton film lebih dari satu kali dalam setahun. 

Model ketiga adalah sosialisasi melalui media massa berupa pemberitaan di

media massa cetak dan elektronik, penerbitan majalah, dan media sosial resmi milik

LSF, antara lain Instagram, Tiktok, Facebook dan podcast. Penanggung jawab model

ketiga adalah Subkomisi Publikasi. Subkomisi ini juga bertanggung jawab mengelola

Panduan Film yang merupakan upaya LSF untuk memberikan kemudahan bagi

masyarakat mendapatkan film bermutu, dengan memberikan informasi lengkap

tentang setiap film yang akan ditayangkan di bioskop, baik film nasional maupun

film impor. 

Model keempat adalah sosialisasi di Gedung Bioskop setempat, bekerjasama

dengan GPBSI, dan Perusahaan Film nasional. Bila pada model lain sosialisasi di-

lakukan di hotel, sekolah, atau kampus, dalam model ini para peserta dihadirkan di

dalam gedung bioskop, dan acara sosialisi diakhiri dengan nonton bareng (nobar)

film nasional terbaru yang belum pernah ditayangkan sebelumnya. Ada beberapa

kelebihan yang didapatkan dengan model ini. Antara lain, pertama, peserta dapat

lebih fokus menyimak paparan materi GNBSM dari semua narasumber; kedua,

menumbuhkan budaya menonton film di bioskop (movies going habit) men

gingat tempat terbaik menonton film adalah di dalam ruang gelap di gedung

LAPORAN KINERJA 2024
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

177

Bab III



bioskop bukan di depan layar televisi atau layar gawai; ketiga, membantu mempro-

mosikan film nasional terbaru, sambil bertemu dan berdialog langsung dengan yang

terlibat dalam produksi film tersebut (aktor/aktris, sutradara, produser, penulis ske-

nario), mengingat “nasib” sebuah film sangat tergantung pada minat dan reaksi

penonton pada tiga hari pertama tayang. 

Disadari bahwa sejalan dengan perkembangan zaman, pada era digital saat

ini pandangan masyarakat terhadap film dan kontennya juga turut berkembang.

Sehubungan dengan hal tersebut, LSF menyelenggarakan penelitian tentang per-

sepsi masyarakat terhadap golongan usia film film. Tujuan penelitian itu adalah

untuk mendapatkan gambaran bagaimana pandangan masyarakat terhadap peng-

golongan usia penonton film yang saat ini berlaku sesuai peraturan dan perundan-

gan, yaitu Semua Umur (SU), 13 tahun ke atas (13+), 17 tahun ke atas (17+) dan 21

tahun ke atas (21+). 

Keempat penggolongan usia tersebut dikaji secara mendalam apakah masih

relevan atau perlu ada perubahan mengikuti perkembangan zaman. Penanggung

jawab program penelitian adalah Subkomisi Penelitian dan Pengembangan. Selain

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian, Subkomisi ini juga bertang-

gung jawab mengelola mahasiswa magang sebagai implementasi dari nota kesep-

ahaman (MoU) yang telah ditandatangani LSF dengan perguruan tinggi negeri dan

swasta, yang sampai saat ini tercatat lebih dari 40 MoU. 

Pada era keterbukaan informasi saat ini publikasi kelembagaan menjadi bagian

yang sangat penting. Publikasi diperlukan untuk menyampaikan kepada masyarakat

sekaligus sebagai pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan program dan ke-

giatan Lembaga Sensor Film sebagai lembaga negara yang dibiayai APBN. Publikasi

juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat ter-

hadap keberadaan Lembaga Sensor Film. Pelbagai sarana publikasi yang digunakan

Lembaga Sensor Film antara lain: Situs/laman resmi, pemberitaan di media masa

cetak dan elektronik, penerbitan majalah Sensor Film, media sosial (Facebook, Ins-

tagram, podcast, Tiktok, dan WA Bisnis). Penanggung jawab publikasi kelembagaan

adalah Ketua Subkomisi Publikasi. 

Wilayah desa secara geografis mungkin letaknya jauh dari hiruk pikuk perko-

taan dan dari akses ke bioskop. Namun pada era digital saat ini batas antara desa

dan kota sudah tidak ada lagi. Untuk menonton film masyarakat tidak harus datang

ke gedung bioskop, tetapi dapat dilakukan melalui media digital yang bisa diakses

secara personal di ruang pribadi di semua tempat, termasuk di desa terpencil seka-

lipun. Dari fakta tersebut maka pengaruh negatif film dan iklan film sangat mungkin

dapat masuk sampai ke desa-desa. 

Dengan pertimbangan tersebut LSF memandang perlu mengembangkan
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suatu desa percontohan yang masyarakatnya memahami dan menerapkan prinsip-

prinsip sensor mandiri yaitu, cerdas dan bijak memilah dan memilih tontonan sesuai

klasifikasi usia. Terkait pengembangan Desa Sensor Mandiri saat ini ada 7 (tujuh)

desa yang telah dikembangkan oleh LSF: Desa Karang di Karang Anyar dan Desa

Candirejo di Klaten (Jawa Tengah), Desa Pakisaji di Malang dan Desa Winongo di Ma-

diun (Jawa Timur), Desa Ambar Ketawang di Sleman (DI Jogjakarta), Desa Tiga He-

rang di Ciamis (Jawa Barat), dan Desa Pupuan di Gianyar (Bali). Penanggung jawab

program pengembangan desa sensor mandiri adalah Ketua Subkomisi Desa Sensor

Mandiri dan Komunitas.

Rincian capaian kinerja Komisi III LSF sepanjang 2024, yang dilaksanakan selu-

ruh Subkomisi di bawahnya, dengan bantuan Tenaga Sensor, dan secara adminis-

tratif didukung Sekretariat LSF, dapat disimak dalam laporan berikut ini
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Sosialisasi Gerakan 

Nasional Budaya

Sensor Mandiri

G
erakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) ber-

tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat ten-

tang pentingnya melakukan sensor secara mandiri,

yakni bijak memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi

usia. Program ini menyasar masyarakat luas dengan menitik-

beratkan pada literasi masyarakat, dan mengajak peserta me-

nerapkan sensor mandiri. Baik untuk diri sendiri, keluarga,

maupun masyarakat sekelilingnya. Masyarakat juga dihimbau

menaati pemilihan tontonan sesuai klasifikasi usia yang dite-

tapkan melalui Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang diterbit-

kan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI).

Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga)

jenis kegiatan yang dilangsungkan secara simultan, yaitu:

1. Sosialisasi GNBSM secara luring.

2. Kolaborasi GNBSM dengan kampus, 

sekolah, pemilik film, dan bioskop.

3. Sosialisasi melalui Desa Sensor Mandiri

Kegiatan GNBSM mencapai 45 lokasi di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Pe-

laksanaan kegiatan sosialisasi GNBSM diawali dengan pemberian materi tentang budaya sensor

mandiri, tanya jawab, dan pengisian link evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman masya-

rakat tentang sensor mandiri. Adapun target rencana strategis (Renstra) yang ditetapkan untuk

program GNBSM selama 2024 adalah 10.000 orang yang memahami budaya sensor mandiri, den-

gan capaian sebesar 10.201 orang. Rincian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
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Peserta kegiatan sosialisasi GNBSM adalah anggota masyarakat dengan pel-

bagai latar belakang. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut di antaranya adalah

guru, mahasiswa dan pelajar, ibu penggerak PKK, anggota dan pengurus organisasi

kemasyarakatan, wartawan, dan lainnya. Dengan kegiatan yang dilakukan secara si-

multan di pelbagai kota di Indonesia, peserta diharapkan dapat menjadi agen pe-

rubahan yang membantu Lembaga Sensor Film dalam memasyarakatkan budaya

sensor mandiri. Serta mendorong gerakan ini menjadi gerakan nasional yang dapat

membentengi warga negara Indonesia dari serbuan pelbagai pengaruh buruk ton-

tonan yang ada di masyarakat, dari dari dalam maupun luar negeri.

Kegiatan sosialisasi GNBSM dilaksanakan di pelbagai kota dengan menitikbe-

ratkan pada kota yang memiliki bioskop di seluruh Indonesia. Pemilihan lokasi mem-

pertimbangkan keberadaan bioskop karena menyesuaikan dengan ruang lingkup

tanggung jawab Lembaga Sensor Film untuk melindungi masyarakat dari dampak

buruk tontonan. Sementara pemilihan lokasi kegiatan di sekolah dan kampus yang

dimulai pada 2024, dilatarbelakangi pemikiran bahwa anak-anak dan mahasiswa

adalah pihak yang juga menerima dampak munculnya tontonan dengan adanya

perkembangan teknologi yang memungkinkan anak-anak dapat mengakses tonto-

nan secara mandiri dan seringkali tanpa pendampingan dari orangtua. Hal ini didu-

kung hasil penelitian Lembaga Sensor Film tahun 2023 yang menyatakan bahwa

sebanyak 248 dari 457 responden penelitian tidak diawasi ketika mengakses media

termasuk menonton film, dan 246 dari 457 responden penelitian menyatakan per-

nah menonton tontonan yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia. Sementara pe-

laksanaan kegiatan sosialisasi GNBSM yang dilaksanakan di bioskop dengan

sosialisasi dan nonton bareng film nasional berkualitas, adalah salah satu kontribusi

nyata Lembaga Sensor Film kepada dunia perfilman nasional dengan membeli tiket

film dan makanan dari biskop untuk peserta sosialisasi. 
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Selain dilaksanakan secara tatap muka bekerja sama dengan pelbagai pihak,

GNBSM juga dilakukan melalui pelbagai media baru untuk menjangkau masyarakat

yang lebih luas. Antara lain, dengan menggunakan Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

dan telop yang ditayangkan di bioskop sebelum pemutaran film, serta di media so-

sial milik LSF. Dengan perhitungan penonton bioskop di Indonesia pada 2024 sekitar

80 juta penonton, dan pengikut media sosial LSF sejumlah 22 ribu pengikut, maka

pesan GNBSM mampu menjangkau 80 juta lebih penduduk Indonesia.

Bab III

LAPORAN KINERJA 2024
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

205



P
erfilman Indonesia tengah mengalami transfor-

masi besar yang mengharuskan adanya pengua-

tan kelembagaan di Lembaga Sensor Film (LSF),

terutama melalui Subkomisi Penelitian dan Pengemban-

gan (Subkom Litbang). Keberadaan Subkomisi ini me-

miliki nilai strategis, mengingat industri perfilman

nasional menghadapi tantangan yang semakin kom-

pleks pada era digital saat ini.

Pemerintah telah membangun landasan hukum

yang kuat dan komprehensif melalui serangkaian regu-

lasi. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009

tentang Perfilman sebagai payung hukum tertinggi, di-

lanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film yang menga-

tur teknis kelembagaan, serta Peraturan Menteri Pendi-

dikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 tentang

Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan

Film dan Iklan Film dari Peredaran. Kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden

Nomor 87/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota LSF, dan dirinci melalui

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 60/P/2024

tentang Tenaga Sensor Film.

Subkom Litbang memiliki 4 (empat) ruang lingkup tugas pokok yang strategis

sebagai kunci dalam menjawab pelbagai tantangan perfilman kontemporer. Seba-
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gaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Repu-

blik Indonesia Nomor 0744/10/2024 tentang Rincian Tugas Komisi dan Subkomisi

Lembaga Sensor Film, keberhasilan eksekusi program dalam keempat aspek itu akan

menentukan kecakapan LSF pada bidang penelitian dan pengembangan dalam ber-

adaptasi serta berkembang sesuai tuntutan zaman.

Tugas penelitian yang dibidangi secara khusus oleh Subkomisi ini akan men-

jadi kunci utama dalam proses pengambilan keputusan berbasis kajian akademik

di tubuh LSF. Urgensi ini semakin menguat, mengingat dinamika perfilman dan kon-

ten audio visual yang berkembang pesat. LSF dituntut bergerak lebih progresif den-

gan meninggalkan pendekatan lama yang cenderung reaktif dalam merespon

pelbagai isu perfilman nasional.

Pendekatan ilmiah yang sistematis dan terukur dalam merumuskan kebijakan,

merupakan keniscayaan bagi LSF. Dalam hal ini, LSF perlu mengembangkan meto-

dologi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, perubahan pola

konsumsi konten audio visual masyarakat, serta kehidupan sosial-budaya yang ber-

gerak dinamis. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya re-

levan dengan perkembangan zaman, tetapi juga memiliki landasan etis yang kuat

dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pengembangan pada bidang penelitian, tugas Subkomisi ini juga men-

cakup tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan program pengembangan

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengawal keberlanjutan program

sertifikasi Tenaga Sensor, serta mengelola program penerimaan dan penyelengga-

raan mahasiswa magang. Seluruh tugas itu membentuk kesatuan yang utuh dalam

mendukung penguatan kelembagaan LSF sesuai amanat UU tentang Perfilman,

dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik.

Pada era digital saat ini, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi

prioritas yang mendesak. Di tengah derasnya arus konten digital dan platform

streaming, Tenaga Sensor LSF dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni, tidak

hanya dalam aspek teknis penyensoran, tetapi juga pemahaman mendalam tentang

konteks sosial budaya dan perkembangan tren global. Oleh karenanya, program ser-

tifikasi Tenaga Sensor hadir sebagai respons atas pelbagai kritik publik terkait stan-

dardisasi kompetensi. Masyarakat perlu mendapat kepastian bahwa setiap kajian

Tenaga Sensor yang dilaporkan kepada Anggota sebagai bahan pertimbangan ke-

putusan, benar-benar dihasilkan oleh tenaga profesional bersertifikasi dengan stan-

dar kompetensi terukur. Program sertifikasi dalam Subkom Litbang menjadi bukti

nyata komitmen LSF dalam memastikan kualitas dan profesionalisme Tenaga Sensor.

Sehingga setiap kajian dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan me-

todologis sesuai kaidah yang telah ditetapkan.
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Selain itu, program magang bagi mahasiswa membuka peluang regenerasi

dalam tubuh LSF. Keterlibatan generasi muda dalam pelbagai aktivitas LSF tidak se-

kadar menjadi wadah transfer pengetahuan, tetapi juga memastikan kesinambung -

an perspektif antargenerasi dalam memahami konten film.

Keempat aspek tugas dalam Subkomisi ini merupakan bagian yang saling ter-

koneksi dalam membentuk ekosistem pengembangan LSF yang holistik. Namun,

tantangan utama terletak pada implementasi program, bukan sekadar perumusan-

nya. Sebab, seringkali inisiatif yang baik terhambat oleh keterbatasan sumber daya.

Keberhasilan implementasi program tentu membutuhkan kolaborasi erat de -

ngan pelbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan lintas Subkomisi dalam tubuh

LSF ataupun kesepahaman bersama dengan pelbagai mitra di bidang penelitian,

akan memperkaya perspektif dan memperkuat legitimasi program yang dijalankan.

Penting untuk memastikan bahwa seluruh program sejalan dengan semangat UU

No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. LSF tidak sekadar berperan sebagai pengawas

konten film, tetapi juga katalisator bagi berkembangnya industri perfilman yang

sehat dan berkualitas.

Dalam menjalankan transformasi kelembagaan, Subkom Litbang tetap men-

gedepankan profesionalisme dan tata kelola yang baik. Keberhasilan Subkomisi

tidak diukur dari kuantitas penelitian atau jumlah Tenaga Sensor yang tersertifikasi,

melainkan dari kemampuan LSF beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa kehi-

langan esensinya sebagai penjaga konten perfilman nasional.

Subkom Litbang terus berkomitmen untuk mendorong penguatan kelemba-

gaan LSF secara berkelanjutan. Pengembangan basis riset dan kajian, peningkatan

kualitas SDM, program sertifikasi Tenaga Sensor, serta pengelolaan program ma-

gang mahasiswa, telah menjadi fokus utama dalam upaya transformasi LSF pada bi-

dang penelitian guna menghadapi tantangan era digital.

Serangkaian program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan

sepanjang periode ini menunjukkan tekad kuat Subkom Litbang dalam memban-

gun fondasi LSF yang lebih profesional dan adaptif. Melalui pendekatan yang siste-

matis dan terukur, Subkomisi ini terus berupaya memastikan setiap program

memberikan dampak nyata bagi penguatan kapasitas kelembagaan LSF.

Perjalanan transformasi ini masih panjang dan akan terus menghadapi pelba-

gai tantangan. Namun, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan ko-

laborasi yang erat antar-Subkomisi, terdapat optimisme untuk terus berkontribusi

dalam mewujudkan visi LSF sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi

sensor, tetapi juga berperan aktif dalam memajukan ekosistem perfilman nasional

yang sehat dan berkualitas.Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gam-

baran yang komprehensif tentang upaya dan pencapaian Subkom Litbang, sekaligus

menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang.
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Rincian Program

1.  Pelaksanaan Penelitian untuk Peningkatan Kualitas: Kajian Persepsi

Masyarakat Terhadap Sistem Klasifikasi Usia Penonton Film di Indonesia

Tahun 2024

Bekerjasama dengan Universitas Multimedia Nusantara, LSF melaksanakan pe-

nelitian yang merupakan implementasi strategis dari tugas pertama Subkom Lit-

bang LSF. Penelitian kolaboratif antara LSF-RI dan Universitas Multimedia Nusantara

ini dirancang untuk mengoptimalkan peran dan fungsi LSF berdasarkan kajian il-

miah sebagai lembaga sensor dan klasifikasi film dan iklan film di Indonesia. Dengan

mengadopsi pendekatan mixed-method, penelitian mengintegrasikan survei kuan-

titatif dengan Focus Group Discussion (FGD), untuk memeroleh pemahaman kom-

prehensif tentang persepsi dan kebutuhan masyarakat terkait sistem klasifikasi usia

film dan iklan film.

Dalam aspek metodologis, penelitian melibatkan sampel signifikan sebanyak

1.222 responden yang tersebar di 5 (lima) wilayah metropolitan Indonesia: Jabode-

tabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Untuk memastikan representasi

yang seimbang, responden didistribusikan dalam tiga klasifikasi usia: Remaja 13

tahun ke atas (R13+), dewasa 17 tahun ke atas (D17+), dan dewasa 21 tahun ke atas

(D21+), agar memberikan spektrum perspektif yang komprehensif terhadap sistem

klasifikasi yang berlaku. Penelitian kuantitatif ini diperkaya dengan penyelenggaraan

FGD yang melibatkan 25 narasumber ahli, yang terbagi dalam lima kelompok: aka-

demisi, praktisi perfilman, guru, orang tua, dan psikolog. Kelompok narasumber ini

berperan penting dalam memberikan validasi dan pendalaman terhadap temuan-

temuan kuantitatif, memastikan komprehensivitas dan kedalaman analisis peneli-

tian.

Melalui kombinasi metode ini, penelitian berhasil mengumpulkan data yang

kaya dan mendalam mengenai efektivitas sistem klasifikasi film saat ini, serta meng -

identifikasi kebutuhan pembaruannya pada era digital. Temuan penelitian ini akan

menjadi landasan empiris bagi LSF dalam mengembangkan sistem klasifikasi yang

lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perfilman kontemporer, sekaligus

mempertahankan fungsi perlindungannya terhadap penonton film Indonesia.

Temuan penelitian menunjukkan beberapa aspek krusial dalam pemahaman

dan persepsi publik terhadap LSF. Sebanyak 74,88% responden mengonfirmasi pe-

mahaman yang baik terhadap fungsi dasar LSF dalam melindungi masyarakat dari

konten yang tidak sesuai usia, meskipun 25,12% masih mengkritisi inkonsistensi

dalam penerap an klasifikasi. Terkait platform digital, 94,83% responden mengek-

spresikan kepuasan terhadap kemudahan akses yang ditawarkan platform seperti

Netflix dan YouTube, namun 91,98% responden juga menyatakan kekhawatiran ter-

hadap fleksibilitas akses yang memungkinkan anak-anak dan remaja mengonsumsi

konten dewasa dengan mudah.
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Dalam hal konten negatif, mayoritas responden menunjukkan kesadaran

tinggi terhadap dampak potensial dari pelbagai jenis konten. Sebanyak 91,89%

meyakini konten kekerasan dapat memengaruhi perilaku agresif, sementara 96,15%

mengakui risiko konten seksual dalam memicu perilaku tidak pantas. Lebih lanjut,

95,32% responden menekankan dampak negatif dari konten sensitif seperti suku

agama, ras, antargolongan (SARA) dan lesbian, gay, bisexual, transgender, queer

(LGBTQ), jika tidak dibatasi sesuai klasifikasi usia. Temuan ini memperkuat urgensi

pengembangan pedoman yang lebih ketat dan kontekstual dalam klasifikasi usia

tontonan.

Evaluasi terhadap sistem klasifikasi mengungkapkan dukungan kuat (92,97%)

untuk pembaruan klasifikasi usia penonton. Sistem yang berlaku saat ini dinilai ku-

rang detail dalam mengakomodasi perbedaan tahap perkembangan anak-anak dan

dinamika zaman. Aspek sosialisasi juga teridentifikasi sebagai area yang membu-

tuhkan perhatian khusus, dengan adanya kesenjangan antara tujuan program dan

hasil yang dicapai di lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan beberapa lang-

kah strategis. Pertama, revitalisasi sistem klasifikasi usia dengan pengembangan kla-

sifikasi yang lebih spesifik (0-5, 7+, 18+) yang mempertimbangkan aspek kognitif

dan tahap perkembangan anak. Kedua, penguatan kolaborasi multi-stakeholder

yang melibatkan institusi pendidikan, platform streaming digital, dan pakar media.

Ketiga, pengembangan program literasi media yang komprehensif, mencakup edu-

kasi terstruktur dan kampanye publik melalui pelbagai kanal.

Hasil penelitian klasifikasi usia dan persepsi penonton LSF mengungkapkan

beberapa implikasi strategis yang memerlukan perhatian khusus. David Buckingham

dalam After the Death of Childhood: Growing Up in the Age of Electronic Media

(2000:145) memberikan perspektif penting dengan menyatakan: "Media classifica-

tion systems must evolve beyond simple age 7 categories to address the complex ways

in which young people engage with digital content." Ini sangat relevan dengan temuan

penelitian di mana 92,97% responden mendukung pembaruan sistem klasifikasi

usia, mengindikasikan kebutuhan mendesak akan sistem yang lebih mutakhir dan

kontekstual untuk mengakomodasi kompleksitas interaksi anak muda dengan kon-

ten digital.

Sonia Livingstone dalam Children and the Internet: Great Expectations, Challeng-

ing Realities (2009:78-79) memperkuat urgensi ini dengan argumentasi: "The digital

age demands a fundamental rethinking of content regulation, one that acknowledges

children's agency while protecting their vulnerabilities." Temuan bahwa 91,98% respon-

den mengkhawatirkan kemudahan akses konten dewasa di platform digital mere-

fleksikan kebutuhan akan pendekatan regulasi yang lebih komprehensif. Henry

Jenkins dalam Convergence Culture (2006:205) menambahkan dimensi penting
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dengan menyatakan: "Media convergence requires regulatory bodies to develop more

flexible and adaptive approaches to content classification." Perspektif ini menjadi lan-

dasan untuk pengembangan sistem klasifikasi multidimensi yang tidak hanya mem-

pertimbangkan usia, tetapi juga aspek perkembangan kognitif dan sosial-emosional

penonton.

Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi hasil penelitian yang dapat diim-

plementasikan mencakup pengembangan sistem klasifikasi yang lebih rinci dengan

klasifikasi 0-5, 7+, dan 18+, penguatan kolaborasi dengan platform digital melalui

pengembangan sistem verifikasi usia dan kontrol parental terintegrasi, serta imple-

mentasi program literasi media komprehensif yang melibatkan sekolah, komunitas,

dan opinion leader. Tindak lanjut dari rekomendasi ini memerlukan pembentukan

tim khusus untuk pengembangan sistem klasifikasi baru, penyusunan roadmap im-

plementasi program literasi media, serta inisiasi dialog dengan platform digital untuk

standardisasi sistem klasifikasi. Implementasi program-program ini perlu didukung

oleh mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif, untuk memastikan keberlan-

jutan dan adaptabilitas sistem klasifikasi pada era digital, sekaligus memperkuat

peran LSF sebagai guardian konten film nasional.

Rekomendasi Hasil Penelitian:

Kolaborasi penelitian antara LSF-RI dan Universitas Multimedia Nusantara

dalam mengkaji sistem klasifikasi film, ini menjadi langkah strategis dalam upaya

pembaruan dan penguatan kelembagaan LSF pada era digital. Hasil penelitian yang

melibatkan 1.222 responden dan 25 narasumber ahli telah menghasilkan temuan-

temuan penting tentang efektivitas sistem klasifikasi saat ini, serta memberikan re-

komendasi komprehensif untuk pengembangannya ke depan. Data yang kaya dan

mendalam dari mixed method ini menjadi landasan empiris yang kuat bagi LSF dalam

merancang sistem klasifikasi yang lebih adaptif dan responsif, sekaligus tetap me-

mertahankan fungsi utamanya dalam melindungi penonton film Indonesia. Melalui

implementasi rekomendasi yang dihasilkan, LSF diharapkan dapat mengoptimalkan

perannya sebagai lembaga sensor dan klasifikasi film yang kredibel dan relevan de -

ngan dinamika perfilman kontemporer.

Kolaborasi Pemangku Kebijakan

Pengembangan kolaborasi multi-stakeholder menjadi fokus utama dalam re-

komendasi program LSF tahun 2024. Kolaborasi ini dirancang melalui serangkaian

diskusi dan kerjasama terstruktur yang melibatkan pelbagai pemangku kepentingan

strategis. Dalam aspek kerjasama dengan ahli dan praktisi, LSF perlu membangun
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kolaborasi intensif dengan psikolog untuk menganalisis dampak konten negatif ter-

hadap perkembangan psikologis penonton, serta menjalin kerjasama dengan film-

maker untuk menyelaraskan kebebasan artistik dengan tanggung jawab sosial.

Pelibatan pakar dan akademisi juga menjadi krusial dalam pengembangan cakupan

wewenang LSF ke depan.

Keterlibatan masyarakat menjadi komponen penting dalam strategi ini, di

mana LSF perlu melakukan penelitian dan diskusi publik secara berkala untuk me-

mahami kebutuhan dan kekhawatiran penonton. Kerjasama dengan komunitas dan

institusi pendidikan perlu diperkuat untuk meningkatkan literasi media, didukung

oleh kolaborasi dengan media dalam sosialisasi klasifikasi usia dan sensor mandiri.

Dalam aspek pengembangan sistem, LSF perlu membangun kerjasama dengan ek-

sibitor untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, serta

berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dalam pengembangan sistem berbasis

artificial intelligence (AI) untuk implementasi klasifikasi yang lebih konsisten dan detil.

Rencana aksi strategis mencakup tiga area utama; (1) pengembangan platform

digital, (2) program literasi media, dan (3) penguatan sistem klasifikasi. Dalam pen-

gembangan platform digital, fokus diberikan pada implementasi sistem AI untuk

efisiensi proses sensor dan klasifikasi, pengembangan database konten terklasifikasi,

serta sistem monitoring digital terintegrasi. Program literasi media diwujudkan me-

lalui pengembangan modul edukasi untuk pelbagai kelompok usia, kampanye di-

gital awareness, serta workshop dan pelatihan untuk stakeholder. Sementara itu,

penguatan sistem klasifikasi dilakukan melalui revisi parameter klasifikasi sesuai per-

kembangan zaman, integrasi aspek psikologis dalam kriteria penilaian, dan standar-

disasi proses klasifikasi lintas platform.

Implementasi program ini memerlukan timeline yang jelas dengan pembagian

program jangka pendek (3-6 bulan), menengah (6-12 bulan), dan panjang (1-2

tahun). Sistem evaluasi dikembangkan melalui penetapan Komisi Penyiaran Indone-

sia (KPI) untuk setiap program, mekanisme feedback stakeholder, dan review berkala

efektivitas program. Penyesuaian program dilakukan secara berkelanjutan berda-

sarkan hasil evaluasi dan umpan balik, dengan fokus pada pengembangan inovasi

dan penguatan kolaborasi multi-stakeholder. Keseluruhan rekomendasi ini diran-

cang untuk memastikan LSF dapat menjalankan fungsinya secara optimal pada era

digital, dengan tetap mempertahankan relevansi dan efektivitasnya dalam melin-

dungi kepentingan penonton film Indonesia.

Sistem Klasifikasi

Rekomendasi pembaruan sistem klasifikasi usia film merupakan respon terha-

dap dinamika perfilman kontemporer yang semakin kompleks. Dalam implemen-

tasinya, LSF perlu mengembangkan kerangka klasifikasi yang holistik, tidak hanya
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berbasis pada pengelompokan usia kronologis, tetapi juga mempertimbangkan

aspek perkembangan kognitif, sosial, dan emosional penonton. Sistem ini harus

mampu mengakomodasi keseimbangan antara kebebasan berkreasi para film-maker

dengan tanggung jawab sosial mereka dalam melindungi penonton, khususnya

anak-anak dan remaja, dari paparan konten yang tidak sesuai dengan tahap per-

kembangan mereka. Kerangka klasifikasi yang baru perlu mencerminkan nilai-nilai

masyarakat kontemporer, sekaligus memberikan panduan yang jelas bagi industri

perfilman dalam menghasilkan konten yang bertanggung jawab.

Untuk memastikan efektivitas dan relevansi sistem klasifikasi, LSF perlu me-

nerapkan mekanisme evaluasi dan pembaruan berkala melalui survei opini publik

yang terstruktur. Proses ini mencakup pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif

tentang persepsi masyarakat terhadap sistem klasifikasi, analisis pola konsumsi kon-

ten digital, serta kajian mendalam terhadap perkembangan tren perfilman global

dan nasional. LSF juga perlu membangun sistem monitoring yang dapat mengukur

dampak klasifikasi terhadap perilaku menonton dan perlindungan penonton. Me-

lalui pendekatan sistematis dan berbasis data ini, LSF dapat mengembangkan sistem

klasifikasi yang adaptif terhadap perubahan zaman, efektif dalam melindungi pe-

nonton, dan mendukung perkembangan industri perfilman nasional secara berke-

lanjutan.

Implementasi pembaruan sistem klasifikasi juga memerlukan strategi sosiali-

sasi yang komprehensif untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan dari seluruh

pemangku kepentingan. Hal ini mencakup edukasi kepada industri film tentang pa-

rameter klasifikasi yang baru, kampanye kesadaran publik tentang pentingnya me-

merhatikan klasifikasi usia dalam memilih tontonan, serta pengembangan panduan

praktis bagi orang tua dan pendidik dalam mengawasi konsumsi konten anak dan

remaja. Keberhasilan sistem klasifikasi yang baru akan sangat bergantung pada efek-

tivitas kolaborasi antara LSF, industri film, platform distribusi, dan masyarakat dalam

menciptakan ekosistem perfilman yang sehat dan bertanggung jawab.

2. Program Magang Mahasiswa di Lembaga Sensor Film

Program magang di LSF menjadi salah satu implementasi penting dari tugas

Subkom Litbang. Hingga Desember 2024, program ini telah menerima 38 mahasi-

swa dari 14 perguruan tinggi, menunjukkan peran aktif LSF dalam membuka ruang

pembelajaran bagi generasi muda.

Pelaksanaan program magang ini didasarkan pada landasan hukum yang

komprehensif, meliputi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP

Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, Perpres

Nomor 58 Tahun 2013 tentang BKN, serta Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17 Tahun
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2022 tentang Penyelenggaraan Magang.

Melalui fokus yang mencakup pengembangan kompetensi, penguatan kelem-

bagaan, regenerasi dan transfer pengetahuan, serta kontribusi pada ekosistem per-

filman, LSF membuktikan keseriusannya dalam mempersiapkan generasi penerus

perfilman Indonesia. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pembekalan tentang re-

gulasi dan kebijakan perfilman, tetapi juga diberi ruang untuk mentransfer penge-

tahuan yang mereka miliki sesuai bidang dan minatnya.

Hal menarik dari program ini adalah terciptanya pertukaran pengetahuan dua

arah yang dinamis. Di satu sisi, mahasiswa mempelajari kompleksitas dunia kerja pe-

nyensoran film serta dinamika perkem bang an industri film pada era digital. Di sisi

lain, LSF mendapatkan input perspektif segar dan pendekatan baru dari dunia aka-

demik yang dibawa para mahasiswa magang.

Data pelaksanaan program menunjukkan pola yang menggembirakan. Mayo-

ritas peserta berasal dari perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama melalui

Memorandum of Understanding (MoU) de ngan LSF, menunjukkan kuatnya jejaring

kelembagaan LSF yang telah dibangun. Sementara itu, kehadiran peserta magang

mandiri memperkaya keragaman perspektif dan memberikan kesempatan yang

lebih luas bagi mahasiswa dari pelbagai latar belakang.

Program ini menjadi manifestasi nyata komitmen LSF dalam mengembangkan

SDM perfilman nasional. Lebih dari sekadar memenuhi amanat regulasi, program

magang LSF telah menjadi wadah pembelajaran praktis yang memertemukan teori

dan praktik, sekaligus memerkuat basis penelitian dan pengembangan LSF.

Untuk memastikan kualitas dan efektivitas program magang, LSF menerapkan

mekanisme seleksi yang ketat dan profesional. Proses penerimaan mahasiswa ma-

gang tidak hanya fokus pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga

mempertimbangkan kesesuaian latar belakang akademis dan potensi kontribusi

mahasiswa terhadap pengembangan lembaga. Hal ini sejalan dengan komitmen

Subkom Litbang dalam membangun program magang yang benar-benar membe-

rikan nilai tambah, baik bagi mahasiswa maupun bagi pengembangan kapasitas ke-

lembagaan LSF.

Proses pengajuan magang di LSF mengikuti alur yang sistemis dan terstruktur

sebagaimana ditunjukkan dalam diagram alir pada flowchart di atas. Proses ini di-

mulai dengan tahap pengajuan calon peserta magang yang harus mengirimkan do-

kumen persyaratan ke LSF. Setelah dokumen diterima, Biro SDM LSF akan melakukan

pengecekan kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Pada tahap ini terdapat proses

seleksi yang menentukan apakah calon peserta diterima atau tidak. Jika dokumen

tidak memenuhi persyaratan, calon peserta harus melakukan proses ulang penga-

juan sebagaimana yang telah dipersyaratkan LSF.  
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Bagi calon peserta yang diterima, proses berlanjut ke tahap penandatanganan

Pakta Integritas. Dokumen ini merupakan komitmen tertulis peserta untuk menjaga

integritas dan kerahasiaan selama menjalani program magang di LSF. Setelah men-

andatangani Pakta Integritas, peserta dapat memulai program magang sesuai pe-

nempatan dan jadwal yang telah ditentukan LSF. Proses berakhir ketika masa

magang selesai sesuai periode yang telah disepakati. Alur proses ini dirancang untuk

memastikan bahwa program magang berjalan profesional dan terorganisir, sekaligus

menjamin output kualitas peserta magang yang telah terlibat dalam kegiatan LSF.

Setelah melalui proses seleksi yang ketat dan menandatangani Pakta Integri-

tas, peserta memasuki tahapan pelaksanaan program magang yang telah dirancang

secara sistematis. LSF telah menyusun rangkaian kegiatan terstruktur yang dimulai

dari tahap pengenalan, di mana setiap peserta harus mempersiapkan pelbagai do-

kumen dan mengikuti arahan awal yang akan menjadi panduan selama program

berlangsung. Tahapan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan peserta ma-
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gang memahami tanggung jawab dan ekspektasi program, sekaligus mempersiap-

kan diri untuk berkontribusi secara optimal dalam kegiatan LSF. 

Selanjutnya, sebagaimana pada diagram di atas, program magang LSF terbagi

dalam tiga tahapan utama yang terstruktur. Pada tahap pengenalan, peserta ma-

gang diminta menyerahkan CV yang relevan dengan bidang penempatan mereka.

Selain itu, mereka juga mendapat arahan untuk menyusun makalah ilmiah tentang

LSF serta panduan pembuatan log dan laporan harian yang akan menjadi bagian

dari dokumentasi kegiatan magang.

Memasuki tahap pelaksanaan, peserta magang mulai terlibat dalam tugas ha-

rian di Subkomisi pada lingkungan LSF atau sekretariat sesuai penempatan mereka.

Selama periode ini, mereka juga diwajibkan menulis laporan harian dan mengikuti

bimbingan ilmiah untuk memastikan kualitas output akademik dari program ma-

gang.  Tahap akhir adalah penyelesaian, di mana peserta magang harus menuntas-

kan Bab I laporan magang mereka. Proses ini difinalisasi dengan penandatanganan

lembar penilaian dan penerbitan sertifikat magang sebagai bukti formal telah me-

nyelesaikan program dengan baik.  

Ketiga tahapan ini dirancang untuk memastikan program magang tidak hanya

memberikan pengalaman praktis, tetapi juga menghasilkan output akademik yang

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap tahap memiliki deliver-

able yang jelas, memudahkan pemantauan progres dan evaluasi kinerja peserta ma-

gang. 
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Kejelasan tahapan dan deliverable dalam program magang LSF tidak berhenti

pada level pelaksanaan. Lebih lanjut, Subkom Litbang mengambil langkah dengan

membangun sistem antisipasi dan respon hasil pelaksanaan magang LSF. Setiap out-

put akademik dan pengalaman praktis yang dihasilkan selama program magang

menjadi bahan kajian kelembagaan untuk penyempurnaan program magang ke

depan, memastikan adanya peningkatan kualitas yang berkelanjutan sesuai kebu-

tuhan lembaga dan perkembangan industri perfilman.

Subkom Litbang LSF menunjukkan langkah progresif dalam pengembangan

program magang melalui rangkaian antisipasi yang terstruktur, sebagaimana ter-

cantum dalam Tabel. Yang menarik, Subkom Litbang tidak sekadar menjalankan
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program magang kelembagaan sebagai rutinitas, tetapi membangun sistem yang

lebih adaptif dan responsif terhadap hasil pelaksanaan.  

Tahap awal yang berfokus pada antisipasi dan respons hasil pelaksanaan

magang menjadi fondasi penting. Namun, langkah yang lebih menarik terlihat pada

fase "Melanjutkan", di mana LSF tidak hanya memertahankan kolaborasi dengan

perguruan tinggi, tetapi juga membuka pintu bagi mahasiswa dari pelbagai

program studi - mulai dari Film & Televisi, Komunikasi, hingga Sistem Informasi.   

Yang patut diapresiasi adalah keberanian LSF dalam tahap "Melaksanakan", di

mana Subkom Litbang mengembangkan variasi program dengan merangkul ma-

hasiswa dari latar belakang yang lebih beragam. Masuknya bidang-bidang Soshum

seperti Psikologi, Hukum, Bahasa & Sastra, hingga Antropologi menunjukkan pe-

mahaman LSF saat ini bahwa aspek-aspek film membutuhkan perspektif multidis-

iplin. Pendekatan ini mencerminkan visi LSF yang jauh ke depan. Subkom Litbang

tidak sekadar mencari tenaga magang untuk membantu operasional kelembagaan,

tetapi benar-benar membangun ekosistem pembelajaran yang inklusif dan berke-

lanjutan. Program magang LSF telah bertransformasi menjadi wadah pertukaran

pengetahuan yang dinamis, di mana pelbagai disiplin ilmu bertemu untuk mem-

perkaya proses penyensoran film di Indonesia.

Penyempurnaan program magang tidak hanya berfokus pada aspek teknis

pelaksanaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap

ekosistem perfilman nasional. Melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis,

ada 4 (empat) area kunci yang teridentifikasi dan memerlukan perhatian khusus,

sebagaimana tercermin dalam output yang diharapkan. Langkah ini menunjukkan

komitmen LSF dalam membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan pro-

gram magang yang tidak hanya efektif dalam pelaksanaan, tetapi juga memberikan

dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas SDM pada internal LSF, pengua-

tan kesadaran masyarakat, pemberdayaan generasi muda, dan penguatan kolabo-

rasi antar pemangku kepentingan dalam industri perfilman nasional.
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Tabel di atas menunjukkan pendekatan strategis melalui empat klasifikasi yang

saling terintegrasi. LSF tidak sekadar menetapkan target-target normatif, tetapi

membangun kerangka output yang komprehensif dan berorientasi pada pemba -

ngunan ekosistem perfilman yang berkelanjutan dan metodologis.  

Dari sisi SDM, Subkom Litbang menargetkan terbentuknya SDM unggul ber-

standar kompetensi global. Hal ini mencerminkan visi-misi LSF ke depan yang me-

mentingkan pengembangan sumber daya manusia pada level lanjutan. Sementara

itu, dalam aspek kesadaran masyarakat, LSF mengambil pendekatan yang lebih fun-

damental dengan mendorong pemahaman tentang budaya sensor mandiri, yang

menunjukkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam literasi media. 

Perhatian khusus pada generasi muda memperlihatkan visi jangka panjang

LSF, di mana output yang diharapkan tidak sekadar partisipasi pasif, melainkan ke-

siapan aktif dalam mendukung perfilman nasional yang berkualitas dan edukatif.

Puncaknya, aspek kolaborasi mendemonstrasikan pemahaman LSF akan pentingnya

sinergi multi-stakeholder, dengan membangun ekosistem kolaborasi berkelanjutan

yang melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat sebagai mitra strategis. 

Kerangka output yang dibangun tersebut tidak hanya menjadi acuan teoretis,

tetapi telah diimplementasikan secara nyata melalui program magang LSF yang
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terus berkembang. Pelaksanaan program ini menunjukkan bagaimana output yang

diharapkan diterjemahkan ke dalam strategi perekrutan dan penempatan maha-

siswa magang dari pelbagai latar belakang pendidikan. Hal ini tercermin dari kom-

posisi peserta program magang yang menggambarkan upaya LSF dalam

membangun tim yang multidisipliner, dengan penekanan khusus pada bidang-bi-

dang yang relevan dengan tantangan kontemporer dalam industri perfilman dan

sensor media.

Statistik program magang LSF 2024 memperlihatkan komposisi mahasiswa

yang menarik untuk dicermati. Berdasarkan Figur di atas, Ilmu Komunikasi berkon-

tribusi dengan 10 (sepuluh) mahasiswa, menjadi program studi dengan peserta ter-

banyak. Dominasi ini mencerminkan kebutuhan LSF akan perspektif komunikasi

strategis dalam mengembangkan program kelembagaan, meski tidak terlibat lang-

sung dalam proses penyensoran.  

Menariknya, Jurnalistik dan Film & Televisi masing-masing menyumbang 6

(enam) mahasiswa. Para mahasiswa ini berkontribusi dalam pengembangan konten

dan dokumentasi, serta memberikan perspektif teknis dan estetika dalam konteks

perfilman. Keterlibatan mereka berfokus pada aspek pendukung proses penyenso-

ran, seperti pengelolaan arsip dan pengembangan materi edukasi.  

Sistem Informasi dengan 3 (tiga) mahasiswa dan Komunikasi & Penyiaran Islam
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dengan 4 (empat) mahasiswa melengkapi keragaman tim magang. Mereka mem-

bawa pengetahuan terkini dalam pengembangan sistem digital dan perspektif etis-

kultural, tanpa terlibat dalam penilaian konten secara langsung.  

Distribusi ini me-

nunjukkan bagaimana

LSF cerdas memanfaat-

kan program magang se-

bagai wadah pertukar an

pengetahuan. Mahasiswa

mendapat peng alaman

praktis tentang komplek-

sitas kerja lembaga sen-

sor, sementara LSF

mem peroleh perspektif

akademik terkini untuk

pengembang an sistem

dan program kerja. 

Sinergi antara pel-

bagai institusi pendidi-

kan tinggi ini

men cer minkan pende-

katan komprehensif LSF

dalam mem bang un eko-

sistem pem be lajaran. Ke-

terlibatan perguruan

tinggi berbasis keaga-

maan, teknologi, dan

seni menciptakan perpa-

duan unik dalam pro-

gram magang, di mana

setiap institusi mem-

bawa kekhasan dan

keunggulan akademik -

nya masing-masing. 
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Berdasarkan Figur di atas, UIKA Bogor yang mengirimkan 6 (enam) mahasiswa,

bersama UM Malang dan ISI Surakarta masing-masing dengan 5 (lima) mahasiswa,

menjadi kontributor utama dalam pertukaran pengetahuan ini. Menariknya, kera-

gaman institusi ini membawa beragam perspektif akademik ke dalam lingkungan

LSF. Mahasiswa dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Gunadharma

masing-masing 4 (empat) mahasiswa membawa wawasan teknologi dan komuni-

kasi masa kini. Sementara institusi seni seperti ISI Surakarta memberikan perspektif

estetika dan kultural yang penting dalam pengembangan program LSF.    

Dengan pendekatan yang inovatif, LSF menerapkan pola penempatan maha-

siswa yang disesuaikan dengan latar belakang akademis mereka. Mahasiswa Jurna-

listik tidak hanya mengamati, tetapi langsung terlibat dalam pengembangan konten

dan dokumentasi kelembagaan. Mereka menjadi bagian integral dari tim produksi

konten media LSF, mengemban peran penting dalam membangun citra dan komu-

nikasi publik lembaga.   

Mahasiswa Film dan Televisi mendapatkan kesempatan serupa, dengan pe-

nempatan yang memungkinkan mereka mengaplikasikan pengetahuan teknis dan

estetika dalam konteks komunikasi publik kelembagaan. Sementara itu, mahasiswa

Ilmu Komunikasi yang menjadi kelompok terbesar, juga ditempatkan dalam posisi

strategis di manajemen komunikasi LSF. Penempatan ini memungkinkan mereka

tidak hanya belajar, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan strategi komu-

nikasi lembaga yang lebih efektif dan kontemporer.   

Program ini memberikan manfaat ganda: mahasiswa mendapatkan pengala-

man praktis yang berharga, sementara LSF memperoleh perspektif segar dan inovasi

dalam proses kerjanya. Alih-alih menjadi “tukang fotokopi lembaga” program ma-

gang, jika dirancang dengan tepat, dapat menjadi katalis perubahan positif bagi

semua pihak yang terlibat. Ke depan, model program magang seperti ini layak men-

jadi benchmark bagi institusi lain. LSF membuktikan bahwa program magang, jika

dikelola dengan visi yang jelas dan pendekatan yang tepat, bisa menjadi lebih dari

sekadar ritual akademik. Program ini merupakan investasi nyata dalam membangun

masa depan industri perfilman nasional.  

Dengan mengacu pada capaian program magang LSF selama tahun 2024

yang menunjukkan dampak signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, LSF

memproyeksikan pengembangan program yang lebih terarah dan terukur untuk

tahun 2025. Melalui peran strategisnya sebagai pengembang program, Subkom Lit-

bang akan memfokuskan diri pada penguatan sistem dan perluasan dampak pro-

gram berdasarkan hasil evaluasi keberagaman latar belakang akademis yang telah
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menciptakan dinamika positif dalam pengembangan kelembagaan.  

Sebagai motor penggerak inovasi program, Subkom Litbang akan memper-

kuat kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui perluasan jaringan kemitraan for-

mal yang lebih terstruktur. Program-program tematik yang lebih spesifik dan terukur

akan dikembangkan, didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi yang kom-

prehensif untuk memastikan keberlanjutan dampak positif. Hal ini terutama akan

difokuskan pada aspek pengembangan konten dan media yang telah menunjukkan

hasil menggembirakan melalui kolaborasi mahasiswa Jurnalistik dan Ilmu Komuni-

kasi.  

Dalam pengembangan kompetensi, LSF akan merancang diversifikasi penem-

patan mahasiswa yang lebih strategis, termasuk membuka peluang di bidang-bi-

dang inovatif seperti analisis big data, pengembangan platform digital, dan

manajemen media sosial. Penguatan aspek penelitian akan menjadi prioritas utama

Subkom Litbang, dengan mendorong penelitian-

penelitian terapan yang dapat langsung diimple-

mentasikan dalam pengembangan program dan

kebijakan lembaga.  

Melalui pendekatan yang sistemis dan teru-

kur, LSF memproyeksikan program magang LSF

2025 akan menghasilkan output yang tidak hanya

informatif tetapi juga lebih terstruktur sesuai kebu-

tuhan pemangku kepentingan. Dengan memper-

tahankan keberhasilan kolaborasi multidisiplin

yang telah terbukti efektif, program ini diarahkan

untuk menjadi model pembelajaran yang adaptif

dan berkelanjutan dalam mendukung pengem-

bangan ekosistem perfilman nasional, sekaligus

memperkuat kapasitas kelembagaan LSF dalam

menghadapi tantangan industri perfilman masa

depan.  
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3. Pengembangan Kualitas SDM di Lingkungan LSF 

Sertifikasi Tenaga Sensor menjadi salah satu aspek penting dalam tugas Sub-

kom Litbang LSF. Program ini hadir sebagai jawaban atas tuntutan profesionalisme

dan standardisasi kompetensi dalam penyensoran film dan iklan film pada era digi-

tal. Subkom Litbang memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan dan

keberlanjutan program sertifikasi untuk Tenaga Sensor. Tugas ini menjadi sangat

strategis mengingat peran vital Tenaga Sensor dalam proses pengkajian dan

penilaian konten film yang akan diedarkan di Indonesia. Program sertifikasi ini tidak

sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen LSF dalam

memastikan kualitas dan profesionalisme Tenaga Sensor. Melalui standardisasi

kompetensi yang terukur, setiap hasil kajian sensor dapat dipertanggungjawabkan

secara profesional dan metodologis, sesuai kaidah yang berlaku dalam konteks

perfilman nasional.  

Pada era konten digital yang semakin kompleks, program sertifikasi menjadi

semakin crucial. Tenaga Sensor dituntut tidak hanya memahami aspek teknis peny-

ensoran, tetapi juga konteks sosial-budaya serta perkembangan teknologi yang me-

mengaruhi industri perfilman. Program sertifikasi dirancang untuk memastikan

Tenaga Sensor memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menghadapi tantangan

ini. Keberadaan program sertifikasi juga menjadi bagian dari upaya LSF dalam mem-

bangun kepercayaan publik. Masyarakat perlu mendapat kepastian bahwa setiap

kajian sensor yang dihasilkan benar-benar dikerjakan oleh tenaga profesional yang

telah tersertifikasi dengan standar kompetensi yang jelas dan terukur.  

Pembuatan Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Sensor Film 

Program ini didasarkan pada landasan hukum yang komprehensif, mencakup

UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pe-

latihan Kerja Nasional, PP No. 10 Tahun 2018 tentang BNSP, dan Surat Keputusan

Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 87 tahun 2023 tentang Penetapan SKKNI Bidang

Tenaga Sensor Film.  

Skema sertifikasi okupasi Tenaga Sensor Film dikembangkan oleh Komite

Skema LSP P2 Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja.

Yang menarik dari skema ini adalah pendekatan komprehensifnya dalam menilai

kompetensi. Tiga unit kompetensi utama - meneliti film, menilai kelayakan, dan

membuat rekomendasi, mencerminkan kompleksitas tugas seorang Tenaga Sensor

Film. Ini bukan tentang adegan atau dialog sensitif pada timecode tertentu film, te-

tapi lebih kepada kemampuan menganalisis konten secara holistik, dengan mem-

pertimbangkan pelbagai aspek sosial, budaya, dan regulasi yang berlaku.

Persyaratan dasar bagi pemohon sertifikasi meliputi pengalaman kerja minimal 1

tahun sebagai Tenaga Sensor LSF atau berpengalaman di bidang terkait, serta me-
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miliki latar belakang pendidikan dan rekomendasi dari institusi yang relevan.  

Proses sertifikasi dilaksanakan melalui tahapan yang sistemis, dimulai dari pen-

daftaran, asesmen portofolio, hingga uji kompetensi di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

yang telah diverifikasi. Evaluasi kompetensi menggunakan metode observasi lang-

sung, praktik demonstrasi, pertanyaan tertulis, dan wawancara untuk memastikan

kompetensi yang diuji memenuhi standar VATM (Valid, Asli, Terkini, Memadai). Ke-

putusan sertifikasi dilakukan tim teknis berdasarkan rekomendasi asesor, dengan

masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Terkait itu, LSF mengadakan Bimbingan Te-

knis Sertifikasi Tenaga Sensor Film pada 8-10 November 2024 di Hotel Mercure Ancol.

Kegiatan itu memandu Tenaga Sensor secara sistematis menulis rincian data pemo-

hon. Selain itu, Tenaga Sensor juga latihan melakukan asesmen mandiri, dengan

seksama memahami elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) serta mempersiapkan

bukti-bukti yang relevan.

Sertifikasi okupasi Tenaga Sensor Film ini juga mencakup mekanisme pemeli-

haraan kompetensi melalui surveilan berkala minimal setahun sekali, serta prosedur

pembekuan dan pencabutan sertifikat jika ditemukan penyalahgunaan. Untuk men-

jamin keberlanjutan kompetensi, program ini dilengkapi dengan sistem sertifikasi

ulang yang harus diajukan minimal 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat

berakhir. 

Pengembangan program sertifikasi ini merupakan langkah strategis LSF dalam
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memastikan kualitas penyensoran film yang profesional dan terstandar, sekaligus

menjawab tuntutan industri perfilman yang semakin kompleks pada era digital. Me-

lalui program ini, LSF membangun fondasi yang kuat untuk sistem penyensoran film

yang kredibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika industri

perfilman nasional.  

4. Pengembangan Kualitas Pelayanan Sekretariat LSF 

Pengembangan Kualitas Pelayanan Sekretariat LSF hadir sebagai manifestasi

utama dalam agenda Subkom Litbang. Tugas strategis ini muncul sebagai jawaban

atas tuntutan peningkatan profesionalisme dan urgensi standardisasi kompetensi

dalam penyensoran film di tengah kompleksitas era digital. Dalam melangsungkan

transformasi kelembagaan, LSF mengambil posisi strategis dengan berpegang

teguh pada prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik. Terjadi pergeseran

paradigma dalam mengukur keberhasilan Subkomisi Litbang, dari yang semula ber-

fokus pada indikator kuantitatif seperti jumlah penelitian dan tenaga sensor berser-

tifikat, kini mengarah pada aspek yang lebih fundamental: kemampuan LSF

beradaptasi dengan dinamika zaman. Perubahan ini tetap mempertahankan esensi

LSF sebagai institusi pengawal kualitas konten perfilman nasional. 
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Sebagai langkah konkret dari visi transformasi tersebut, LSF menginisiasi

Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Sekretariat yang diselenggarakan pada 8-

10 November 2024 di Hotel Mercure Ancol. Program ini merepresentasikan

komitmen lembaga dalam meningkatkan kapasitas pelayanan administratif,

sekaligus menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan transformasi

kelembagaan yang berkelanjutan.  

Bimbingan Teknis ini dirancang khusus untuk staf sekretariat LSF dengan

metode pelayanan yang komprehensif, mencakup manajemen dokumen digital,

sistem pengarsipan terintegrasi, hingga protokol pelayanan yang berorientasi pada

kepuasan pengguna layanan penyensoran. Melalui upaya ini, LSF berharap dapat

membangun standar pelayanan yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika

industri perfilman nasional. 

Program ini juga bertujuan memperkuat sinergi antar unit kerja di lingkungan

LSF, mendorong terciptanya ekosistem kerja yang kolaboratif dan efektif. Sejalan

dengan visi LSF untuk menjadi lembaga yang kredibel dan profesional dalam

penyensoran film, transformasi kelembagaan ini tidak hanya menyentuh aspek

teknis, tetapi juga membentuk budaya organisasi yang adaptif dan berorientasi pada

pelayanan prima. Dengan demikian, LSF memosisikan diri sebagai lembaga modern

yang siap menghadapi tantangan era digital dengan tetap menjaga integritas dan

kualitas layanannya.  

Untuk mewujudkan tujuan transformasi digital ini, partisipasi aktif seluruh staf

sekretariat LSF menjadi kunci utama keberhasilan program. Bimbingan Teknis yang

diselenggarakan mengedepankan metode pembelajaran interaktif, termasuk diskusi

kelompok, dan simulasi penanganan kasus. Untuk memastikan keberlanjutan pro-

gram, LSF juga mengukur efektivitas implementasi hasil Bimbingan Teknis dalam

praktik pelayanan sehari-hari, serta mengidentifikasi area-area yang masih membu-

tuhkan penyempurnaan. Evaluasi akan dilakukan melalui pelbagai parameter, ter-

masuk kecepatan layanan, tingkat kepuasan pengguna, dan efisiensi penggunaan

sistem digital.
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P
ublikasi menjadi salah satu kegiatan yang

penting bagi sebuah institusi, sebagai sa-

rana untuk menunjukkan kinerja serta

untuk menyampaikan informasi mengenai ke-

giatan kepada masyarakat luas. Selain untuk me-

nyebarluaskan ide dan hasil kerja dengan

menggunakan pelbagai platform media.

Pada era multimedia saat ini, publikasi

tidak hanya terbatas pada pembuatan tulisan,

maupun gambar melalui media cetak, tapi juga

konten yang dibagikan untuk khalayak umum

melalui konten audio-visual lewat sarana elek-

tronik dan digital. Agar publikasi dapat sampai

kepada khalayak, tentu konten harus diproduksi

secara informatif, komunikatif, rekreatif, dan kreatif. 

Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki Subkomisi Publikasi sebagai bagian dari

Komisi III LSF, yang bertanggung jawab melakukan identifikasi, kajian, dan analisis

terhadap efektivitas pengelolaan media internalnya. Selain melakukan pengelolaan,

pembuatan dan penayangan materi untuk laman, media sosial, serta media internal

secara baik dan berkelanjutan. Subkomisi ini juga berusaha memastikan produksi
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dan penayangan panduan film secara baik dan berkelanjutan. Juga memastikan pro-

duksi Majalah Sensor Film (majalah internal) secara baik, berkualitas, dan berkelan-

jutan.

Untuk itu, Subkomisi Publikasi memiliki sejumlah sarana dalam penyebarlua-

san informasi: 

i. Majalah Sensor Film

Sebagai pendukung publikasi, LSF menerbitkan Majalah Sensor Film, yang be-

risi informasi tentang kegiatan sensor dan film. Majalah Sensor Film berukuran 17,5

x 25,5 cm dengan kertas matt paper 150 gram (untuk isi) dan art carton 260 gram

(untuk sampul). Terbit tiga bulanan atau empat kali dalam satu tahun. Sepanjang

2024, Majalah Sensor Film terbit pada Maret, Juni, September, dan Desember.

Majalah setebal 52 halaman (isi 48 halaman dan sampul empat halaman) ini

berisi kegiatan serta hasil data, pelaporan, dan publikasi LSF. Seluruhnya diolah

dalam laporan berbahasa populer, dimuat di dalam beberapa rubrik tetap (yang

harus ada pada setiap kali terbit) dan rubrik tidak tetap (tidak selalu ada pada setiap

penerbitan).

Rubrik Tetap yang harus ada pada setiap penerbitan adalah:

1. TAJUK (satu halaman): Opini Ketua LSF terkait program LSF yang diangkat

sebagai artikel utama di dalam Rubrik “Fokus”.

2. FOKUS (lima halaman): Artikel utama tentang program LSF atau diskusi pen-

ting berkaitan dengan program LSF.

3. CATATAN ANGGOTA (dua halaman): Opini anggota yang ditulis ringkas dan

bersifat harapan/ imbauan/sentilan.

4. PROFIL ANGGOTA (tiga halaman): Memperkenalkan anggota LSF secara ber-

gantian.

5. PROFIL TENAGA SENSOR (dua halaman) : Memperkenalkan tenaga sensor

LSF secara bergantian.

6. APRESIASI: Esai (empat halaman) yang ditulis baik oleh anggota atau penulis

dari luar tentang perfilman secara umum atau program LSF.

7. KEGIATAN (lima berita atau lebih dari dua halaman): Berita tentang kegiatan

LSF di dalam dan di luar kota.

8. TAMU (dua halaman): Profil tentang narasumber – baik dari dalam LSF atau

undangan khusus dari luar LSF, yang diwawancara secara khusus di Podcast

Action Nihil! LSF.

Bab III

LAPORAN KINERJA 2024
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

230



9. INFO SENSOR (tiga halaman): Data penyensoran dalam dua atau tiga bulan

terakhir menjelang jadwal terbit majalah.

10. Rubrik tidak tetap tidak selalu hadir di setiap edisi. Kemunculannya untuk

menempatkan materi yang menarik, tapi tidak sesuai dengan kriteria salah

satu rubrik tetap. Antara lain Rubrik Berita Khusus (bila ada isu/program LSF

yang tak bisa ditunda pemuatannya). 

Edisi I/2024

Majalah Sensor Film Edisi I/2024 (terbit 1 Maret

2024), menampilkan judul sampul Selamat Datang Te-

naga Sensor LSF 2024-2028. Judul sampul tersebut

diambil dari rubrik Fokus dengan judul PelantikanTe-

naga Sensor 2024-2028. Tulisan ini dilengkapi dengan

Tajuk yang ditulis Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF

2020-2024) dengan judul Yang Muda yang Berkarya.

Artikel lain:

1. Catatan Anggota : Warisan Dunia dan Film

Dunia

2. Profil Anggota : Ahmad Yani Basuki, Antara

Guru, Tentara dan Sinema

3. Apresiasi:

- Ulang Tahun KFT ke- 60 dan Signifikasi Peran

LSF.

- Signifikansi Peran LSF- Waspadai Tamu Asing

Anak-anak Kita. 

- Penyanyi Pop dalam Arus Politik Negerinya

4. Profil Tenaga Sensor : Agung Irfan Rachmadi, 

Tiga Periode itu Nyata

5. Kegiatan : 

- Lembaga Penafis Film Malaysia datang ke Indonesia. - Pembekalan Tenaga

Sensor LSF. 

- Talkshow di Radio Kota Perak, Yogyakarta.

- Fisitasi Stake holder di Semarang

- Fisitisasi Stakeholder di Bali

- Talkshow di Inews TV Pontianak

- Membaca Film dari Sudut Pandang Penulis Skenario Film

6. Info Sensor
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Edisi II/2024

Majalah Sensor Film Edisi I/2024 (terbit 2 Juni 2024),

menampilkan judul sampul LSF Tak Hanya Patuh Peraturan,

Tapi juga Pegang Teguh Prinsip Moral dan Etika. Judul tersebut

diambil dari Rubrik Fokus yang melaporkan Diskusi Survei

LSF 2024 dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Me-

nuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan LSF, 2 Mei

2024. Tulisan ini dilengkapi dengan Tajuk yang ditulis Rommy

Fibri Hardiyanto (Ketua LSF 2020-2024) dengan judul, Me-

rengkuh Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Artikel lain:

1. Catatan Anggota: Rommy Fibri Hardiyanto, 

Wartawan Perang Ketua LSF

2. Apresiasi: Cannes, J’arrive! 77. Festival 

International, du Film de Cannes 14-25 

Mai 2024 

3. Profil Tenaga Sensor: Irfan Anshori, 

Bangga Jadi TS di LSF

4. Kegiatan : 

- Sosialisasi BSM di Polewali Mandar 

- Sosialisasi BSM di Jawa Barat - Desa Sensaor Mandiri di Malang 

- Budaya Sensor Mandiri di Batam 

- Sosialisasi BSM di Purworejo

- Sosialisasi BSM di Manado 

- Desa Sensor Mandiri di Kabupaten Agam,

Sumatera Barat

- LSF RI Sosialisasikan Layanan Penyenso-

ran di Kupang 

5. Info Sensor

Edisi III/2024

Majalah Sensor Film Edisi I/2024 (terbit 3

September 2024), menampilkan judul sampul En-

ergi Baru 2024-2028. Judul sampul tersebut diam-

bil dari rubrik Fokus yang melaporkan semangat

dan cita-cita anggota baru LSF periode 2024-

2028. Tulisan ini dilengkapi dengan Tajuk yang di-

tulis Naswardi (Ketua LSF 2024-2028) berjudul Era

Baru Sensor Film.
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Artikel lain:

1. Catatan Anggota : Festival Film Pelajar Jogja

2. Profil Anggota : Hadi Hartomo, Telah Selesai dengan Diri Sendiri

3. Apresiasi : Vina Sebelum 7 Hari, Antara Fakta dan Film

4. Profil Tenaga Sensor : Niken LarasatI, Peneliti, Pekerja Kreatif, dan Pemerhati

Anak

5. Kegiatan : 

- Sosialisasi BSM di Serang, Banten 

- Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman di Kupang, NTT 

- Kunjungan LSF R.I. ke Filipina 

6. Panduan Film

7. Info Sensor

Edisi IV/2024

Majalah Sensor Film Edisi IV/2024 (terbit 3 Desember

2024), menampilkan judul sampul Kolaborasi Menuju Per-

adaban Baru Film. Judul tersebut dicuplik dari rubrik Fokus

(laporan utama) berjudul Menuju Peradaban Baru Film yang

melaporkan semangat anggota LSF periode 2024-2028

untuk menciptakan ekosistem film mutakhir lewat kerja

sama dengan pelbagai pihak terkait. Tulisan ini dilengkapi

Tajuk yang ditulis Ketua LSF Naswardi berjudul Memaknai

LSF Sebagai Lembaga Negara Independen yang Terbuka dan

Kolaboratif.

Artikel lain:

1. Profil Anggota: Erlan Basri, Menjaga Norma dan

Nilai-nilai Keindonedsiaan

2. Catatan Anggota: Museum Lembaga Sensor Film: Sebuah Ide

3. Profil Tenaga Sensor: Wahyu Okta Nahendra: Peraih Pelbagai Penghargaan

di Festival Film Jadi Tenaga Sensor

4. Kegiatan: 

- Festival Film, One Stop Shopping Dunia Perfilman

- Anak-anak Muda Butuh Literasi dalam Membuat Film

-. Pentingnya Pengawasan Orangtua terhadap Tontonan Anak, 

Sosialisasi GNBSM di Pangkalpinang

5. Apresiasi: Jalan Terjal Menuju Oscar: Catatan Perjalan Film ‘Women From Rote

Island’ 

6.  Sudut Pandang: Wawancara dengan Sutradara Film ‘Women From Rote Island’

berjudul “Kalau Kita Tidak Lakukan, Tak Akan Pernah Tahu Rules Oscar”

7.  Panduan Film

8. Info Sensor
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II. Media Sosial

LSF memiliki lima akun media sosial (medsos), yaitu Facebook, X (Twitter), In-

stagram, YouTube, dan TikTok. Karena masing-masing memiliki segmen audiens yang

berbeda, maka pengemasan konten tentu harus disesuaikan, agar memiliki jang-

kauan yang lebih luas. Di antara akun medsos yang dimiliki LSF, TikTok dan Instagram

menjadi titik fokus, mengingat kedua platform tersebut saat ini menjadi yang banyak

diakses masyarakat dan perkembangannya begitu pesat.

II.a. TikTok 

Insight akun TikTok LSF dalam kurun waktu setahun menunjukkan bahwa me-

mahami algoritma menjadi hal penting dalam menjangkau audiens.

10 Tipe Konten dengan Viewers Tertinggi di TikTok LSF Selama 2024
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II.b. Instagram

Tidak hanya TikTok, pengelolaan akun Instagram LSF pun terus mencoba men-

cari formula baru untuk menjangkau audiens lebih luas. Salah satu cara yang dila-

kukan adalah melalui penggunaan tanda pagar (tagar) atau hashtag (#). 

Selain berfungsi sebagai identitas atau kata kunci, tagar ternyata juga memberi

daya jangkau tersendiri. Untuk itu, kemampuan memahami algoritma harus

dilakukan untuk menjawab konvergensi media, di mana setiap audiens media sosial

memiliki kebutuhan dan pola konsumsi konten yang berbeda.
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Tagar dengan Interaksi Tertinggi di Akun Instagram LSF (1 Maret - 16 Desember

2024)
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III. Panduan Film (PF)
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III. Panduan Film (PF)

Sejak April 2021, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI)

menampilkan rubrik Panduan Film (PF) di semua platform media sosial resmi milik

LSF. Mulai dari web: https://lsf.go.id, instagram (IG): @lsf_ri, facebook (FB): fb.com/lem-

bagasensor.RI, X/twitter: @lsf_ri, dan TikTok: @lsf_ri. PF juga dicetak dalam bentuk

buku saku daE diedarkan di sejumlah bioskop, melalui kerjasama penggandaan de -

ngan Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), serta dalam bentuk

e-Book yang dimuat di laman lsf.go.id. 

Sebagaimana judulnya, PF dimaksudkan sebagai panduan bagi masyarakat

dalam menonton film yang sudah, akan, dan / atau sedang dipertunjukkan sesuai

peruntukannya. Baik di bioskop, televisi, festival, palwa, maupun di jaringan

teknologi informatika. Terutama, untuk film-film yang telah atau baru mendapatkan

Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari LSF. 

Setiap judul dibahas secara singkat di dalam PF, baik film nasional maupun

film impor. PF selalu menampilkan informasi dasar mengenai klasifikasi usia, tema,

genre, jalan cerita, para pemain, sineas, produser, tanggal rilis, durasi, tahun produksi,

negara pembuatnya, serta terutama unsur-unsur yang terkandung di dalam film

tersebut. Mulai dari kekerasan, perjudian, sadisme, narkoba, seksualitas, pendidikan,
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budaya, informasi, sampai hiburan. Kandungan film tersebut dinyatakan dalam ben-

tuk keterangan atau ikon dan simbol tertentu. Namun, yang lebih penting, PF selalu

mencantumkan penggolongan / klasifikasi usia penonton untuk setiap film yang

dibahas. Mulai dari semua umur (SU), 13 tahun ke atas (13+), 17 tahun ke atas (17+),

sampai 21 tahun ke atas (21+).

Publikasi PF tersebut, dilakukan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi LSF

sesuai Undang-Undang tentang Perfilman No.33/2009, Pasal 57, Ayat (3), yakni,

“memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan

film”. Juga sebagai pelaksanaan Pasal 61 Ayat (1), “LSF memasyarakatkan penggolon-

gan usia penonton film dan kriteria sensor film; dan Ayat (2) “LSF membantu

masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta

memahami pengaruh film dan iklan film.”  

Sejak awal dibuat, sampai dengan Desember 2024, PF mengutamakan infor-

masi tentang film-film layar lebar (feature film) atau film cerita yang sudah mendap-

atkan STLS dan ditayangkan terutama di bioskop, ditambah beberapa yang tayang

di televisi, festival, serta jaringan teknologi informatika. Serta film-film klasik yang

dinilai cukup berpengaruh dan yang akan / sedang tayang di pelbagai media per-

tunjukan.

Proses penulisan PF pada tahap awal dilakukan oleh 34 Tenaga Sensor (TS),

untuk kemudian disunting oleh Noorca M. Massardi (Wakil Ketua LSF) yang ditu-

gaskan untuk mengkoordinasi, menyeleksi, menjaga, dan mengelola panduan film

tersebut.

Melanjutkan proses dan progres sebelumnya, sejak Januari 2024 sampai den-

gan Desember 2024, PF telah menampilkan sebanyak 331 judul film. Tercatat, ada

143 judul film nasional, suatu jumlah yang cukup meningkat dibanding tahun lalu

(116 judul). Sementara film impor tercatat 188 judul, jumlah yang menurun sig-

nifikan dibanding tahun lalu (211 judul). Suatu penanda bagi bangkit kembalinya

industri film nasional, dibandingkan film impor. Dan, semua yang ditulis dalam PF

itu belum termasuk film-film orisinal yang ditayangkan di platform jaringan

teknologi telekomunikasi melalui internet, terutama over-the-top (OTT).

Berikut adalah Tabel Film Layar Lebar Impor dan Film Layar Lebar Nasional sep-

anjang Januari - Desember 2024, yang sudah dibuatkan Panduan Film-nya. Jumlah

PF ini tidak mencerminkan jumlah real seluruh film layar lebar yang disensor, karena

film layar lebar peruntukan lembaga penyiaran televisi, event, festival, dan jaringan

teknologi telekomunikasi untuk sementara belum dibuatkan Panduan Film-nya.
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IV. Laman Resmi LSF
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Laman https://lsf.go.id/ merupakan laman resmi LSF untuk informasi seputar

perkembangan kegiatan dan kelembagaan. Sebagai salah satu bentuk wajah lem-

baga, situs ini berupaya untuk terus berkembang sebagai rujukan komprehensif ma-

syarakat yang membutuhkan informasi dan pembaruan mengenai layanan lembaga.

Secara garis besar, laman resmi LSF terdiri dari beberapa bagian, yakni:  

IV.a. Beranda
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V.b. Struktur Organisasi

Situs LSF tidak hanya menampilkan publikasi internal kelembagaan, namun

juga publikasi yang dibutuhkan masyarakat. Seperti majalah internal Sensor Film,

berita seputar kegiatan LSF, siaran pers, dan panduan film.

Variasi menu laman ini, mencerminkan pemangku kepentingan ekstenal

utama yang sehari-hari berkaitan langsung dengan peran dan fungsi LSF. Meliputi

pemilik film, rumah produksi, organisasi penyiaran, komunitas film, penikmat film,

akademisi, pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat umum yang memiliki

kepentingan terhadap informasi terkait film yang beredar di Indonesia.
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IV.c. Majalah Sensor Film
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IV.d. Berita Seputar Kegiatan LSF

Bab III

LAPORAN KINERJA 2024

LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

261



IV.e. Siaran PersI
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V.f. Panduan Film
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IV.g. Informasi Publik

Secara umum, LSF senantiasa berupaya agar dapat memenuhi amanat dasar

hukum pengelolaan laman resmi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Men-

teri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 dan dapat mencerminkan in-

tegritas lembaga sebagai lembaga pelayanan publik yang dapat diandalkan dan

dapat dipercaya.
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P
rogram Desa Sensor Mandiri (DSM) pada 2024 telah berlangsung 9 (sembilan)

kali. Semua kegiatan dilakukan di kantor kepala desa/kelurahan yang menjadi

mitra LSF. Sebagian kegiatan merupakan lanjutan dari 4 hingga 5 rangkaian

program desa sensor mandiri yang direncanakan. Sedangkan satu desa (Desa Pu-

puan, Klungkung, Bali) baru memulai. 

Pada kegiatan lanjutan, kegiatan DSM lebih diarahkan kepada satu kelompok

sasaran, seperti para guru PAUD/TK/SD di Desa Candirejo, Ngawen, Klaten, Jawa Ten-

gah. Sebagai catatan yang perlu digarisbawahi juga, (kecuali Desa Pupuan, Klung-

kung, Bali) seluruh desa yang menjadi mitra DSM berada di Pulau Jawa.

Berikut nama-nama kegiatan DSM di 7 (tujuh) desa sepanjang 2024 beserta

waktu, narasumber, tema dan laporan berita media:

Laporan Desa Sensor Mandiri

dan Komunitas

Hairus Salim 

(Ketua)

Program 

Desa Sensor Mandiri

dan Komunitas
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Arafat Riski Rivai - Gilang Ramadan - Wahyu Okta Nahendra - Talitha Rahma - 

Yeni Puspita Sari - Eka Kartika Halim - Niken Larasati - Hendri Susanto - 

Fuadzan Akbar Sailan - Tanto Wardoyo
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LAPORAN SEKRETARIAT

LEMBAGA SENSOR FILM

S
ekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) memberikan dukungan admini-

stratif serta teknis pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) LSF, sebagaimana

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF. Hal itu juga dirinci pada

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat LSF.

Pada September 2024, Sekretariat LSF dipimpin oleh Sekretaris Titik Umi Kur-

niawati dengan Kasubbag Tata Usaha Ridwan Fahrudin. Untuk mendukung fasilitasi

teknis dan meningkatkan kualitas layanan Penyensoran Film dan Iklan Film,

Sekretariat LSF dibagi menjadi 4 (empat) Tim Kerja, yakni: 



Berikut adalah fasilitasi teknis layanan penyensoran film dan iklan film yang

dilaksanakan Sekretariat LSF:

A. Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film

Sejak awal 2020 proses layanan pendaftaran sensor film dan iklan film sudah

beralih dari manual menjadi digital, menggunakan layanan berbasis elektronik

berupa aplikasi Sistem Administrasi Sensor berbasis elektronik (e-SiAS). Aplikasi e-

SiAS merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berlandaskan asas keterbukaan

dan akuntabilitas. Hingga saat ini, e-SiAS terus melakukan pengembangan sistem

untuk memudahkan para pemangku kepentingan mengajukan proses penyensoran

film dan iklan film. Salah satunya adalah kemudahan dalam pembayaran dan

pengiriman materi film secara online, dengan langsung mengunggah materi sensor

pada sistem atau melalui link Google Drive.

Untuk mengukur kualitas pelayanan publik, pada 2024 telah dilakukan survei

kepuasan masyarakat terhadap LSF. Survei tersebut dimaksudkan untuk mengkaji

tingkat atau indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan

LSF sepanjang 2024. Tujuan survei itu juga sekaligus menjadi dasar dalam menyusun

rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di LSF.

Ketika pada 2024 ini e-SiAS mengalami peretasan, salah satunya adalah insiden

serangan Ransomware pada Pusat Data Nasional (PDN) Komdigi di Surabaya, Sekre-

tariat LSF telah melakukan penanganan langsung dengan tetap memberikan

layanan online melalui microsite yang dapat diakses stakeholder selama masa

pemulihan sistem. Insiden tersebut juga berdampak pada backup data e-SiAS yang

sempat hilang. Untuk itu dilakukan rangkaian proses normalisasi data sehingga pada

akhir Desember 2024 data-data yang hilang tersebut berhasil dipulihkan kembali

dibantu Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek.

B. Pengembangan Aspek Digital

Selain melaksanakan penyensoran yang diamanatkan di dalam peraturan

perundangan, pemantauan film dan iklan film juga merupakan salah satu tugas dan

fungsi utama LSF. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan film dan iklan film yang

ditayangkan di pelbagai media pertunjukan, telah dilaksanakan sesuai keputusan

sensor yang ditetapkan LSF.

Sejak 2022 Sekretariat LSF mengembangkan aplikasi baru untuk mendukung

pelaksanaan tusi pemantauan, yang diberi nama Satelit. Satelit dikembangkan

berdasarkan analisis kebutuhan lapangan, di mana pemantauan film dan iklan film

dilakukan menggunakan basis data pembanding yang ada di database penyensoran
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LSF. Karena itu, ketersediaan informasi dan data film mutlak diperlukan Petugas

Pantau yang turun ke lapangan. Integrasi data sensor dan data pemantauan menjadi

latar belakang utama perlunya aplikasi Satelit dikembangkan. Selain untuk

kebutuhan pelaporan dan sajian data, hasil pemantauan pun dapat dilakukan lebih

cepat dan akurat.

Dalam rangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

serta keterbukaan infomasi publik, telah dilakukan pengembangan laman LSF dan

laman PPID LSF. Laman LSF (https://lsf.go.id/) adalah laman resmi LSF yang

memberikan informasi seputar perkembangan kegiatan dan kelembagaan.

Sedangkan laman PPID LSF (https://ppid.lsf.go.id/) merupakan layanan informasi

dan data yang dibutuhkan masyarakat secara cepat dan aktual, sebagai perwujudan

amanat Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Peningkatan Kompetensi Teknis

Seleksi dan Pelantikan Tenaga Sensor

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 62

menyatakan bahwa Lembaga Sensor Film (LSF) dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga

Sensor yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran. Menjelang berakhirnya

masa jabatan Tenaga Sensor Periode 2020–2024, pada 20 Februari 2024, dilakukan

proses seleksi Calon Tenaga Sensor Periode 2024–2028 melalui Panitia Seleksi yang

dibentuk berdasarkan penetapan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi (Mendikbudristek).

Proses seleksi dimulai pada 21 September 2023 meliputi tahapan seleksi

administrasi, uji kompetensi, dan wawancara yang seluruhnya dilakukan secara

online. Proses seleksi melibatkan pihak ketiga dalam menilai kemampuan,

pengetahuan, dan komitmen para kandidat. Seleksi yang dilakukan secara ketat, itu

bertujuan memastikan hanya individu dengan kualifikasi terbaik yang terpilih. Hasil

akhir seleksi diumumkan pada 8 Januari 2024.

Setelah proses seleksi selesai, pelantikan Tenaga Sensor Periode 2024–2028

dilaksanakan pada Kamis, 22 Februari 2024. Pasca pelantikan, para Tenaga Sensor

mengikuti kegiatan pembekalan yang dilaksanakan pada 23 hingga 26 Februari

2024 di Cianjur, Jawa Barat. Pembekalan itu diisi oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua

Komisi, dan seluruh Ketua Subkomisi Lembaga Sensor Film. Kegiatan itu dirancang

untuk memberikan pemahaman mendalam terkait tugas dan tanggung jawab se-

bagai Tenaga Sensor, agar dapat menjalankan peran mereka dengan kompetensi

yang memadai. Selain itu, pembekalan khusus mengenai pemantauan hasil

penyensoran dilaksanakan pada 13 Maret 2024.
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Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota LSF berasal dari pemangku kepentingan

perfilman yang dibentuk dan ditetapkan oleh Mendikbudristek sebagaimana diatur

dalam PP No 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film Pasal 14. Seleksi dimulai

pada 22 Mei 2024 meliputi seleksi administrasi, uji kompetensi, dan wawancara

dengan Pansel secara online (daring), dan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum

dengan Komisi I DPR RI secara luring pada 25 -27 Juni 2024. Tahapan itu dilakukan

sesuai amanat UU No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 63 dan 64, serta PP No
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Seleksi dan Pelantikan Anggota LSF



18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film Pasal 11 sampai 15.  Setelah proses

seleksi selesai, pelantikan Anggota LSF Periode 2024–2028 dilaksanakan pada Rabu,

28 Agustus 2024. Pasca pelantikan, Anggota LSF mengikuti kegiatan pembekalan

yang dilaksanakan pada Rabu 29 Agustus – 1 September 2024. Pembekalan itu diisi

oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Para Ketua Komisi Periode 2020-2024 serta Narasumber

Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek. Selain itu, pembekalan khusus Anggota LSF

dan Tenaga Sensor juga dilaksanakan pada 20 – 22 September 2024 di Bandung.

Pembekalan tersebut menghadirkan Narasumber Muhammad Farhan, S.E (Anggota

Komisi I DPR RI).
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Pelantikan dan Pembekalan Anggota LSF



D. Peningkatan Standar Layanan

Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman

adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara

Negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara, serta Badan

Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Un-

dang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Re-

publik Indonesia).

Penilaian itu dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik

pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara

pengguna layanan, observasi ketampakan fisik dan pembuktian dokumen

pendukung standar pelayanan. Sedangkan waktu penilaian dilakukan pada Mei

hingga September 2024.
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Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) di Instansi Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, Sekretariat pun LSF berupaya

membangun ZI-WBK.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) adalah predikat

yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar program
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Pelayanan Publik 2024



manajemen perubahan, penataan tata laksana, dan penguatan pengawasan.

Predikat itu merupakan komitmen Pemerintah dan menjadi target pelbagai instansi

Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang

Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani telah ditetapkan bahwa di Lingkungan Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024, Sekretariat LSF termasuk

dalam salah satu dari 37 satker yang lulus penilaian Tim Penilai Internal (TPI) pada

2024 dalam pembangunan ZI WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
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Penerimaan Anugerah 

ZI WBK/WBBM di

Lingkungan Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi



E. Layanan Pendukung Teknis Lain

Sarana dan Prasarana Penyensoran

Salah satu dukungan teknis yang harus diutamakan adalah sarana dan

prasarana penyensoran yang meliputi segala hal di ruang studio sensor. Studio

sensor merupakan “dapur” LSF tempat proses penyensoran berlangsung. Beberapa

sarana pendukung yang dianggap masih kurang, terus dilakukan pembenahan.

Pada 2024 telah dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana

penyensoran melalui:

- Pembelian, perawatan dan pemeliharaan, antara lain: pembelian 

17 notebook, 8 buah Televisi dengan teknologi yang lebih baru, 

25 Headphone, dan lain-lain.

- Pembangunan Studio Cinema Room dengan kapasitas 50 orang

- Pembangunan Studio Resensor yang dapat digunakan untuk melakukan

sensor ulang bagi para petugas sensor, untuk menilai kembali hasil keputusan

sensor sebelumnya.

- Perbaikan 5 studio sensor yang telah ada

- Perbaikan area pelayanan

- Pembuatan area terbuka
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Cinema Room

Ruang Resensor
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Ruang Terbuka untuk Tamu dan Penerima Layanan

Ruang Terbuka untuk Pegawai



Fasilitas Penunjang Mobilitas Anggota

Mobilitas Anggota LSF yang cukup tinggi dalam pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab serta tugas pendukung, mengharuskan Anggota LSF dapat

memenuhi seluruh tanggung jawab dengan efisiensi waktu yang baik. Untuk

memfasilitasi mobilitas tersebut, Anggota LSF mendapat fasilitas kendaraan roda

empat dan penunjang operasionalnya, khusus dalam menjalankan tugas selama

bekerja di LSF.

Fasilitas Penunjang Kesehatan

Mengingat Anggota LSF, Tenaga Sensor dan Operator Studio, setiap hari

bersinggungan langsung dengan peralatan studio sensor dengan intensitas sinar

dan suara yang cukup tinggi dan intens, maka perlu dipastikan tidak ada keluhan

atau gangguan berarti yang dialami dalam proses pelaksanaan tugas. Oleh karena

itu kepada seluruh Anggota LSF, Tenaga Sensor, dan Operator Studio diberikan

fasilitas tambahan Medical Check Up yang ditangani langsung oleh rumah sakit dan

dokter yang kompeten.

Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Berdasar Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari pelbagai aktivitas, alat, dan

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

pemerintah.

Pada 2024, Sekretariat Lembaga Sensor

Film memeroleh Predikat SAKIP A

88,75.Sekretariat LSF telah mencapai

Predikat A dengan nilai 88,75, naik sebanyak

6,15 poin dari predikat tahun 2023, yang

mendapat nilai 82,6 dengan Predikat A. Nilai

A adalah kriteria yang diberikan kepada

satuan kerja yang mempunyai nilai SAKIP

>80-90, dengan interpretasi bahwa instansi

pemerintah/unit kerja tersebut dapat

memimpin perubahan dalam mewujudkan

pemerintahan berorientasi hasil, karena

pengukuran kinerja telah dilakukan sampai

ke level Pengawas/ Subkoordinator.
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Kearsipan Lembaga Sensor Film

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa

“Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan

terpercaya dan untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan

rakyat”. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan

yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Atas hal tersebutlah

maka perlu dilakukan pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan adalah proses

kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan

dengan penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan melalui identifikasi masalah,

analisis, dan evaluasi bukti data dukung yang dilakukan secara independen, objektif,

dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran,

kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan

kearsipan.

Pada tahun 2024, Sekretariat LSF telah berhasil mendapatkan Nilai Entitas

95,72
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